Q KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 01

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN PROGRAM

Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.

Pendidikan :
- Minimal SMA Sederajat;
- D3 Administrasi;
- D3 Komputer;
- S1 Komputer.
Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Keuangan Daerah;
Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).

Komputer;

Printer;

Alat Tulis Kantor (ATK);
Internet.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat keterlambatan dan atau tidak tersusunnya Rencana Kerja (Renja)
yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) sehingga dapat berakibat kegiatan tidak mendukung tercapainya startegi yang telah

direncanakan

Daftar Hadir Rapat Konsultasi;
Notulen Rapat Konsultasi;

Rencana Kerja (RENJA).




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Kepala Sekretaris K:T':g::?m Staf Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. |Mengarahkan Sekretaris Badan terkait penyusunan Rencana )
Kerja (Renja) C) Arahan 15 Menit [Arahan

2. |Menginstruksikan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan ) )
untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) |:| Arahan 15 Menit | Instruksi

3. |Memerintahkan staf untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) |:| Instruksi 30 Menit |Perintah

nstruksi enit |Perintal

4. |Menerima perintah dan mengambil data/ berkas dari . . |Data/berkas penyusunan renja
Sekretariat dan Bidang untuk disusun dan diteliti |:| Perintah 300 Menit terkumpul dan teliti

5. |Melaksanakan pemrosesan penyusunan Rancangan Awal Data/berkas penyusunan renja . .
Renja dengan memasukkan data ke dalam komputer |:| terkumpul dan telit 300 Menit |Rancangan Awal Renja

6. |Melaksanakan Rapat konsultasi bersama Sekretariat dan ) ) - Daftar Hadir
masing-masing Bidang :l |:| |:| Rancangan Awal Renja 300 Menit . Notulen Rapat Konsultasi

7. [Memperbaiki Rancangan Awal Renja berdasar hasil
Konsultasi menjadi Rancangan Akhir Renja dan ) ) ) )
menyampaikan kepada Kasubbag untuk diperiksa kemudian |:| Notulen Rapat Konsultasi 300 Menit |Rancangan Akhir Renja
diparaf

8. [Memeriksa dan paraf Rancangan Akhir Renja serta ) ) ) ) )
menyampaikan kepada Sekretaris untuk diparaf ‘ Rancangan Akhir Renja 30 Menit |Rancangan Akhir Renja

9. [Memeriksa dan paraf Rancangan Akhir Renja serta ‘ ) ) ) ) )
menyampaikan kepada Sekretaris untuk diparaf Rancangan Akhir Renja 30 Menit |Rancangan Akhir Renja

10. |Menandatangani Rancangan Akhir Renja

9 g ! ‘ Rancangan Akhir Renja 15 Menit [Rencana Kerja (Renja)

11. [Menggandakan, mengarsipkan dan menyampaikan Renja ) ) ) ) o

kepada masing-masing Bidang (D Rencana Kerja (Renja) 30 Menit [Arsip, bukti distribusi
1365 Menit
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,

MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.

Pangkat : Penata
Nip : 19810925 201001 1 014




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 02

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN PROGRAM

Nama SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

(RENSTRA)
Kualifikasi Pelaksana
1. Pendidikan :
- Minimal SMA Sederajat;
- D3 Administrasi;
- D3 Komputer;

- S1 Komputer.
2. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Keuangan;
Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan RPJMD.

- Keperluan Rapat : Ruang Rapat, Proyektor, Sound System
- Komputer;

- Printer;

- Alat Tulis Kantor (ATK);

- Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tersusunnya rancangan Rencana Strategi (Renstra) selaras
dengan kebutuhan Pembangunan Daerah dan selesai tepat waktu sehingga dapat berakibat tidak terencananya pembangunan secara
optimal

- Daftar Hadir Rapat Penyusunan Rencana Strategi (Renstra);
- Notulen Rapat Penyusunan Rencana Strategi (Renstra);
- Dokumen Rencana Strategi (Renstra);




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Kepala Sekretaris K:T':g::?m Staf Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |[Mengarahkan Sekretaris Badan untuk membentuk tim )
penyusun Rencana Strategis (Renstra) c Arahan 15 Menit |Arahan
2. |Menginstruksikan Kasubag Program untuk membentuk tim ) )
penyusun Rencana Strategis (Renstra) I:l Arahan 15 Menit (Instruksi
3. |Menyusun draft usulan tim penyusun Rencana Strategis ) . |Draft usulan tim penyusun Rencana
(Renstra) I:I Instruksi 30 Menit Strategis (Renstra)
4. |Memeriksa draft usulan tim penyusun Rencana Strategis ‘ Draft usulan tim penyusun Rencana 15 Menit Draft usulan tim penyusun Rencana
(Renstra) Strategis (Renstra) ent Strategis (Renstra)
5 Menyety jui dan mengesahkarT usulan. tim penyusun.Rencana Draft usulan tim penyusun Rencana . |SK tim penyusun Rencana Strategis
Strategis (Renstra) dan menginstruksikan kepada Tim untuk ) 15 Menit
menyusun Renstra Strategis (Renstra) (Renstra)
6. |Rapat pembahasan/, R Strategis (Renst i i
apat pembahasan/penyusunan Rencana Strategis (Renstra) |:| |:| |:| |:| (SRKe:rSr:rz)enyusun Rencana Strategis 300 Menit |Daftar hadir, Notulen Rapat
7. [Menugaskan Kasubag Program untuk mengkonsep Rencana ) )
Strategis (Renstra) berdasar hasi Rapat |:| Daftar hadir, Notulen Rapat 15 Menit [Penugasan
8. [Mengumpulkan bahan, kompilasi, validasi data dan program
dan membuat Konsep Rencana Strategis (Renstra) dan |:| 300 Menit [Konsep Rencana Strategis (Renstra)
menyerahkan kepada Kasubag Program
9. |Memeriksa dan jika sesuai menyerahkan draft laporan kepada
Sekertellris Badajrll varmeny P P ‘ Rencana Strategis (Renstra) 30 Menit |Rencana Strategis (Renstra)
10. [Meneliti, memparaf dan menyerahkan draft laporan kepada ) ) )
Kepala Badan ‘ Rencana Strategis (Renstra) 30 Menit |Rencana Strategis (Renstra)
1. {Menandatangani Rencana Strategis (Renstra) ’ Rencana Strategis (Renstra) 15 Menit [Rencana Strategis (Renstra)
12. [Menugaskan staf menyerahkan Renstra ke Bidang
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |:| Rencana Strategis (Renstra) 15 Menit [Rencana Strategis (Renstra)
Daerah
13. |Mendokumentasikan dan mendistribusikan Rencana Strategis

(Renstra)

Rencana Strategis (Renstra)

15 Menit [Arsip, Bukti Distribusi

765 Menit

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,

MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.
Pangkat : Penata
Nip : 19810925 201001 1 014




Nomor 03
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
@ KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal Revis
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN PROGRAM Nama SOP Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomol
3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 03 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur (SOP) Adminstrasi
Pemerintahan.

Kepala : Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Sekretaris : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Ka. Subbag Program : S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum;

Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran,

S1 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum.

1
2.
3.
4

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan RENSTRA;

- Komputer;
- SOP Penyusunan RENJA. - Printer;
- Alat Tulis Kantor (ATK);
- Stempel.
Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD;
Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak bisa diadministrasikan.

Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Kaban Sekretaris Kasubag Program Staf Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 8 9
1. |Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan RKA C) ) ) .
Agenda Kerja 5 Menit [Disposisi
2. |Memerintahkan Kasubag Program untuk menyusun Renja :I Disposisi 5 Menit |Disposisi
3. |Melaksanakan kegiatan penyusunan RKA I:I Disposisi 6 Minggu|Konsep RKA, Disposisi
4. |Mengoreksi konsep RKA, jika setuju menyerahkan kepada
Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag ‘ Konsep RKA 1 Minggu|Draft RKA, Disposisi
Program untuk diperbaiki
5. |Memeriksa draft RKA jika setuju menandatangani dan
menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju ‘ Draft RKA 1 Minggu|Dokumen RKA, Disposisi
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki
6. |Menyerahkan dokumen RKA kepada Kasubag Program untuk ) L
didokumentasikan —1 Dokumen RKA 10 Menit |Disposisi
7. [Menyerahkan dokumen RKA kepada Staf untuk ) L
didokumentasikan l:l Dokumen RKA 10 Menit [Disposisi
8. |Mendokumentasikan dokumen RKA D Dokumen RKA 2 Jam  |Dokumen RKA, bukti dokumentasi

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,

MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.

Pangkat : Penata
Nip : 19810925 201001 1 014




Nomor 04

7 T | Pembuat 07 Februari 2024
Q KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Taf‘gga embuatan eoruar
anggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN PROGRAM

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan R¥

Nama SOP SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor
3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 03 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur (SOP) Adminstrasi
Pemerintahan.

1

2.
3.
4

Kepala : Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Sekretaris : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Ka. Subbag Program : S1 — S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum;

Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran,

S1 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan RENSTRA; - Komputer;
- SOP Penyusunan RENJA. - Printer;
- Alat Tulis Kantor (ATK);
- Stempel.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD;
- Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak bisa diadministrasikan.

Penyusunan Perubahan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Fungsional i
Ka. Subbag | Sekretaris |/ Sub Kabid/ . Operator Kepala Kelengkapan Waktu Output
Koordinator Sekretaris SIPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menerima disposisi Kepala untuk penyusunan RKA Perubahan C} Surat Edaran SEKDA 15 Menit |Agenda penyusunan RKA Perubahal
2 ZA;EEZT::?(Z;Z?;:I;z:;dg;ﬁi? bidang-bidang dan meminta |:| Agenda penyusunan RKA Perubahan 120 Menit [Form RKA Perubahan Program/Kegi
3. [Membuat draft usulan RKA Perubahan dari Sub Bidang dan Sub Form RKA Perubahan Program/
Bagian didasarkan pada KUA/PPAS ] Kegiatan 2100 Menit [Draft usulan RKA Perubahan
- KUA/PPAS
4. |Memverifikasi dan mendatangani draft usulan RKA Perubahan .. |Draft usulan RKA Perubahan dari ya
Sub Bidang dan Sub Bagian (Kabid dan Sekretaris) ‘ Drat usulan RKA Perubahan 840 Menit \\c1ah ditandatangani
5. [Menerima dan mengoreksi draft usulan RKA Perubahan dari Draft usulan RKA Perubahan dari van Draft usulan RKA Perubahan yang te
masing-masing bidang berdasarkan KUA/PPAS dan Standar |:| usu o 'yang 180 Menit |dikoreksi sesuai dengan KUA/PPAS
H telah ditandatangani
arga Barang/Jasa SHBJ
6. |Mengentry draft usulan RKA Perubahan ke dalam SIPD )
penganggaran dan kemudian mencetaknya :l 2100 Menit
£ I\RA;Ze;:ri::hnanmencerman kembali hasil cetakan rancangan 1 Rancangan awal RKA Perubahan 60 Menit |Rancangan RKA Perubahan
8. g::;::?; itl’ mengoreksi dan memaraf Rancangan RKA ‘ Rancangan RKA Perubahan 240 Menit [Rancangan akhir RKA Perubahan
S g::fg:;“ dan menandatangani rancangan akhir RKA ] |Rancangan akhir RKA Perubahan 60 Menit [RKA Perubahan BAPPELITBANGDY
10. |Menerima RKA Perubahan yang sudah ditandatangani untuk RKA Perubahan 420 Menit | RKA Perubahan BAPPELITBANGD!
dicap, digandakan dan dikirimkan ke Bidang Anggaran BPKPAD (:) BAPPELITBANGDA telah digandakan dan dikirimkan ke
- Stempel Bidang Anggaran BPKPAD
6135 Menit
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,

MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.

Pangkat : Penata
Nip : 19810925 201001 1 014
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Nomor 05

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

' Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
@ KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Do e
anggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN PROGRAM

Nama SOP Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomo
3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 03 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur (SOP) Adminstrasi
Pemerintahan.

o N

Kepala : Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Sekretaris : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Ka. Subbag Program : S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum;

Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran,

S1 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan RENSTRA; - Komputer;
- SOP Penyusunan RENJA. - Printer;
- Alat Tulis Kantor (ATK);
- Stempel.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD;
- Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak bisa diadministrasikan.

Penyusunan DPA mengacu pada pagu KUA/PPAS.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Kaban Sekretaris Kasubag Program Staf Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan DPA C) ) ) L
Agenda Kerja 5 Menit  [Disposisi
2. |Memerintahkan Kasubag Program untuk menyusun DPA l:l Disposisi 5 Menit |Disposisi
3. [Melaksanakan kegiatan penyusunan DPA
9 peny |:| Disposisi 6 Minggu [Konsep DPA, Disposisi
4. |Mengoreksi konsep DPA, jika setuju menyerahkan kepada
Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag ‘ Konsep DPA 1 Minggu |Draft DPA, Disposisi
Program untuk diperbaiki
5. |Memeriksa draft DPA jika setuju menandatangani dan
menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju ‘ Draft DPA 1 Minggu |Dokumen DPA, Disposisi
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki
6. |Menyerahkan dokumen DPA kepada Kasubag Program untuk ) L
didokumentasikan |:| Dokumen DPA 10 Menit  [Disposisi
7. [Menyerahkan dokumen DPA kepada Staf untuk ) L
didokumentasikan [ Dokumen DPA 10 Menit |Disposisi
8. |Mendokumentasikan dokumen DPA @) Dokumen DPA 2 Jam  |Dokumen DPA, bukti dokumentasi

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,

MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.

Pangkat : Penata
Nip : 19810925 201001 1 014




) Nomor 06
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Q KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR i
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN PROGRAM Nama SOP Koordinasi dan Penyusur;?PI;okumen Perubahan DPA-

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomo
3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur (SOP) Adminstrasi
Pemerintahan.

1. Kepala: Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;

2. Sekretaris : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
3. Ka. Subbag Program : S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum;

4. Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran,

S1 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan RENSTRA; - Komputer;
- SOP Penyusunan RENJA. - Printer;
- Alat Tulis Kantor (ATK);
- Stempel.
Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD;
Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak bisa diadministrasikan.

Penyusunan DPA Perubahan mengacu pada pagu KUA/PPAS.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur . . Kabid/ Operator
Kasubag | Sekretaris | Kasubid Sekretaris SIPD Kepala Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menerima disposisi Kepala untuk penyusunan DPA Perubahan C) Surat Edaran SEKDA 15 Menit |[Agenda penyusunan DPA Perubahan
2. |Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dan meminta ) )
data usulan kegiatan yang terinci |:| Agenda penyusunan DPA Perubahan 120 Menit |Form DPA Perubahan Program/Kegiatan
3. |Membuat draft usulan DPA Perubahan dari Sub Bidang dan Form DPA Perubahan Program/
Sub Bagian didasarkan pada KUA/PPAS |:| Kegiatan 2100 Menit |Draft usulan DPA Perubahan
KUA/PPAS
4. |Memverifikasi dan mendatangani draft usulan DPA Perubahan . |Draft usulan DPA Perubahan dari yang
dari Sub Bidang dan Sub Bagian (Kabid dan Sekretaris) ‘ Draft usulan DPA Perubahan 840 Menit telah ditandatangani
5. |Menerima dan mengoreksi draft usulan DPA Perubahan dari Draft usulan DPA Perubahan dari van Draft usulan DPA Perubahan yang telah
masing-masing bidang berdasarkan KUA/PPAS dan Standar |:| telah ditandatanaani yang 180 Menit |dikoreksi sesuai dengan KUA/PPAS dan
Harga Barang/Jasa 9 SHBJ
6. |Mengentry draft usulan DPA Perubahan ke dalam SIPD )
penganggaran dan kemudian mencetaknya |:| 2100 Menit
7. [Menerima dan mencermati kembali hasil cetakan rancangan )
DPA Perubahan 1 Rancangan awal DPA Perubahan 60 Menit |Rancangan DPA Perubahan
8. Mencermati, mengoreksi dan memaraf Rancangan DPA ‘ Rancangan DPAPerubahan 240 Menit |Rancangan akhir DPA Perubahan
Perubahan
g, |Mencermati dan menandatangani rancangan akhir DPA ] |Rancangan akhir DPA Perubahan 60 Menit |DPA Perubahan BAPPELITBANGDA
Perubahan
10. |Menerima DPA Perubahan yang sudah ditandatangani untuk 420 Menit |DPA Perubahan BAPPELITBANGDA
dicap, digandakan dan dikirimkan ke Bidang Anggaran (D DPA BAPPELITBANGDA telah digandakan dan dikirimkan ke
BPKPAD Stempel Bidang Anggaran BPKPAD
6135 Menit
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,

MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.

Pangkat : Penata
Nip : 19810925 201001 1 014



Nomor 07

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

T | Pembuat 07 Februari 2024
@ KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR anggat rembuatan ebruan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN PROGRAM

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Nama SOP Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kepala : Eselon II;

Sekretaris : Eselon IlI;

Kepala Sub Bagian Program;

Memahami penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Memahami Tugas dan Fungsi Sub Bagian Program;

I o

Memahami Materi Kegiatan.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
SOP Penyusunan LPPD.

- Komputer, Printer, ATK;

- Renstra Bappelitbangda;

- DPA Bappelitbangda;

- Formulir Laporan Kegiatan;
- Penetapan Kinerja;

- Hasil Kegiatan.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Keterlambatan penyusunan LAKIP Perangkat Daerah berakibat keterlambatan penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah

- Daftar Hadir Rapat;
- Notulen Rapat Penyusunan dan Konsultasi LAKIP;




- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Kepala | Sekretaris Kasubag Staf Kgpala Kelengkapan Waktu Output
Program Bidang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Memberikan arahan terkait penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah )
(LAKIP) (G Arahan 15 Menit |Arahan
2. |Menginstruksikan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan untuk ) )
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) :l Arahan 15 Menit | Instruksi
3. [Memerintahkan Pengelola Laporan Kegiatan untuk penyusunan Laporan ) ) )
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 Instruksi 15 Menit |Perintah
4. |Menerima perintah penyusunan LAKIP dan menindaklanjuti dengan
mengumpulkan data/ berkas bahan penyusunan LAKIP dari Sekretariat dan :' Perintah 300 Menit Data/Berkas bahan penyusunan LAKIP
Bidang untuk disusun dan ditelit terkumpul
5. |Melaksanakan pemrosesan penyusunan Draft LAKIP dengan memasukan Data/Berkas bahan penyusunan LAKIP )
data ke dalam komputer :l terkumpul 60 Menit |Draft LAKIP
6. |Melaksanakan rapat koordinasi bersama Sekretariat dan Bidang dipimpin ) )
oleh Kepala Badan | | | | | | | | [ | | Draft LAKIP 180 Menit |Daftar Hadir, Notulen Rapat
7. |Melaksanakan perbaikan Rancangan Awal LAKIP :l Notulen Rapat 60 Menit [Rancangan Awal LAKIP
8. [Melaksanakan konsultasi b Sekretariat dan Bidang ke Bagi
P:&:ﬁ?:h:: onsulastbersama wexretarat can Fiang ke Sagian |:| Rancangan Awal LAKIP 120 Menit [Hasil Konsultasi LAKIP
9. |Melakukan perbaikan Rancangan Awal LAKIP yang telah dikonsultasikan I:l Hasil Konsultasi LAKIP 60 Menit Eizszzﬁ:;lgvr\:al LAKIP yang telah
10. [Melaksanakan rapat koordinasi bersama Sekretariat dan Bidang dipimpin Rancangan Awal LAKIP yang telah . .
oleh Kepala Badan :l :I |:| :l :l dikonsultasikan 120 Menit [Daftar Hadir, Notulen Rapat
11. |Melaksanakan perbaikan Rancangan Akhir LAKIP dan menyerahkan Notulen R ¢ |r Akhir LAKIP
kepada Kasubbag Program untuk diparaf I:l otulen Rapat 60 Menit |Rancangan Akhir
12. |Memeriksa dan paraf serta menyampaikan Rancangan Akhir LAKIP kepada i ) )
Sokrefaris untuk diparaf <o Rancangan Akhir LAKIP 15 Menit [Rancangan Akhir LAKIP
13. |Mereview dan paraf serta menyampaikan Rancangan Akhir LAKIP kepada ) ) )
Kepala Badan untuk disahkan/ ditandatangani <> Rancangan Akhir LAKIP 15 Menit |Rancangan Akhir LAKIP
14." |Menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ‘ Rancangan Akhir LAKIP 15 Menit |Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
15. |Menggandakan dan menyampaikan LAKIP kepada Tata Pemerintahan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . . .
Inspektorat dan mengarsipkan D (LAKIP) 15 Menit [Bukti Distribusi dan Arsip
1065 Menit

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,




MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.
Pangkat : Penata
Nip : 19810925 201001 1 014




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

&)

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

08
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN PROGRAM Nama SOP Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kin
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.

Pendidikan :

- Minimal SMA Sederajat;
- D3 Administrasi;
- S1 Segala Jurusan.
Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Keuangan Daerah;

Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); - Komputer/Laptop;
SOP Penyusunan LAKIP. - Internet;
- Printer;
- ATK;
- Data Hasil Kegiatan.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat kesalahan dan atau keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah
daerah

Daftar Hadir Rapat;

Notulen Rapat Penyusunan dan Konsultasi LPPD;

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD).




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Kepala | Sekretaris Kasubag Staf K(.epala Kelengkapan Waktu Output
Program Bidang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |[Memberikan arahan kepada Sekretaris terkait penyusunan )
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) C) Arahan 15 Menit |Arahan

2. |Menginstruksikan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah 1 Arahan 15 Menit |Instruksi
Daerah (LPPD)

3. |Memerintahkan Pengelola Laporan Kegiatan untuk ) ) )
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah :l Instruksi 15 Menit | Perintah

4. |Menindaklanjuti dengan mengumpulkan data/ berkas dari . . |Data/Berkas bahan penyusunan LPPD
Sekretariat dan Bidang untuk disusun dan diteliti :l Perintah 300 Ment terkumpul

5. |Menyusunan Draf Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah )
Daerah (LPPD) dengan memasukan data kedalam komputer |:| Data/Berkas bahan penyusunan LPPD terkumpul 60 Menit |Draft LPPD

6. |Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) bersama [ | || | | | [ | ] | | | | |DraftLPPD 180 Menit |Daftar Hadir, Notulen Rapat
Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Kepala Badan

7. |Melaksanakan perbaikan Rancangan Awal penyusunan )
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) :l Notulen Rapat 60 Menit |Rancangan Awal LPPD

8. |Melaksanakan konsultasi Rancangan Awal Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) bersama ] Rancangan Awal LPPD 120 Menit |Hasil Konsultasi LPPD
Sekretariat dan Bidang ke Bagian Pemerintahan

9. |Melaksanakan perbaikan Rancangan Awal Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) yang sudah :l Hasil Konsultasi LPPD 60 Menit Eigﬁzzﬁ:;é\zal LPPD yang telah
di konsultasikan

10. [Melaksanakan rapat koordinasi bersama Sekretariat dan . . ) .
Bidang dipimpin oleh Kepala Badan |:| :l [ | [ [ [ | [Rancangan Awal LPPD yang telah dikonsultasikan 120 Menit |Daftar Hadir, Notulen Rapat

11. [Melaksanakan perbaikan Rancangan Akhir Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) dan ] Notulen Rapat 60 Menit |Rancangan Akhir LPPD
menyerahkan kepada Kasubbag Program untuk diparaf

12. [Memeriksa dan paraf serta menyampaikan Rancangan Akhir
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) ‘ Rancangan Akhir LPPD 15 Menit [Rancangan Akhir LPPD
kepada Sekretaris untuk diparaf

13. |Memeriksa dan paraf serta menyampaikan Rancangan Akhir
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) <O Rancangan Akhir LPPD 15 Menit |Rancangan Akhir LPPD
kepada Kepala Badan untuk ditandatangani

14. [Menandatangani Rancangan Akhir Laporan ) . [Laporan Pertanggung- jawaban
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) ‘ Rancangan Akhir LPPD 15 Menit |5 - erintah Daerah (LPPD)

P




. |Menggandakan, menyimpan dan menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) kepada C) Lfg;rDan Pertanggung- jawaban Pemerintah Daerah 15 Menit [Bukti Distribusi dan Arsip
Bagian Pemerintahan ( )

1065 Menit

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,

MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.

Pangkat : Penata
Nip : 19810925 201001 1 014




Nomor 09
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal PerTTb'uatan 07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
SUB BAGIAN PROGRAM Nama SOP (LKPJ) Bappelitbangda

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangu
Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

1. D-lll/S-1

2. Menguasai Operasional Komputer

3. Memiliki kemampuan menyusun dan merencakan program, kegiatan dan anggaran
4. Memahami Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Administrasi Surat Masuk - Komputer/Laptop;
SOP Administrasi Surat Keluar - Printer;
SOP Pelaksanaan Rapat - ATK;
SOP Pengarsipan - Dokumen RENJA;
- Dokumen RENSTRA;
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan;
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka dapat menjadi hambatan terhadap hubungan checks and balances serta kesetaraa dan kemitr]
antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi Eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi Legislatif dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan

- Rangkuman dari perumusan RKPD dan Renstra Bappelitbangda dalam jangka waktu
1 Tahun anggaran atau satu masa jabatan




Daerah

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Kepala | Sekretaris Kgpala Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
Bidang Program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menerima surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar melalui Bagian Pemerintahan dan memberi arahan
kepada Sekretaris untuk membuat Laporan Keterangan (GD) Disposisi surat 30 Menit |Disposisi surat
Pertanggung Jawaban (LKPJ) di lingkungan Bappelitbangda
Kabupaten Kepulauan Selayar

2. |Menerima, menindaklanjuti pembuatan LKPJ berdasarkan )
format yang diperoleh dari Bagian Pemerintahan SETDA |:| Format punyusunan LKPJ 45 Menit [Format punyusunan LKPJ

3. [Menyampaikan format LKPJ kepada masing-masing bidang
dan Sub Bagian sekretariat untuk diisi sesuai dengan |:| Format punyusunan LKPJ 30 Menit |Format punyusunan LKPJ
program/ kegiatan Sekretariat dan masing masing bidang

4. |Membuat undangan rapat (yang ditandatangani oleh Kaban)
kepada Pejabat Eselon Il di Lingkungan Bappelitbangda :l Undangan rapat 30 Menit |Undangan rapat
untuk rapat pembahasan Penyusunan LKPJ

5. [Melakukan rapat pembahasan terhadap draft LKPJ

pee P O O Draft Usulan LKP 180 Menit |Draft Usulan LKPJ Bappelitbangda

6. |Menghimpun format data dan informasi LKPJ dari Masing- . . . |Draft Usulan LKPJ dari bidang dan
masing Bidang dan Sub Bagian sekretariat Bappelitbangda :l Draft Usulan LKPJ bidang dan Sekretariat 60 Menit Sekretariat

7. |Menganalisis data dan informasi konsep LKPJ yang telah
fertomoul PHATSYang I Draft Usulan LKPJ 60 Menit [Dokumen LKPJ

8. |Membuat konsep Dokumen LKP.) Bappelitbangda |:| Dokumen LKPJ 30 Menit |Dokumen LKPJ Bappelitbangda

9. |Menyampaikan Dokumen LKPJ kepada Kaban untuk
memintakan persetujuan oleh Kasubag Program dan |:| Dokumen LKPJ 10 Menit [Dokumen LKPJ Bappelitbangda
Sekretaris, untuk ditandatangani oleh Kepala Badan

10. |Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran
surat - uretpeng pengit uep :l Konsep surat pengantar 10 Menit |Surat pengantar

11. |Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran
surat dan menyampaikan kepada Sekda Kabupaten . . .
Kepulauan Selayar Cq Bagian Pemerintahan SETDA (D |bokumen LKPJ Bappelitbangda 15 Menit |Dokumen LKPJ Bappelitbangda
Kabupaten Kepulauan Selayar untuk seterusnya

500 Menit

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,




MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.

Pangkat : Penata
Nip : 19810925 201001 1 014




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

10
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN PROGRAM Nama SOP Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Pendidikan :

Minimal SMA Sederajat;
D-Ill Administrasi;

S1 Semua Jurusan.

2. Memiliki kemampuan pengolahan data;

3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); Komputer;
SOP Penyusunan LAKIP. Printer;
Alat Tulis Kantor (ATK);
Data Hasil Kinerja / Kegiatan.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Sekretaris | Kepala Kasubag | Sub Koordinator | Staf Penyusun
Badan Bidang Program (Fungsional) Evaluasi Kinerja Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mengumpulkan data laporan kinerja triwulan kepada Sub o . N .
1. Bagian, OPD dan Instansi terkait C) Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi 15 Menit |Disposisi
2. [Merekap laporan kinerja triwulan ] Disposisi Perjanjian Kinerja, Kinerja Aksi 30 Menit |Lembar Disposisi
L Disposisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, . -
3. |Mengolah data laporan kinerja triwulan 1 Laporan Progres Bulanan 2 Menit |Draft Laporan Kinerja
4. |Menyusun laporan kinerja triwulan 1 Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft 30 Menit (Draft Laporan Kinerja
' y P ! Laporan Kinerja ent P !
Mensosialisasikan laporan kinerja triwulan kepada pejabat Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft . s
5 terkait |:| Laporan Kinerja 30 Menit |Draft Laporan Kinerja
6. |Merekap 2 (dua) laporan triwulan untuk menyusun laporan |:| Catatan Pembagian Tugas 2 Hari [Laporan Kinerja
7. |Menyusun laporan semester dan laporan tahunan ‘ Data Laporan Kinerja Triwulan 120 Hari |Laporan Kinerja
8. |Mensosialisasikan laporan semesteran ‘ Hasil Koreksi Laporan Kinerja Triwulan 60 Menit |Laporan Kinerja
9. [Menyusun 2 (dua) laporan kinerja tahunan C) Laporan Kinerja Triwulan 15 Menit |Laporan Kinerja
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,

MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.

Panakat : Penata
Nip : 19810925 201001 1 014




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 11

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN PROGRAM

Nama SOP Reward dan Pusnihment

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaia Kinerja PNS

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.

Pendidikan :
- Minimal SMA Sederajat;
- D3 Administrasi;
- 81 Segala Jurusan.
Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Manajemen Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); - Komputer/Laptop;
- SOP Penyusunan LAKIP. - Internet;
- Printer;
- ATK;
- Data Hasil Kinerja / Kegiatan.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat kesalahan dan atau keterlambatan pelaporan kinerja instansi

Daftar Hadir Rapat;

Notulen Rapat Kinerja;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Data Hasil Kinerja.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
. Kasubag Staf Sub PNS
Kepala Sekretaris Program  |Bagian Program|Bappelitbangda Kelengkapan Waktu OUtpm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Memerintahkan untuk mengumpulkan data kinerja (D) Struktur Organisasi 15 Menit |Draft TIM
2. |Membentuk Tim 1 Draft TIM 3 Hari |TIM

Menyusun Rencana Kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan . .. |Rencana Kegiatan Pengumpulan Data
3. pengumpulan data |:| Data Kinerja 240 Menit Kineria
4. |Menghimpun data kinerja [ | [ | | [ | TIM 120 Menit [Konsep Laporan Hasil Pengumpulan Data

Laporan Kasubag kepada sekretaris terkait hasil pengumpulan _ . .
5. | gata Kineria ] Konsep Laporan Data Kinerja 30 Menit |Konsep Laporan Hasil Pengumpulan Data
6. [Melakukan rapat intern dengan tim :l :l Data Kinerja 1 Hari [Laporan Final
7. |Hasil pengumpulan data kinerja :l Data Kinerja yang di Paraf 30 Menit [Laporan yang telah di tanda tangani
8. |Pemberian Reward and Punishmen :| Laporan Data Kinerja sudah di tte 30 Menit [Pemberian Reward dan Punishmen

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,

MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.

Pangkat : Penata
Nip : 19810925 201001 1 014




Nomor 12

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Q KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 9galPerd
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN PROGRAM

Nama SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekniks Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revisi atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Pendidikan :
Minimal SMA Sederajat;
D-Il Administrasi;
S1 Semua Jurusan.
2. Memiliki kemampuan pengolahan data;
3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); Komputer;
SOP Penyusunan LAKIP. Printer;
Alat Tulis Kantor (ATK);
Internet.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabila Penyusunan Penetapan Kinerja terlambat dibuat maka pelaksanaan kinerja BAPPELITBANGDA akan menemui kendala.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Kaban Sekretaris Kt.epala Sub Staf Kelengkapan Waktu Output
Bagian Program

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan ) ) .

Penetapan Kinerja d Agenda Kerja 5 Menit  |Disposisi
2. |Memerintahkan Kasubag Program untuk menyusun L . S

Penetapan Kinerja :I Disposisi 5 Menit |Disposisi
3. |Melaksanakan kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja l:l Disposisi 6 Minggu [Konsep Penetapan Kinerja, Disposisi
4. [Mengoreksi konsep Penetapan Kinerja, jika setuju

menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan ‘ Konsep Penetapan Kinerja 1 Minggu [Draft Penetapan Kinerja, Disposisi

kepada Kasubag Program untuk diperbaiki
5. [Memeriksa Draft Penetapan Kinerja jika setuju

menandatangani dan menyerahkan kepada Kasubag ‘ Draft Penetapan Kinerja 1 Minggu [Dokumen Penetapan Kinerja, Disposisi

Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris
6. |Menyerahkan Dokumen Penetapan Kinerja kepada Kasuba

Prog{am untuk didokumentasika% jakep 9 |:| Dokumen Penetapan Kinerja 10 Menit  |Dokumen Penetapan Kinerja yang benar
7. [Menyerahkan laporan Penetapan Kinerja kepada Staf Bagian — ) o

Program untuk didokurmentasikan 1 Dokumen Penetapan Kinerja yang benar 10 Menit |Dokumen Penetapan Kinerja yang benar
8. [Mendokumentasikan Laporan Penetapan Kinerja dan o . |Dokumen Penetapan Kinerja, bukti

menyerahkan kepada instansi terkait (:) Dokumen Penetapan Kinerja yang benar 1 Hari dokumentasi

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,

MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.

Pangkat : Penata
Nip : 19810925 201001 1 014




Nomor 13
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS;

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kenaikan Gaji Berkala;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memiliki kemampuan menelaah Peraturan Perundang-undangan;
2. Memiliki kemampuan tata cara penegakan Disiplin PNS;

3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;

4. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer.

- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Surat Keluar; - Komputer/PC;
SOP Surat Tugas dan SPPD. - Printer;
- ATK;
- Stempel.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Disimpan dalam bentuk manual dan elektronik




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Bendahara Sekretaris/PPK PA/KPA Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8

Mengajukan, mempersiapkan dan meregister dokumen
permintaan pembayaran SPP-LS Gaji dan Tunjangan dan
dokumen lainnya sesuai dengan format dokumen yang telah
ditentukan dan menyerahkannya kepada PPK untuk diteliti

Salinan SPD, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran,
Pembayaran Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Gaji
Terusan dan lampiran lain yang diperlukan, Dokumen SPP-LS
dan SPM-LS Gaji dan Tunjangan

420 Menit |Penerbitan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

2. |Meneliti dan memaraf kelengkapan dokumen SPP-LS Gaji
dan Tunjangan, apabila dokumen telah lengkap PPK )
mengajukan permintaan Surat Perintah Membayar Langsung Ea"ns n SPD, GS u,_th gei:néat'a.\asn Pelnggt}ini Anggarag, i Gai
Gaji dan Tunjangan (SPN-LS Gaji dan Tunjangan) kepada < T T o Do oo | 420 Menit [Draft SPN-LS Gaji dan Tunjangan
Pengguna Anggaran untuk mengotorisasi dan menerbitkan deru;ir:v' Eg gm__pgan 'I?m yang diperiukan, Lokumen i
SPM, tidak lengkap PPK mengembalikan Dokumen SPP-LS an SF-LS Baji dan funjangan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi
3. |Menelaah dan menandatangani draft SPM-LS Gaji dan Salinan SPD, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran,
Tunjangan dan menyerahkan kepada Bendahara Pembayaran Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Gaji . . .
Pengeluaran untuk menerbitkan SP2D ke BUD melalui PPK Terusan dan lampiran lain yang diperlukan, Dokumen SPP-LS 840 Menit |SPM-LS Gaji dan Tunjangan
dan SPM-LS Gaji dan Tunjangan
4. Meqerlma, meregister dan mengarsipkan §PM-LS Gaji dan Salinan SPD, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran,
Tunjangan serta dokumen kelengkapan lainnya untuk Pemb Gaii Induk. Gaii Susulan. Kek Gaii. Gaii
penerbitan SP2D dan memerintahkan Bendahara |:| embayaran ajl induk, 5all susuian, fekurangan ayl sa 25 Menit |SPM-LS Gaji dan Tunjangan
) Terusan dan lampiran lain yang diperlukan, Dokumen SPP-LS
Pengeluaran untuk mengantar ke BPKPAD dan mengarsipkan dan SPM-LS Gaii dan Tuni
Dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan an A gt dan funjangan
5. |Menerima dan menyerahkan SPM-dan SPP-LS Gaji dan Salinan SPD, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran,

Tunjangan dan Dokumen kelengkapan lainnya serta
mengentrikan ke SIPD untuk penerbitan SP2D kepada
BPKPAD dan mengarsipkan Dokumen SPM-LS Gaji dan

Pembayaran Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Gaji
Terusan dan lampiran lain yang diperlukan, Dokumen SPP-LS
dan SPM-LS Gaji dan Tunjangan

840 Menit

Tanda terima dan arsip Surat untuk
penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan

2545 Menit

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

SALAWATI, S.E.

Pangkat : Penata Tk. |

Nip : 19721215 201001 2 004




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

14
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan

1.

Pendidikan :

- Minimal SMA Sederajat;
- D3 Administrasi;

- D3 Komputer;
- S1 Komputer.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomo| 2. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar; Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan | 3. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Keuangan;
5. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- Komputer/PC;
- Printer;
- ATK;
- Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak terciptanya laporan keuangan yang valid dan tepat waktu sehingga dapat
berakibat pada kurangnya akuntabilitas dan kredibilitas organisasi

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Keuangan.

| Pelaksana

Baku Mutu




No.

Uraian Prosedur

Kasubag

Kepala Badan Sekretaris K JFU Kelengkapan Waktu Output
euangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Memberikan arahan penyusunan laporan realisasi keuangan
bulanan, triwulan, tahunan/ neraca Badan Perencanaan dan C) Arahan 15 Menit [Arahan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. |Menginstruksikan penyusunan laporan realisasi keuangan
bulanan, triwulan, tahunan/neraca Badan Perencanaan dan |:| Arahan 15 Menit |Instruksi
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. [Memerintahkan penyusunan laporan realisasi keuangan
bulanan, triwulan, tahunan/neraca Badan Perencanaan dan |:| Instruksi 15 Menit [Perintah
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. |Menghimpun dan menyusun data laporan realisasi anggaran . . |Data laporan realisasi anggaran bulanan
bulanan dari PPTK Bl [Perntn 300 Mentt | i PPTK terhimpun
5. [Menyusun dan Membuat laporan realisasi anggaran |:| Data laporan realisasi anggaran bulanan 120 Menit Laporan realisasi anggaran
BAPPELITBANGDA bulanan/triwulan/semester/tahunan dari PPTK terhimpun N | BAPPELITBANGDA
6. |Memposting Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  — Laporan realisasi anggaran 30 Menit Laporan Pertanggungjawaba n Kegiatan
(BAPPELITBANGDA) Kabupaten Kepulauan Selayar ke BAPPELITBANGDA en (SPJ) terposting
dalam Jurnal, Buku Besar, Neraca dan LRA Semester/Akhir
7. |Mencetak Laporan Realisasi Anggaran BAPPELITBANGDA
bulanan/ triwulan/ semester/ tahunan dan Laporan Keuangan I:l Laporan Pertanggungjawaba n Kegiatan 60 Menit Laporan realisasi anggaran dan Laporan
BAPPELITBANGDA Semester/ Akhir Tahun yang terdiri dari (SPJ), Komputer, Printer, ATK ! Keuangan BAPPELITBANGDA
LRA, Neraca dan CALK
8. |Memeriksa Laporan Realisasi Anggaran BAPPELITBANGDA
g%gg?{g‘év :’l\? ggs:rgester/ tahunap dan Laporan Keggnggn Laporan realisasi anggaran dan Laporan . |Laporan realisasi anggaran dan Laporan
emester/ Akhir Tahun yang terdir dari Keuangan BAPPELITBANGDA 30 Menit |, o 1angan BAPPELITBANGDA
LRA, Neraca dan CALK Badan Perencanaan dan 9 9
Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA)
9. |Meneliti serta paraf Laporan Realisasi Anggaran
BAPPELITBANGDA bulanan/ triwulan/ semester/ tahunan dan o L
Laporan Keuangan BAPPELITBANGDA Semester/ Akhir ‘ Laporan realisasi anggaran dan Laporan 30 Menit Laporan realisasi anggaran

Tahun yang terdiri dari LRA, Neraca dan CALK Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Keuangan BAPPELITBANGDA

BAPPELITBANGDA terpsoting




*‘

10.

Menandatangani Laporan Realisasi Anggaran
BAPPELITBANGDA bulanan/ triwulan/ semester/ tahunan dan
Laporan Keuangan BAPPELITBANGDA Semester/ Akhir
Tahun yang terdiri dari LRA, Neraca dan CALK Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Laporan realisasi anggaran
BAPPELITBANGDA terpsoting

15 Menit

Laporan realisasi anggaran dan Laporan
Keuangan BAPPELITBANGDA

1.

Mengarsipkan dan mendistribusikan Laporan Realisasi
Anggaran BAPPELITBANGDA bulanan/ triwulan/ semester/
tahunan dan Laporan Keuangan BAPPELITBANGDA
Semester/ Akhir Tahun yang terdiri dari LRA, Neraca dan
CALK Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Laporan realisasi anggaran dan Laporan
Keuangan BAPPELITBANGDA

15 Menit

Arsip, Bukti Distribusi

645 Menit

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

SALAWATI, S.E.

Pangkat : Penata Tk. |
Nip : 19721215 201001 2 004




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Nomor 15
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Nama SOP Keuangan SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur (SOP)
Adminstrasi Pemerintahan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

1.
2.

Menmiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan;
Memiliki kemampuan dalam mengelola laporan keuangan.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulanan;
SOP Penatausahaan Keuangan;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
Print Out Registrasi SPP/SPM;

SOP Surat Masuk. - Laporan Pengawasan Anggaran Defenitif Per Kegiatan melalui SIPD;
- Laporan Realisasi Keuangan.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada atasan;
- Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Disimpan sebagai data elektronik dan non elektronik




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Pengelola
Kasubag Pelaporan Peng. Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Keuangan Data Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Berkoordinasi dengan PPTK selaku penanggung jawab Surat masuk perihal permintaan laporan realisasi fisik e .
kegiatan D dan keuangan 5 Menit |Disposisi surat permintaan
2. |Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan capaian N . |Data jumlah realisasi anggaran
realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing kegiatan :I DPA dan registrasi SPP/SPM 30 Menit perkegiatan
3. |Menyiapkan print out data hasil capaian realisasi fisik dan e o ,
keuangan dari masing-masing kegiatan |:| SIPD Keuangan 30 Menit |Print out realisasi anggaran perkegiatan
4. |Menerima hasil print out tentang capaian realisasi fisik ) I ) ., |Laporan realisasi fisik dan keuangan
keuangan sekaligus menyusun laporan realisasi keuangan :I Print out realisasi anggaran perkegiatan 15 Menit masing-masing PPTK
5. |Menerima laporan realisasi fisik dan keuangan dari masing- Lanoran realisasi fisik dan keuanaan masing-masin
masing PPTK sekaligus merekapitulasi semua laporan |:| PPBI'K g 9 g 30 Menit |Laporan realisasi fisik dan keuangan
tersebut menjadi sebuah laporan
6. |Melakukan validasi terhadap hasil rekapitulasi laporan s ., |Laporan realisasi fisik dan keuangan
realisasi fisik dan keuangan OPD ‘ Laporan realisasi fisik dan keuangan OPD 30 Menit yang valid
7. |Membuat surat pengantar pengiriman dan penomoran surat N . . |Surat pengantar realisasi fisik dan
I:I Laporan realisasi fisik dan keuangan yang valid 10 Menit keuangan OPD untuk di tandatangani
8. [Mengajukan laporan realisasi fisik dan keuangan OPD untuk L .. |Persetujuan laporan realisasi fisik dan
di tandatangani |:| Surat pengantar realisasi fisik dan keuangan OPD 10 Menit keuangan OPD untuk di tandatangani
9. |Menandatangani laporan realisasi fisik dan keuangan I:l Persetujuan laporan realisasi fisik dan keuangan OPD 10 Menit Laporan realisasi fisik dan keuangan
untuk di tandatangani "loPD yang telah di tandatangani
10. [Mengirimkan realisasi fisik dan keuangan serta pengarsipan (D Laporan realisasi fisik dan keuangan OPD yang telah 15 Menit Laporan realisasi fisik dan keuangan
di tandatangani "loPD
185 Menit

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

SALAWATI, S.E.

Pangkat : Penata Tk. |
Nip : 19721215 201001 2 004




Nomor 16
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kine|
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Ki
Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

1. Kepala: Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;

2. Sekretaris : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
3. Ka. Subbag Program : S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum;

4. Ka. Subbag Keuangan : S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum;

5. Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran,

S1 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Surat Masuk; - Komputer;
SOP Surat Keluar. - Printer;
- Alat Tulis Kantor (ATK);
- Stempel.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Perlu koordinasi dengan OPD terkait.

Daftar Hadir Rapat;
Notulen Rapat Penyusunan dan Konsultasi LHP;
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Kepala | Sekretaris I?asubag PPTK Caraka Kelengkapan Waktu Output
euangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menerima LHP, Surat Bupati dan Copy LHP dan . L .. |Hasil koordinasi pencermatan data-data
mendisposisikan ke Sekretaris D) Koordinasi / Pengukuran kinerja OPD 60 Menit Kineria
2. |Meneruskan disposisi ke Sub Bagian Keuangan dan i ) .
merencanakan koordinasi :| Data yang dibutuhkan 1260 Menit |Inventarisir data
3. |Mencatat dan mengarsip, menggandakan untuk bahan . L
koordinasi dan membuat undangan |:| Data PPTK 1260 Menit [Data pengukuran kinerja
4. |Mengkoordinasikan tindak lanjut d Sub Bagian dan Sub inerj i
Bi(;ggr;]goor inasikan tindak lanjut dengan Sub Bagian dan Su I:l F[))Efjurt:b;;lir(\jigr:g(ura\n kinerja sebelumnya sebagai 420 Menit |Pengukuran kinerja
5. |Menyusun rencana aksi dan mengumpulkan konsep jawaban ) ., |Konsep jawaban tindak lanjut serta
tindaklanjut dilampiri bukti pendukung ke Sekretariat :l Data yang dibutuhkan 420 Menit dokumen pendukung
6. [M t jawaban Kepala OPD kepada Bupati j i j
lengonsep surat jawaban Kepala epada Bupati I:l Data yang dibutuhkan 240 Menit ng:js];;:]a;v::;L:\kﬂ:gak lanjut serta
7. [Menandatangi surat jawaban ke Bupati Konsep jawaban tindak lanjut serta dokumen . | Tindak lanjut LHP serta dokumen
:l pendukung 10 Menit pendukung
" nengaandatan et dan ot amak cimaskianclam Tindak lanjt LHP seta dokumen
form mattiks tindak lanjut. Mendokumentasikan berkas untuk |:| Tindak lanjut LHP serta dokumen pendukung 30 Menit |pendukung berupa soft copy dan hard
tindaklanjut dengan file khusus. Surat dikirim ke Bupati copy
9. |Mengirim surat ke Bupati dan Inspektorat :l Tindak lanjut LHP serta dokumen pendukung berupa 30 Menit Dokumen Tindaklanjut LHP diterima
soft copy dan hard copy ! Bupati dan Inspektorat
10. |Menginventarisir rekomendasi yang belum selesai Dokumen Tindaklanjut LHP diterima Bupati dan . - .
ditindaklanjuti dan melakukan monitoring pelaksanaan :I Inspektorat 30 Menit |Rekomendasi indaklanjut LHP
11. [Mengirimkan perkembangan tindaklanjut rekomendasi dalam ' . .
bentuk matriiks ke Inspektorat tiap triwulan dengan I:l Rekomendasi tindaklanjut LHP 60 Menit gokumjn Tllndak:(anjui I':_HPldnenma
ditandatangani Kepala Badan upati dan Inspektorat Fina
12. |Menghadiri rapat pembahasan tindaklanjut dengan Inspektorat
ghacri rapatp maaKianjut dengan fnsp D | @D | @ Tindaklanjut LHP SKPD yang final 120 Menit |Laporan hasil indaklanjut LHP SKPD
3940 Menit

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

SALAWATI, S.E.

Pangkat : Penata Tk. |
Nip : 19721215 201001 2 004




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 17

Tanggal Pembuatan [07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nama SOP Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Presiden Rl Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

o~ wDn

Kepala : Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Sekretaris : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Ka. Subbag Program : S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum;

Ka. Subbag Keuangan : S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum;
Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran,

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Surat Masuk; - Komputer;
SOP Surat Keluar. - Printer;
- Alat Tulis Kantor (ATK);
- Internet.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Apabila Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertanggungjawabannya juga akan terlambat.

Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasuba Bendahara/
Kepala Sekretaris g Kelengkapan Waktu Output
Keuangan Staf
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penatausahaan Penerimaan

1. |[Menerima uang dari Wajib Retribusi dan membuat Surat
?g;ﬁ:pa" Retribusi Daerah (SKRD) dan membuat Surat D  |surat Pemberitahuan Retribusi Tahunan (SPRT) | 45 Menit [SKRD dan STS
Setoran (STS)dan mengajukan tanda tangan kepada Kasubag

2. |Mengoreksi STS, jika terdapat kesalahan maka
mengembalikan kepada Bendahara Penerimaan untuk ‘ . |STS yang ditandatangani Kasubag
diperbaiki, jika sudah benar diserahkan ke Bendahara SKRD dan STS 15 Menit Keuangan
Penerimaan untuk disetorkan ke bank

3. [Menyerahkan uang dan STS yang telah ditandatangani
Kasubag
Perencanaan dan Keuangan ke Bank Sulselbar dan Uang dan STS yang ditandatangani Kasubag 1 Hari Laporan Pertanggungjawaban Administratif
Menginput STS yang telah disetorkan ke Bank ke dalam :l Keuangan " ldan Laporan Fungsional
aplikasi penerimaan untuk penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Administratif dan Fungsional kemudian

4. |Memeriksa Laporan yang dibuat Bendahara Penerimaan,
apabila tidak sesuai mengembalikan kepada Bendahara Laporan Pertanggungjawaban Administratif 14 Laporan Pertanggungjawaban Administratif
Penerimaan untuk diperbaiki, apabila telah sesuai maka dan Laporan Fungsional aM ldan Laporan Fungsional
diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf

5. |Memeriksa Laporan yang diserahkan oleh Kasubbag
Keuangan, apabila tidak sesuai mengembalikan kepada ‘ Laporan Pertanggungjawaban Administratif 30 Menit Laporan Pertanggungjawaban Administratif
Kasubbag Keuangan untuk diperbaiki, apabila telah sesuai dan Laporan Fungsional Nt | dan Laporan Fungsional
maka diserahkan

6. |Memeriksa Laporan dari Sekretaris, apabila tidak sesuai ) N ) N
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, apabila ‘ Laporan Pertanggur}g;awaban Administratif 15 Menit Laporan Pertanggupgjawaban Administratif
telah dan Laporan Fungsional dan Laporan Fungsional

7. |Menyerahkan Laporan yang telah ditandatangani Kaban I:I Laporan Pertanggungjawaban Administratif 10 Menit Laporan Pertanggungjawaban Administratif
kepada Kasubbag Keuangan untuk diserahkan kepada dan Laporan Fungsional €M dan Laporan Fungsional

8. |Menyerahkan Laporan yang telah ditandatangani Kaban
kepada Bendahara untuk distempel, untuk laporan I:l Laporan Pertanggungjawaban Administratif 10 Menit Laporan Pertanggungjawaban Administratif
administratif dan Laporan Fungsional e | dan Laporan Fungsional
diserahkan kepada Pengguna Anggaran sedangkan laporan

9. [Menyetempel Laporan yang diterima dari Kasubbag

Keuangan dan Menyerahkan Laporan Administratif Kepada
Pengguna Anggaran dan Laporan Fungsional kepada PPKD

Laporan Pertanggungjawaban Administratif
dan Laporan Fungsional

1 Jam

Tanda Terima




Penatausahaan Pengeluaran

1

Menerima SPJ dan kelengkapannya dari PPTK

C} SPJ dan kelengkapannya 5 Menit |SPJ dan kelengkapannya

2 [Mengecek SPJ dan kelengkapannya, apabila tidak setuju
mengembalikannya ke PPTK apabila setuju ., |- SPJ dan kelengkapannya
membuat,membuat dan menandatangani Surat Permohonan ‘ SPJ dan kelengkapannya 15 Menit | o\t Permohonan Pembayaran
Pembayaran, dan

3 |Menerima dan meneliti kelengkapan SPJ pengajuan SPP dari ) .

Bendahara Pengeluaran,jika setuju membuat SPM dan Surat Perintah Membayar .
! ! . - SPJ dan kelengkapannya . |- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban
memberi paraf, kemudian menyerahkan kepada Sekretaris 30 Menit
. o ) - Surat Permohonan Pembayaran PA
untuk diparaf jika tidak mengembalikan kepada Bendahara - Surat Pencairan Dana
untuk diperbaiki/

4 |Menerima SPM dari Kasubag Keuangan, jika setuju memberi - Surat Perintah Membayar ) ‘S’:'r‘a‘; li":rlr;l:;;;;\c;:r?ay :1 ungiawaban
paraf dan menyerahkan kepada Kepala Badan jika tidak - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban PA 10 Menit PA y 99ung)
mengembalikan kepada Kasubbag Keuangan untuk diperbaiki - Surat Pencairan Dana it D o Do

5 |Menandatangani kelengkapan dokumen pencairan dan - Surat Perintah Membayar Kelengkapan Pengajuan yang telah
meyerahkan kembali ke Sekretaris - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban PA 2 Jam ditandatangani Kepala Badan

- Surat Pencairan Dana
6 [Menerima dokumen pencairan dari Kepala Badan dan . .
. Kelengkapan Pengajuan yang telah .. |Kelengkapan Pengajuan yang telah
menyerahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diserahkan ) . 5 Menit | . )
ditandatangani Kepala Badan ditandatangani Kepala Badan
kepada Kuasa BUD

7 [Menerima dokumen pencairan dari Sekretaris Badan dan . .

A Kelengkapan Pengajuan yang telah . |Kelengkapan Pengajuan yang telah
menyerahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran untuk ditandat i Kepala Bad 5 Menit ditandat i Kepala Bad
kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD landatangant fiepala Badan landatangant fiepala Badan

8 |Menyerahkan dokumen pengajuan pencairan Kelengkapan Pengajuan Pertanggungjawaban

pertanggungjawaban keuangan SKPD untuk diproses Kuasa
BUD

Keuangan SKPD yang telah ditandatangani
Kepala Badan

5 Menit

Tanda Terima untuk arsip

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

SALAWATI, S.E.

Pangkat : Penata Tk. |
Nip : 19721215 201001 2 004




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

18
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP Pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Keuangan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

1. Kepala: Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;

o R~

Sekretaris : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Ka. Subbag Program : S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum;

Ka. Subbag Keuangan : S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum;
Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran,

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Surat Masuk; - Komputer;
SOP Surat Keluar. - Printer;
- Alat Tulis Kantor (ATK);
- Internet.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Apabila Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terlambat dibuat maka pengajuan pencairan akan tertunda.

- Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan lainnya.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasuba Bendahara/
Kepala Sekretaris 9 Kelengkapan Waktu Output
Keuangan Staf
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menerima SPJ dan kelengkapannya dari PPTK D SPJ dan dokumen pengajuan 5 Menit [SPJ dan dokumen pengajuan
2. |Melakukan pengecekan SPJ dan dokumen pengajuan dari ) )
PPTK dan menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan ‘ SPJ dan dokumen pengajuan 1 Jam |SPJ dan dokumen pengajuan
3. |Melakukan Verifikasi SPJ dan dokumen pengajuan dengan
DPA, jika tidak setuju mengembalikan ke Bendahara untuk )
diperbaiki jika setuju, menandatangani form verifikas, ‘ SPJ dan dokumen pengajuan 1 Jam |Surat Permohonan Pembayaran
membuatkan dan memberi paraf SPM dan menyerahkan ke
4. |Menerima dan memberi paraf SPM (:)

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

SALAWATI, S.E.

Pangkat : Penata Tk. |
Nip : 19721215 201001 2 004










KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 19

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pengajuan SPP UP/GU/TU/LS (Uang Persediaan / Ganti

Nama SOP Uang Persediaan / Tambah Uang / Langsung

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

1. Kepala: Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Sekretaris : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Ka. Subbag Keuangan : S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum;
Bendahara Pengeluaran : SMA, SMK diutamakan akuntansi,

Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran,

o R~ WD

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan SPJ; - Komputer;
SOP Penerbitan SPM. - Printer;
- Alat Tulis Kantor (ATK);
- Internet.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika pengajuan SPP tidak segera dilakukan maka akan terjadi keterlambatan dalam proses pencairan dana kegiatan dan akan menghambat pelaksanaan
program/kegiatan yang telah direncanakan

- Pengajuan SPP merupakan syarat bagi SKPD dalam pencairan dana kegiatan;
- Untuk Pengajuan SPP GU dapat dilakukan jika SPJ telah mencapai 75% dari jumlah UP
(Uang Persediaan).

| Pelaksana

Baku Mutu




No. Uraian Prosedur Kepala Badan/ | Sekretaris /
PPTK Bendahara Kelengkapan Waktu Output
PA PPK SKPD g%ap P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Inventarisasi dokumen pendukung penerbitan SPP D SPD, buku register SPD, SPJ, kelengkapan 30 Menit SPD dicatat dalam buku register, dokumen
UP/GUITUILS dokumen pengajuan SPP UP/GU SPP UP/GU
2. |Memverifikasi kelengkapan dokumen penerbitan SPP , Dokumen SPP UP/GU terverifikasi dan
UPIGUITULS [T |Dokumen SPPUPIGU, buku register SPP (PPK 20 Menit [tercatat dalam buku register SPP (PPK
SKPD) SKPD)
3. Venﬂkgm ulang olgh PPK SKPD terhadap dokumen Dokumen SPP UP/GU yang sudah diverifikasi, . Dokumen SPP UP/GU t.erverlﬁka3| dan
pengajuan penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran :| ) 15 Menit |tercatat dalam buku register SPP
buku register SPP (Bendahara Pengeluaran) (Bendahara Pengeluaran)
4. |Penerbitan SPP UP/GU/TU/LS I:l
5. |Penandatanganan SPP UP/GU/TU/LS Dokumen SPP UP/GU yang sudah tercatat dalam 30 Menit Dokumen SPM UP/GU yang telah
‘ buku register SPP Bendahara Pengeluaran ent ditandatangni pengguna anggaran
6. |Penandatanganan SPP LS oleh PPTK Dokumen SPP UP/GU yang ditandatangani
‘ pengguna anggaran, kelengkapan dokumen SPM 30 Menit |Dokumen SPM UP/GU
UP/GU
7. [SPP yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan TP
PPTK di ajukan kepada PPK SKPD sebagai syarat penerbitan (:) Dokumen SPM UP/GU, buku register SPM 20 Menit Dokumen SPM UP/GU sudah diverifikasi

SPM (Surat Perintah Membayar)

dan dicatat dalam buku register SPM

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

SALAWATI, S.E.

Pangkat : Penata Tk. |
Nip : 19721215 201001 2 004










KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 20

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pengajuan SPM UP/GU/TUILS (Uang Persediaan / Ganti

Nama SOP Uang Persediaan / Tambah Uang / Langsung

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

1. Kepala: Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Sekretaris : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;
Ka. Subbag Keuangan : S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum;
Bendahara Pengeluaran : SMA, SMK diutamakan akuntansi,

o R~

Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP SPJ Bulanan; - Komputer;
SOP Penerbitan SPP. - Printer;
- Alat Tulis Kantor (ATK);
- Internet.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika pengajuan SPM tidak segera dilakukan maka akan terjadi keterlambatan dalam proses pencairan dana kegiatan dan akan menghambat pelaksanaan
program/kegiatan yang telah direncanakan

- Pengajuan SPM merupakan syarat bagi SKPD dalam pencairan dana kegiatan;
- Pengajuan SPM GU dapat dilakukan jika SPJ telah mencapai 75% dari jumlah UP
(Uang Persediaan).




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur KepalaBadan/ | Sekretaris/ | Pembantu
Bendahara Kelengkapan Waktu Output
PA PPK SKPD PPK grap P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Pengajuan SPM oleh Bendahara Pengeluaran SPD, buku register SPD, SPJ, kelengkapan . . .
D dokumen pengajuan SPM UP/GU 30 Menit |SPM dicatat dalam buku register
2 m;%vjlfﬁfLséke'engkapa“ dokumen pengajuan SPM Dokumen Pengajuan SPM UP/GU, buku register 20 Menit [Pkumen Pengajuan SPM UPIGUITULLS,
1 SPP SPM (PPK SKPD) M | buku register SPM (PPK SKPD)
3. |Verifikasi ulang oleh PPK SKPD terhadap dokumen Dokumen Pengajuan SPM UP/GUITUILS, buku  |pokumen Pengajuan SPM UPIGUITULLS,
engajuan penerbitan SPM oleh Bendahara Pengeluaran |:| 15 Menit
pengajuan p 9 register SPM (PPK SKPD) " lbuku register SPM (PPK SKPD)
4. |Penerbitan SPM UP/GU/TUILS I:I Dokumen SPM UP/GU terverifikasi dan tercatat SPM
dalam buku register SPP (Bend pengeluaran)
5. [Verifikasi SPM oleh PPK SKPD, jika benar SPM di paraf oleh
PPK SKPD jika belum benar dikembalikan kepada Bendahara ‘ SPM 30 Menit |Dokumen SPM yang telah diverifikasi
Pengeluaran
6. [Penandat SPM oleh P A
enancatanganan oléh Fengguna Anggaran ‘ Dokumen SPM yang telah diverifikasi 30 Menit |Dokumen SPM yang telah ditandatangani
7. |SPM yang ditandatangani oleh pengguna anggaran

diserahkan
kembali kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilanjutkan ke

Dokumen SPM yang telah ditandatangani

20 Menit |Dokumen SPM yang telah ditandatangani

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

SALAWATI, S.E.

Pangkat : Penata Tk. |
Nip : 19721215 201001 2 004










KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 21

Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Nama SOP Pengendalian Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

1. Pendidikan :
Minimal SMA Sederajat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 - D3 Administrasi;

Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

D3 Komputer;
S1 Komputer.
2. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan ~ Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Umum dan
Kepegawaian;

5. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Pengendalian Arsip Komputer/Laptop;
Printer;
Internet;
ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tersedia data atau referensi valid terkait urutan kepangkatan, nominatif dan
pemenuhan pejabat sesuai struktur organisasi

Struktur Organisasi;
Daftar Urut Kepangkatan;




Daftar Nominatif.

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Petugas | Kasubag i
Adm. Umpeg & Sekretaris | - Kepala BKPSDM Kelengkapan Waktu Output
. Badan Badan
Kepegawaia [ Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Membuat Draft daft tk katan (DUK), Daft . )
embuat Draft daftar urut kepangkatan (DUK), Daftar C) Komputer, Printer, ATK, Data Kepegawaian 300 Menit Draft Daftar Urut Kepangkatan, Daftar

Nominatif dan Struktur Organisasi

Nominatif dan Struktur Organisasi

2. [Mengajukan daftar urut kepangkatan (DUK) ke Sekretaris Draft Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif dan . |Draft Daftar Urut Kepangkatan, Daftar
:I Struktur Organisasi 30 Menit Nominatif dan Struktur Organisasi
3. [Memeriksa berkas dan memberikan paraf untuk selanjutnya ‘ Draft Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif dan 30 Menit Draft Daftar Urut Kepangkatan, Daftar
mengajukan ke Sekretaris Badan Struktur Organisasi Nominatif dan Struktur Organisasi
4. |Memeriksa berkas dan memberikan paraf untuk selanjutnya ‘ Draft Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif dan 30 Menit Draft Daftar Urut Kepangkatan, Daftar
mengajukan ke Kepala Badan Struktur Organisasi Nominatif dan Struktur Organisasi
5. [Memeriksa berkas dan menandatangani berkas sebagai Draft Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif dan . |Daftar Urut Kepangkatan, Daftar
<O 30 Menit
pengesahan Struktur Organisasi Nominatif dan Struktur Organisasi
6. [Diarsipkan ke bagian umum, kepegawaian dan hukun untuk Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif dan ) )
laporan ke inspektorat @ Struktur Organisasi 15 Menit |Arsip
435 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




Q KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 22
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Nama SOP Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999; 1. Pendidikan :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; - Minimal SMA Sederajat;
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS; - D3 Administrasi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur (SOP) - D3 Komputer;
Adminstrasi Pemerintahan; - S1 Komputer.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 2. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar; Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 3. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Umum dan
Kepegawaian;
5. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan

- SOP Pengajuan Permintaan Cuti.

Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian;
Buku penjagaan Cuti PNS;

Komputer/PC;

Stempel;

ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika pemberian ijin cuti tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti (dalam hal ini Kepala Bappeda) secara tertib atau terkendali
maka kemungkinan dapat terjadi pemberian cuti yang melebihi dari ketentuan yang berlaku.

Pemberian cuti pegawai merupakan hak dari pegawai yang telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur PNS yang Kasubag Pengelola .
mengajukan | Umpeg & Kepegawaian Sekretrais Kepala Caraka Kelengkapan Waktu Output
cuti Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Membuat surat permohonan cuti yang telah ditandatangani Surat permintaan cuti sesuai dengan Surat permintaan cuti sudah
atasan langsung secara berjenjang dan menyampaikannya C) format SE Kepala BAKN Nomor 60 Menit |ditandatangani atasan langsung secara
kepada Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum 01/SE/977 berjenjang
2. |Menerima dan mencermati surat permohonan cuti yang Surat permintaan cuti yang sudah Surat permintaan cuti telah dicermati
didasarkan peraturan yang berlaku dan buku penjagaan cuti ditandatangani atasan langsung 15 Menit [berdasarkan Peraturan Pemerintah
dan menyerahkannya kepada pengelola kepegawaian untuk secara berjenjang Nomor 24 Tahun 1976 dan buku
dibuatkan surat pemberian ijin cuti Buku penjagaan cuti PNS penjagaan cuti PNS
3. [Menerima surat permohonan tersebut dan membuatkan surat Surat permintaan cutl vand telah sesuai
pemberian ijin cuti seperti dalam format Surat Edaran Kepala |:| den a‘; ketentuan any bgrlaku 25 Menit |Surat pemberian ijin cuti
BAKN Nomor 01/SE/1977 untuk ditandatangani Kepala 9 yang
4. |Menerima, mencermati dan memaraf surat pemberian ijin cuti N . |Surat pemberian ijin cuti telah diparaf
dan menyerahkannya kepada Sekretaris Surat pemberian i cut 10 Menit oleh Kasubag Umpeg dan Hukum
5. |Menerima, mencermati dan memaraf surat pemberian ijin cuti Surat pemberian ijin cuti yang telah diparaf o .
. . |Surat pemberian ijin cuti telah diparaf
dan menyerahkannya kepada Kepala oleh Kasubag Umum, Kepegawaian dan 10 Menit .
Hukum oleh Sekretaris
6. |Menerima, mencermati dan menandatangani surat pemberian Surat pemberian ijin cuti telah diparaf oleh . |Surat pemberian ijin cuti telah
ijin cuti dan menyerahkannya kepada pengelola kepegawaian Sekretaris 10 Menit ditandatangani oleh Kepala
7. |Menerima, memberikan nomor dan mencatatnya dalam buku Surat pemberian ijin cuti telah Surat pemberian ijin cuti telah
penjagaan cuti PNS I:I ditandatangani oleh Kepala 15 Menit dltandatangalnl oleh Kepala diberikan
Buku penjagaan cuti PNS nomor dan dicatat dalam buku
penjagaan cuti PNS
8. |Menggandakan surat pemberian ijin cuti sesuai dengan ;u'z d[ PeTTTeTTa I]h K:“ EI Edlb ; Surat permb h
3 itandatangani oleh Kepala diberikan ., | Surat pemberian ijin cuti tela
I;ebutuhan.dan menyerankan kembali kepada pengelola :l nomor dan dicatat dalam buku penjagaan 30 Mentt digandakan sesuai kebutuhan
epegawaian cuti DNIQ
9. |Membubuhkan cap pada surat tersebut dan menyusunnya
untuk arsip dan menyerahkannya kepada caraka untuk I:l Surat pemberian ijin cuti yang telah 15 Menit Surat pemberian ijin cuti telah distempel
mengirimkannya kepada instansillembaga yang menjadi digandakan sesuai kebutuhan " |dan disusun sesuai alamat tujuan
tujuan dan yang bersangkutan
10. [Mengirimkan surat pemberian ijin cuti sesuai tujuan Surat pemberian ijin cuti yang telah . | Surat pemberian ijin cuti telah dikirimkan
C) : , g . 60 Menit ; .
distempel dan disusun sesuai alamat tujuan sesuai alamat tujuan
250 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




Nomor 23

T | Pemb 07 Februari 2024
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR anggal Pembuatan ebrua
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

Pengajuan Kartu Taspen / Kartu Pegawai (KARPEG) / Kartu

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Istri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Pendidikan :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; - Minimal SMA Sederajat;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 - D3 Administrasi;
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; - D3 Komputer;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; - S1Komputer.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 2. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan ~ Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor| 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Umum dan
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar; Kepegawaian;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 5. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
SOP Penanganan Surat Masuk; - Komputer/Laptop;
- SOP Penanganan Surat Keluar; - Printer;
- SOP Pengendalian Arsip - Internet;
ATK.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat terlambat atau tidak dapat diterbitkannya Kartu TASPEN / Kartu Pegawai (KARPH -  Berkas Persyaratan Kartu Taspen/Karpeg/Karis/Karsu;
Kartu Istri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU) - Surat Pengajuan Kartu Taspen/Karpeg/Karis/Karsu;

Tanda Terima Kartu Taspen/Karpeg/Karis/Karsu.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Petugas | Kasubag i
Adm. Umpeg & Sekretaris | Kepala BKPSDM Kelengkapan Waktu Output
. Badan Badan
Kepegawaia [ Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Menyiapkan draft surat pengantar dan berkas persyaratan . .. |Draft surat pengajuan Kartu Taspen /
pengajuan Kartu Taspen/ Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu (G Komputer, Printer, ATK 600 Menit Karpeg / Karis / Karsu
2. |Memeriksa berkas persyaratan pengajuan Kartu Taspen/ ) . .
Kartu Pegawail Kartu Istril Kartu Suami dan memberikan paraf ‘ Eraﬂ surat pengajuan Kartu Taspen / Karpeg / Karis / 30 Menit }[<)raft su;aé pgn??uan Kartu Taspen /
pada surat pengantar arsu arpeg / Karis / Karsu
3. |Memberikan paraf pada surat pengantar dan menaikkan ke ‘ Draft surat pengajuan Kartu Taspen / Karpeg / Karis / 15 Menit Draft surat pengajuan Kartu Taspen /
Kepala Badan Karsu : Karpeg / Karis / Karsu
4. [Memeriksa berkas persyaratan pengajuan Kartu Taspen/ ) . .
Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami dan menandatangani ‘ E;a:;tusurat pengajuan Kartu Taspen / Karpeg / Karls / 15 Menit E:;ast /p;;g:ﬂuan Kartu Taspen / Karpeg /
surat pengantar
5. [Menyerahkan berkas persyaratan pengajuan Kartu Taspen/
Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami ke BKPSDM untuk |:| Surat pengajuan Kartu Taspen / Karpeg / Karis / Karsu 60 Menit |[Agenda Surat Keluar
proses penerbitan kartu
6. [Menerbitkan Kartu Taspen/ Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu . . Sesuai SOP .
Suami [ | |Surat pengajuan Kartu Taspen / Karpeg / Karis / Karsu BKpspy |K@u Taspen / Karpeg / Karis / Karsu
7. |Mengambil Kartu Taspen/ Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Arsib Cony Kartu Taspen / Karoea |/
Suami dan memfotocopy serta mengarsipkan dan |:| Kartu Taspen / Karpeg / Karis / Karsu 60 Menit KariFs) / nglsu P Peg
menyerahkan asli untuk didistribusikan kepada yang
8. [Menyerahkan Kartu Taspen/ Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu . .. [Tanda Terima Kartu Taspen / Karpeg /
Suami kepada pegawai yang bersangkutan C) Kartu Taspen / Karpeg / Karis / Karsu 30 Menit Karis / Karsu
810 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




Nomor 24

T | Pemb 07 Februari 2024
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR anggal Pembuatan ebrua
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Penanganan Surat Masuk
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 1. Mampu menyusun dan melaksanakan administrasi surat menyurat
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mampu menyusun dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan kearsipan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor

w

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Pengendalian Arsip - Komputer/Laptop
Printer
Buku Agenda Surat Masuk
ATK
Lembar Disposisi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tertanganinya dengan baik setiap surat yang masuk ke organisasi sehingga| -  Surat Masuk
dapat berisiko keterlambatan dan atau kehilangan surat masuk - Agenda Surat Masuk
Disposisi

Tanda Terima Distribusi




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag i i
Staf Umpeg & Sekretaris | - Kepala Ba.glanl Kelengkapan Waktu Output
Badan Badan Bidang
Hukum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Menerima, menggandakan dan mengagendakan surat masuk,

melampirkan lembar disposisi dan mengarsipkan salinan serta | () Surat Masuk, Buku Agenda, Lembar Disposisi 15 Menit [Surat Masuk tercatat di Agenda

meneruskan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. |Mensortir dan atau meneruskan surat masuk ke Sekretaris ) )

Badan :l Surat Masuk 30 Menit |Surat Masuk tersortir
3. [Menelaah dan atau meneruskan surat masuk ke Kepala Badan I:l Surat Masuk 15 Menit |Surat Masuk ditindakianjuti

i

4. [Menindaklanjuti surat masuk dan atau mendisposisi sesuai . ) . .

kewenangan |:| Surat Masuk 15 Menit |Tindak lanjut Surat Masuk, Disposisi
5. [Mendistribusik t i disposisi Kepala Bad

enisibusian suret sestal disposist fiepata Badan :l Surat Masuk, Disposisi 15 Menit |Surat Masuk terdistribusi

6. |Menerima surat masuk sesuai disposisi Kepala Badan untuk

ditindaklanjuti P P (:) Surat Masuk terdistribusi 30 Menit |Tanda terima distribusi

120 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 25

Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Nama SOP Penanganan Surat Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Mampu menyusun dan melaksanakan administrasi surat menyurat
2. Mampu menyusun dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan kearsipan
3. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

w

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Pengendalian Arsip Komputer/Laptop
Printer
Buku Agenda Surat Keluar
ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tertanganinya dengan baik setiap surat yang keluar dari organisasi sehinggq
dapat berisiko keterlambatan dan atau kehilangan surat keluar

Surat keluar
Agenda Surat Masuk
Bukti Kirim/Ekspedisi




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Bidang/ |Staf Umpeg Kasubag | oo\ rotaris Kepala
Sekretaris | & Hukum U:‘lf:l?m& Badan Badan Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Membuat dan menyerahkan surat keluar untuk ditindaklajuti ) )
pengirimannya D) Komputer, ATK, Printer 60 Menit [Draft Surat Keluar
2. |Menerima surat keluar dan meneruskan kepada Kasubbag Draft Surat Kel i |Drat Surat Kel
Umum dan Kepegawaian I:l raft Surat Keluar 15 Menit [Draft Surat Keluar
3. (M iksa tat kah surat kel
emerlksa tata naskan sdrat keluar ’ Draft Surat Keluar 15 Menit |Draft Surat Keluar
4, M iksa d f surat kel
emeriksa dan memparat surat keluar ‘ Draft Surat Keluar 15 Menit [Draft Surat Keluar
5. |Memberikan pengesahan dengan menandatangani surat .
keluar ‘ Draft Surat Keluar 15 Menit [Surat Keluar
6. |Memberikan penomoran, mengagendakan surat keluar dan . |Surat Keluar disertai nomor, Arsip
mengarsipkan salinan surat keluar I:l Surat Keluar 15 Menit | o inan
7. |Mengirim surat keluar sesuai dengan tujuan
g gan D) Surat Keluar 60 Menit |Buki Kirim/Ekspedisi
195 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Nomor 26
Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Kenaikan Gaji Berkala
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Pendidikan :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Minimal SMA Sederajat;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 D3 Administrasi;
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; D3 Komputer;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 2.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor| 4.

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 5.

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

S1 Komputer.
Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;
Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
SOP Penanganan Surat Masuk; Komputer/Laptop;
- SOP Penanganan Surat Keluar; Printer;
- SOP Pengendalian Arsip Internet;
ATK.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat terlambat atau tidak dapat diterbitkannya Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan
Gaji Berkala (SPT KGB)

Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
Usulan Kenaikan Gaji Berkala;
Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPT KGB).




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag ;
Staf Umpeg & Sekretaris Kepala BKPSDM Kelengkapan Waktu Output
Badan Badan
Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Menyusun daftar Kenaikan Gaji Berkala (KGB), meyampaikan
informasi KGB kepada pegawai bersangkutan, menghimpun Komputer, Printer, ATK, Daftar Gaji Pokok Pegawai ) . "
persyaratan KGB dan membuat draft usulan KGB sekurang - O Negeri Sipil 360 Menit |Draft Usulan Kenaikan Gaji Berkala
kurangnya 3 bulan sebelum TMT
2. |Memeriksa usulan Kenaikan Gaji Berkala ‘ Draft Usulan Kenaikan Gaji Berkala 30 Menit |Draft Usulan Kenaikan Gaji Berkala
3. [Memberik f pad t tard ikkan k
K:g;l:gaadr;f‘ara paca Surat penganiar can menaikian e ‘ Draft Usulan Kenaikan Gaji Berkala 15 Menit |Draft Usulan Kenaikan Gaji Berkala
4. |Menandatangani usulan Kenaikan Gaji Berkala ‘ Draft Usulan Kenaikan Gaji Berkala 15 Menit [Usulan Kenaikan Gaji Berkala
5. [Mengirimkan berkas usulan Kenaikan Gaji Berkala kepada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya |:| Usulan Kenaikan Gaji Berkala 30 Menit |Usulan Kenaikan Gaji Berkala
Manusia (BKPSDM)
6. |Verifikasi berkas usulan Kenaikan Gaji Berkala, jika berkas
tidak lengkap dimintakan kelengkapannya, jika lengkap . ; .
diproses dan cetak Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan ‘ Usulan Kenaikan Gaji Berkala 420 Menit |SPTKGB
Gaji Berkala (SPT KGB)
7. |Menerima Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji
Berkala (SPT KGB) dan mendisposisi ke Kasubbag Umum, |:| SPTKGB 15 Menit [SPT KGB, Disposisi
Kepegawaian dan Hukum untuk ditidaklanjuti
8. [Memerintahkan kepada Petugas Administrasi Kepegawaian
untuk menindaklajuti Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan |:| SPT KGB, Disposisi 15 Menit [SPT KGB, Disposisi
Gaji Berkala (SPT KGB)
9. |Menggandakan, menyerahkan copy Surat Pemberitahuan
Tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPT KGB) kepada Kasubag :| SPT KGB, Disposisi 30 Menit |Bukti Terima, Arsip
Keuangan
10. |Menggandakan, menyerahkan Surat Pemberitahuan Tentang
Kenaikan Gaji Berkala (SPT KGB) asli kepada pegawai yang C) SPT KGB, Disposisi 30 Menit |Bukti Terima, Arsip
bersangkutan dan menyimpan arsip salinan
960 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001







Nomor 27
é KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal Pembuatan |07 Februar 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Pendidikan :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Minimal SMA Sederajat;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 D3 Administrasi;
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; D3 Komputer;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 2.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor| 4.

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 5.

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

S1 Komputer.
Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;
Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penanganan Surat Masuk;
- SOP Penanganan Surat Keluar;
- SOP Pengendalian Arsip

Peraturan Perundang-Undangan;
Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat;
DUK;

Stempel;

ATK;

Komputer/Laptop;

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat terlambat atau tidak dapat diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkq
Pengajuan Kenaikan Pangkat diajukan 3 bulan sebelum TMT Kenaikan Pangkat

Formulir Kenaikan Pangkat;
Berkas Persyaratan Kenaikan Pangkat;
Surat Keputusan Kenaikan Pangkat.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Petugas | Kasubag ;
Adm. Umpeg & Sekretaris | - Kepala BKPSDM Kelengkapan Waktu Output
. Badan Badan
Kepegawaia | Hukum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Menyiapkan draft surat pengantar dan berkas persyaratan

kena)?ka% pangkat penggjua% 6 bulan sebelumgya y o Formulir Kenaikan Pangkat, Komputer, Printer, ATK 600 Menit |Draft surat pengantar kenaikan pangkat
2. [Memeriksa berkas persyaratan kenaikan pangkat dan ) ) )

memberikan paraf pada surat pengantar ‘ Draft surat pengantar kenaikan pangkat 30 Menit |Draft surat pengantar kenaikan pangkat
3. [Memberikan paraf pada surat pengantar dan menaikkan ke ) ) )

Kepala Badan ’ Draft surat pengantar kenaikan pangkat 15 Menit |Draft surat pengantar kenaikan pangkat
4. |Memeriksa berkas persyaratan usulan Kenaikan Pangkat dan . . .

menandatangani surat pengantar ‘ Draft surat pengantar kenaikan pangkat 15 Menit |Surat pengantar kenaikan pangkat
5. [Menyerahkan berkas ke BKPSDM untuk diterbitkan SK |:| Surat pengantar kenaikan pangkat 60 Menit [Agenda Surat Keluar
6. |Verifikasi data ulang dari setiap SKFD :l Surat pengantar kenaikan pangkat 420 Menit |SK Kenaikan Pangkat
7. |Mengambil SK Kenaikan Pangkat di BKPSDM |:| SK Kenaikan Pangkat 60 Menit [SK Kenaikan Pangkat
8. [Memfotocopy SK Kenaikan Pangkat untuk diarsipkan dan SK ) ) . )

Asl untuk pegawai bersangkutan |:| SK Kenaikan Pangkat 30 Menit |Salinan Arsip
9. |Menyerahkan SK Kenaikan Pangkat yang asli kepada yan

berszngkutan gratyang paca yang ) SK Kenaikan Pangkat 15 Menit | Tanda Terima

1245 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

28
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Pengajuan Pensiun

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977

Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Pendidikan :

Minimal SMA Sederajat;

S1 Komputer.
2. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

D3 Administrasi;
D3 Komputer;

Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan

Pembangunan Daerah;

5. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
SOP Penanganan Surat Keluar; Komputer/Laptop;
- SOP Pengendalian Arsip. Printer;
Internet;
ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat terlambat atau tidak dapat diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pensiun

Berkas Persyaratan Pengajuan Pensiun;

Surat Pengantar Pengajuan Pensiun;

SK Pensiun;
Tanda Terima.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Petugas | Kasubag i
Adm. Umpeg & Se;;ztaa:s Igaaza;: BKPSDM Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaia [ Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menyiapkan draft surat pengantar dan berkas persyaratan aD Komputer, Printer, ATK Berkas persyaratan pengajuan ., |Draft surat pengantar dan persyaratan
pengajuan pensiun, 6 bulan sebelumnya pensiun 600 Menit pengajuan pensiun
2. |Memeriksa berkas persyaratan pengajuan pensiun dan Draft surat pengantar dan persyaratan pengajuan .. |Draft surat pengantar dan persyaratan
. <O . 30 Menit |12 ° :
memberikan paraf pada surat pengantar pensiun pengajuan pensiun
3. [Memberikan paraf pada surat pengantar pengajuan pensiun Draft surat pengantar dan persyaratan pengajuan . |Draft surat pengantar dan persyaratan
i . i 15 Menit ) )
dan menaikkan ke Kepala Badan pensiun pengajuan pensiun
4. |Memeriksa berkas persyaratan pengajuan pensiun dan ‘ Draft surat pengantar dan persyaratan pengajuan 15 Menit | SUrat Pengantar dan persyaratan
menandatangani surat pengantar pensiun ent pengajuan pensiun
5. [Menyerahkan pengajuan pensiun ke BKPSDM untuk proses ) ) )
penerbitan SK Pensiun |:| Surat pengantar dan persyaratan pengajuan pensiun 60 Menit [Agenda Surat Keluar
6. [Menerbitankan SK Pensiun ) ) Sesuai SOP .
|:| Surat pengantar dan persyaratan pengajuan pensiun BKPSDM SK Pensiun
7. {Mengambil SK Pensiun ] SK Pensiun 60 Menit [SK Pensiun
8. |Memfotocopy dan mengarsipkan salinan SK Pensiun ) . . . .
|:| SK Pensiun 30 Menit [Arsip Salinan SK Pensiun
9. |Menyerahkan SK Pensiun ke pegawai bersangkutan ) i
D) SK Pensiun 15 Menit | Tanda Terima
825 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

29
07 Februari 2024

Nomor
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

pada SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 jo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami tugas dalam pengelolaan aset OPD;
2. Memahami penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
3. Menguasai penggunaan komputer.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Surat Masuk; - Komputer/PC;
SOP Surat Keluar. - Printer;
- ATK;
- Stempel.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Penyusunan Laporan BMD harus tepat waktu, disusun setelah akhir tahun anggaran;
- Dikonsultasikan ke BPKPAD;

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaporan BMD akan terlambat sesuai jadwal yang ditetapkan.

- Pendataan harus tepat waktu




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Staf/ Pengurus | Kasubag Umpeg Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output
Barang dan Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Mendisposisi pelaksanaan inventaris barang milik daerah C) Kertas disposisi 5 Menit
2. |Menindaklanjuti disposisi pelaksanaan inventaris barang milik S )
daerah |:| Kertas disposisi 5 Menit
3. |Menerima disposisi pelaksanaan inventarisasi barang milik
daerah P P o |:| Kertas disposisi 5 Menit |Surat Perintah
4. |Melakukan inventarisasi dan mengolah data barang milik " )
daerah |:| |:| Daftar aset / barang milik daerah 2100 Menit |Data aset/ BMD
5. [Melakukan rekonsiliasi barang milik daerah internal |:| E:rf;i;?set / barang milik daerah hasil 180 Menit |Laporan barang milik daerah hasil koreksi
6. |Persetujuan dan penandatanganan laporan barang milik ‘ Laporan BMD akhi tahun 5 Menit Laporan bar?ng rlnl.llk daerah akhir tahun
daerah yang telah disetujui
7. |Menyerahkan laporan barang milik daerah Laporan BMD akhir tahun yang telah . |Laporan barang milik daerah akhir tahun
I:l :l disetujui 15 Menit yang telah diserahkan ke pihak terkait
8. [Mengarsipkan laporan barang milik daerah @ Laporan barang milik daerah akhir tahun 5 Menit | -2POran barang milik daerah akhir tahun
yang telah disetujui en yang telah diarsipkan
2320 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Nomor 30
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Nama SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 jo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah;

- Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Raijin;

Ulet;
Terampil; dan
berdedikasi.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Surat Keluar; - Barang Milik Daerah;
- SOP Surat Tugas dan SPPD. - Komputer/PC;
- Printer;
- ATK;
- Stempel.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah dan apabila tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan dan kelambatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Buku Pengelolaan/Arsip Barang




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag Umpeg Penyimpan/
Staf dan Hukum Pengurus Barang Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |Menghimpun dan menyiapkan RKBMD dan RKPBMD C) Surat masuk permintaan RKBMD dan RKPMD 420 Menit ti?;fn?guEKBMD dan RKPBMD
2. |Memeriksa dan memvalidasi konsep RKBMD dan RKPBMD ) o
terhimpun C 1 Konsep RKBMD dan RKPBMD 420 Menit |Hasil validasi
3. |Mengirimkan RKBMD dan RKPBMD ke Bagian Perlengkapan o ) ) L
dan Layanan Pengadaan Barang dan jasa |:| Rekapitulasi absensi 420 Menit |Surat pengantar rekapitulasi
4. |Mencatat daftar pengadaan barang inventaris dan barang . | Daftar pengadaan barang inventaris dan
habis pakai |:| Buku daftar pengadaan barang 420 Menit barang habis pakai
5. [Membuat usulan status penggunaan barang milik daerah ) . ) ) ., |Usulan status penggunaan barang milik
|:| Daftar pengadaan barang inventaris dan barang habis pakai 420 Menit daerah
6. |Memvalidasi usulan status penggunaan barang milik daera |:| Usulan status penggunaan barang milik daerah 420 Menit |Hasil validasi
7. |Mencatat barang yang diperbaiki ke dalam KPB |:| Daftar barang yang rusak, KPB, buku daftar persediaan 420 Menit |Barang yang diperbaiki tercatat
barang
8. [Mencatat mutasi barang semesteran dan tahunan . . |Mutasi barang semesteran dan tahunan
|:| Buku daftar persediaan barang 420 Menit tercatat
9. |Mencatat barang di KIB (A, B, C, D, E dan F) |:| Buku daftar persediaan barang 420 Menit |Barang tercatat di KIB
10. [Mencatat barang inventaris |:| Buku daftar persediaan barang 420 Menit |Barang inventaris tercatat
11. |Menyiapkan usulan penghapusan barang yang sudah rusak . |Usulan penghapusan barang yang
|:| Daftar barang yang rusak 420 Menit sudah rusak
12. [Memvalidasi usulan penghapusan barang yang rusak ., |Hasil validasi usulan penghapusan
|:| Usulan penghapusan barang yang sudah rusak 420 Menit barang yang sudah rusak
13. [Memberikan label C) Label/stiker inventaris barang 420 Menit |Barang diberi label/stiker
5460 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 31

Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Nama SOP Kelengkapannya

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Memahami pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat pada unit kerja terkait;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 3. Mampu mengoperasikan komputer;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP; 4. Mampu melakukan pendataan barang.
- Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.4;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Seleksi Penyedia Barang dan Jasa. Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
Printer;
ATK;
Komputer/PC.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabila proses pengadaan barang dan jasa tidak berjalan dengan baik, maka hasil dari pengadaan tidak akan optimal.

Surat Berita Acara Pemeriksaan;
Surat Berita Acara Penerimaan;
Daftar Barang.

Pelaksana

Baku Mutu




No.

Uraian Prosedur

Kepala

Kasubag
Umpeg &
Hukum

PPK

PP/POKJA

PPHP

Penyedia

Kelengkapan

Waktu

Output

2

4

10

11

Menetapkan RUP dan menyerahkannya kepada Kasubag
Umpeg dan Hukum untuk dibuat jadwal pelaksanaan
pengadaan barang/jasa

Agenda kerja

15

Menit

Nota dinas

Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan
menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

]

Order pengadaan

240

Menit

Order pengadaan

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan (HPS,
Spesifikasi teknis dan rancangan kontrak/SPK), dan
menyerahkannya kepada Pejabat Pengadaan/Pokja ULP
untuk dilaksanakan pemilihan penyedia

Order pengadaan

15

Menit

Order pengadaan

Melaksanakan pemilihan penyedia, menetapkan calon
penyedia dan menyerahkan hasil pengadaannya kepada PPK
untuk dibuatkan Kontrak/SPK dan surat pesanan

Order pengadaan

10

Menit

Order pengadaan

Membuat dokumen kontrak dan surat pesanan untuk
ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian PPK
menyerahkan 1 (satu) dokumen kepada penyedia/supplier
agar pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan

Order pesanan

420

Menit

Daftar barang dan jasa

Menyerahkan barang sesuai dengan kontrak/SPK dan surat
pesanan serta jadwal yang ditetapkan, membuat surat jalan
untuk diserahkan kepada panitia/PPHP

Daftar barang dan jasa

240

Menit

Surat BA Pemeriksaan

Memeriksa barang yang dikirim oleh penyedia/supplier. Jika
barang yang dikirim sesuai kontrak/SPK dan surat pesanan
membuat dan menandatangani BASTB dan diserahkan

kepada PPK. Jika tidak sesuai barang dikembalikan kepada
penyedia untuk diganti sesuai dengan pesanan/ permintaan

Barang dan jasa

240

Menit

Surat BA Penerimaan

Menerima BASTB dan surat jalan yang ditandatangani oleh
PPHP, menyerahkan barang hasil pengadaan kepada
Kasubag Umpeg dan Hukum

Surat BA Penerimaan

30

Menit

Kwitansi

Menerima barang hasil pengadaan dan mendokumentasikan
surat jalan dan BASTB

Kwitansi

20

Menit

Kwitansi

1230

Menit

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 32

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Nama SOP .
Fungsi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 19

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Kepala: Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;

2. Sekretaris : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik;

3. Ka. Subbag Umum, Kepegawaian dan Hukum : S1 - S2 diutamakan Sospol, Ekonomi,
Hukum;

4. Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran,
S1 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Surat Masuk; - Komputer/PC;
SOP Surat Keluar. - Printer;
- ATK;
- Stempel.
Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika SOP tidak dilaksanakan, maka administrasi kepegawaian tidak terlaksana dan hak-hak pegawai tidak terpenuhi

- Aplikasi Kepegawaian, Buku Induk Kepegawaian dan Buku Bantu dan Buku Ekspedisi




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur ini ;
Pengadministrasi | Kasubag Umpeg Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output
Umum dan Hukum
1 2 4 5 6 7 8 9

Menerima surat Diklat/Pengembangan Pegawai

Surat Panggilan Peserta Diklat/
Pengembangan Pegawai

15 Menit [Terdata di buku register surat masuk

3
2. |Mendata dan menyiapkan syarat peserta Surat Panggilan Peserta Diklat/ ) ;
Diklat/Pengembangan Pegawai |:| Pengembangan Pegawai 60 Menit |Kelengkapan berkas persyaratan Diklat
3. [Membuat surat tugas untuk mengikuti Diklat Surat Panggilan Peserta Diklat/ )
|:| Pengembangan Pegawai 30 Menit |Konsep Surat Tugas
4. (M ksi fd dat i surat
engoreksl, memarat can menancatangani surat lugas |:| ‘ ‘ ‘ Konsep Surat Tugas 30 Menit {Dokumen Surat Tugas
5. |Memberikan surat tugas kepada peserta Diklat dan Surat tugas ) ) o
mengarsipkan surat |:| Buku ekspedisi 15 Menit|Terdata di buku ekspedisi
6. |Menerima sertfiat Dikiat dari peserta Dikiat |:| Buku kendali surat kepegawaian 15 Menit |Soft Copy Sertifikat
7. [Mengupdate data aplikasi kepegawaian
9up P peg ] Komputer/Laptop Aplikasi Kepagawaian 10 Menit |Aplikasi kepegawaian up to date
8. M ipk rtifikat di fil i b kut
engarsipian sertiiat cr e pegawar yang bersangrutan C) File Pegawai 5 Menit [Kelengkapan file pegawai
180 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

33
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyetujui penyediaan barang cetakan

dan penggandaan;
2. Memiliki kemampuan
tujuan organisasi.

untuk menyediakan barang cetakan dan penggandaan dengan

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP pelaksanaan rapat;
SOP surat masuk dan keluar;
SOP pencarian data dan informasi;

- Renstra;
- Renja:
- RKA/DPA SKPD;

SOP pengarsipan. - Buku Persediaan;
- Perangkat Komputer.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan akan dijadikan dasar untuk memenuhi kebutuhan administrasi BAPPELITBANGDA.
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses administrasi kantor tidak dapat berjalan lancar

- Buku Persediaan ATK.

Pelaksana

Baku Mutu




No. Uraian Prosedur Pengelola
Kepala | Sekretaris | Kasubag PPK Bendahara Barang Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. [Menginventarisir barang-barang cetakan dan penggandaan C) Daftar inventaris 120 Menit Inventaris barang-barang cetakan dan
kantor penggandaan
2. |Mengajukan belanja barang-barang cetakan dan Daftar permohonan belanja Daftar permohonan belanja barang-
penggandaan ke PPK |:| barang-barang cetakan dan 10 Menit [barang cetakan dan penggandaan
penggandaan diterima PPK
3. |Meneliti daftar belanja barang-barang cetakan dan Daftar permohonan belanja . .
L . .. |Persetujuan belanja barang-barang
penggandaan yang diajukan dan menandatanganinya barang-barang cetakan dan 60 Menit
cetakan dan penggandaan oleh PPK
penggandaan
4. |Menerima daftar belanja barang-barang cetakan dan Daftar permohonan belanja Bendahara pengeluaran menerima
penggandaan yang sudah disetujui |:| barang-barang cetakan dan 5 Menit |daftar belanja barang-barang cetakan
penggandaan yang telah disetujui dan penggandaan
5. |Berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Daftar permohonan belanja
|:| barang-barang cetakan dan 60 Menit [Bendahara menyesuaikan dengan DPA
penggandaan
6. |Kasubag Umpeg dan Hukum memerintahkan pengelola Kasubag Umum, Kepegawaian dan
barang untuk belanja barang-barang cetakan dan I:l Daftar belanja barang-barang 5 Menit Hukum menyampaikan daftar belanja
penggandaan cetakan dan penggandaan en barang-barang cetakan dan
penggandaan
7. [Melaksanakan belanja barang-barang cetakan dan Daftar belanja barang-barang .. |Proses pembelian barang-barang
1 180 Menit
penggandaan cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan
8. [Memeriksa barang sesuai dengan yang diajukan I:I Dgftgr belanja ATK, Barang yang 120 Menit Barang ){ang dibeli sesuai dengan
dibeli yang diajukan
9. |Mencatat jumlah perjenis barang ke dalam Buku Persediaan Buk diaan b Persediaan b tercatat d
Barang dan Aplikasi komputer dan menyimpan pertinggal (D) uku pﬁrﬁ |aant arang, 180 Ment |, erie |ajn| aran?kerf:ia a?
dokumen penerimaan barang sebagai arsip perangkat komputer erekam galam apiikast komputer
740 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Nomor 34
Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanga-

Nama SOP Undangan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.

Mengetahui tugas dan fungsi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Mampu mengoperasikan Komputer;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 3. Memiliki keterampilan sebagai pengadministrasi.
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- Mekanismen Pengajuan SPM/SPP GU/TU Komputer/PC;
Printer;
ATK;
Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Harus memperhatikan kebutuhan prioritas, SSH dan Anggaran Kegiatan;
- Harus dicatat pada aplikasi sistem pengelolaan barang milik daerah.

Data dicatat dan di rekap;
Pendokumentasian.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Pengurus | Kasubag/ | Kasubag .
Pemohon Barang PPTK | Keuangan Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Mengajukan permohonan bahan bacaan dan peraturan C} Daftar kebutuhan buku 10 Menit
perundang-undangan
2. |Membuat Nota Dinas Pengajuan SPM GU/TU penyediaan ) ) )
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ‘ Nota Dinas permohonan buku 60 Menit |Nota Dinas UMK
3. |Tanda tangan mengetahui nota dinas UMK penyediaan bahan ) ) )
bacaan dan peraturan perundang-undangan |:| Nota Dinas UMK 60 Menit |Nota Dinas UMK lengkap
4. |Disposisi Nota Dinas Pengajuan SPM GU/TU penyediaan . . ) . o
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |:| Lembar Disposisi 120 Menit |Pencairan anggaran disetujui
5. |Proses pencairan anggaran untuk penyediaan bahan bacaan ) .
dan peraturan perundang-undangan 1 Nota Dinas UMK 2100 Mentt |Biaya
6. |Melakukan pembelian bahan bacaan dan peraturan - Biaya
perundang-undangan dan menyerahkan hasilnya ke [ - Daftar pembelian bahan 840 Menit |BUKu bahan bacaan dan peraturan
Pengurus Barang bacaan perundang-undangan
7. |Mencatat buku pada aplikasi Penerimaan Barang, melakukan - Aplikas barang
dokumentasi dan memproses penyerahan bahan bacaan dan - BAST 420 Menit |Kebutuh hi
peraturan Perundang-undangan kepada pemohon enit |Kebutuhan terpenuhi
- Foto barang
3610 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 35

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Nama SOP Penyediaan Bahan/Material

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Menmiliki keterampilan sebagai pengadministrasi;
3. Memiliki keterampilan mengelola barang pakai habis.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan RENJA; - Komputer;
SOP Penyusunan RKA/DPA; - Printer;
SOP Distribusi Barang Pakai Habis; - Alat Tulis Kantor (ATK);
SOP Pengajuan SPP/SPM GU/TUILS; - Stempel.
SOP Penyusunan SPJ.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Pembuatan Laporan dilakukan setiap akhir triwulan;
- Agar memperhatikan RKB dan prioritas kebutuhan yang mendesak.

- Dicatat pada buku kendali barang pakai habis/kartu barang;
- Dicatat pada Buku Penerimaan dan Pengeluaran Barang Pakai Habis;




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Pengurus Kasubag
Pemohon Baran Umpeg/ | Sekretaris| Kepala Kelengkapan Waktu Output
9 | ppTk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Pemohon membuat usulan Rencana Kebutuhan Barang Pakai
Habis 9 C) Daftar kebutuhan dan nota dinas 30 Menit |Permohonan barang pakai habis

2. |Pengurus barang merekapitulasi kebutuhan barang pakai itulasi i
habii 9 P 9P :| Daftar kebutuhan dan nota dinas 420 Menit hRaetl:izpnulaﬁ kebutuhan barang pakai

3. |Verifikasi kebutuhan b kai habi

erfikas kebulinan barang paral habis ‘ Daftar kebutuhan 120 Menit [Hasil verifikasi
4. [Penandat R Kebutuhan B Pakai Habi
enandatanganan Rencana Rebuflihan Barang Fakal Habls [ ] |Rencana Kebutuhan Barang Pakai Habis 180 Menit |Rencana Kebutuhan ditanda tangani

5. |Rekapitulasi rencana kebutuhan barang pakai habis untuk
diusulkan kedalam rencana Kerja Anggaran pada setiap :| Rekapitulasi rencana kebutuhan barang pakai habis 120 Menit [Hasil rekapitulasi
Kegiatan Belanja Barang Pakai Habis

6. |Dilakukan pengadaan/belanja barang pakai habis sesuai ) R ) —
usulan kebutuhan dari pemohon |:| DPA Belanja Barang Pakai Habis 420 Menit |Pengadaan barang pakai habis

7. |Barang pakai habis dicatat pada buku penerimaan barang, Kartu Barang o
kartu persediaan dan Kartu barang kemudian disimpan (D) Buku Penerimaan/Pengeluaran 420 Menit |B2@ng pakai habis tercatat dan
digudang hingga didistribusikan kepada pemohon Kartu Persediaan Barang/Gudang tersimpan

1710 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




Nomor 36

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal Pembuatan 07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Berpendidikan SLTA/Sederajat, D-lll dan S-1;
2. Memahami Urusan Pengadministrasi Keuangan;
3. Memiliki keahlian dalam pengoperasian komputer.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Penyusunan RENJA; Komputer/PC;
- SOP Penyusunan RKA/DPA; Printer;
- SOP pelaksanaan rapat; ATK;
- SOP surat masuk dan keluar. Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Untuk lebih tertib administrasi agar tidak terjadi kesalahan

Data dicatat dan di rekap;
Buku register;
Pendokumentasian.

Baku Mutu




: Sekretaris/ Kasubag Bendahara
No. Uraian Prosedur
Pegawai | Kabid kepala | Umpeg & | Pejabat [Pengeluaran Fz. T‘ialll::::n Kelengkapan Waktu Output
(PPTK) Hukum Pembantu | "9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. |Mengajukan permohonan pelaksanaan Perjalanan Dinas melalui . . .
Sekretaris atau Kepala Bidang D) Draft usulan perjalanan dinas 60 Menit|Draft surat
2. |Membuat dan menandatangani Nota Perjalanan Dinas dasar . , . . .
usulan draft yang diajukan ] Usulan perjalanan dinas 30 Menit|Nota usulan perjalanan dinas
3. |Menyetujui Perjalanan Dinas . . . . |Berkas nota usulan perjalanan
’ Persetujuan usulan perjalanan dinas 10 Menit dinas yang sudah disetujui
4. |Membuat SPPD dan memberikan Paraf pada SPPD :l Berkas SPPD 20 Menit|Berkas SPPD
5. |Menandatangani SPPD [ Berkas SPPD 30 Menit |Berkas SPPD
6. |Melakukan pencatatan ke dalam buku register perjalanan dinas |:| Berkas SPPD 30 Menit|Berkas SPPD
7. |Melaksanakan perjalanan dinas dan melaporkan maksud dan
tujuan kedatangan kepada pejabat yang berwenang di tempat ] Berkas SPPD 1260 Menit|Berkas SPPD
tujuan dengan menyerahkan SPT dan SPPD untuk ditandatangani
8. |Menandatangani serta memberi arahan sehubungan dengan Berkas SPPD dan stempel pejabat yang .
pelaksanaan tugas di tempat / wilayah yang dikunjungi IZI dikunjungi 60 Menit|Berkas SPPD
9. |Telah selesai melaksanakan perjalanan dinas Membuat laporan dan mencetak .
I:I dokumentasi hasil dari perjalanan dinas 420 Menit |Berkas SPPD
10. |Menerima laporan dari pegawai yang melaksanakan perjalanan
dinas serta mengajukan permohonan pembayaran kepada |:| Dokumentasi laporan perjalanan dinas 30 Menit|Berkas SPPD
bendahara pengeluaran
11. |Memeriksa keabsahan dari bukti-bukti pengeluaran serta membuat Nota dinas persetujuan perjalanan dinas,
kwitansi perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil perjalanan |:| surat tugas yang telah ditanda tangani, 420 Menit Berkas SPPD, kwitansi, daftar
dinas sekaligus membuat daftar non tunai untuk diajukan lembar SPPD, kwitansi, rincian perjalanan €M il dan draft non tunai
pencairannya kepada bendahara pengeluaran dinas serta dokumentasi pendukung
12. |Menulis cek untuk pencairan berdasarkan daftar usulan non tunai [ [Cek dan stempel materai 30 Menit [Cek
13. |Menandatangani kwitansi 1 Cek 15 Menit|Cek
14. |Meneruskan pencairan cek melalui non tunai ke bank yang ditunjuk I:l Cek 60 Menit|Cek
15. |Rekening pelaksana perjalanan dinas O kartu Atm 420 Menit|Kartu Atm
2895 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

37
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Memahami pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat pada unit kerja terkait;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 3. Mampu mengoperasikan komputer;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP; 4. Mampu melakukan pendataan barang.
- Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.4;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Seleksi Penyedia kendaraan dinas operasional atau lapangan Buku Pedoman Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
Printer;
ATK;
Komputer/PC.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Apabila proses pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan tidak berjalan dengan baik, maka hasil dari pengadaan tidak
akan optimal.

Surat Berita Acara Pemeriksaan;
Surat Berita Acara Penerimaan;

Daftar Barang.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag
Kepala | Umpeg & PPK PP/POKJA | PPHP Penyedia Kelengkapan Waktu Output
Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menetapkan RUP dan menyerahkannya kepada Kasubag Umpeg dan
Hukum untuk dibuat jadwal pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas (:) Agenda kerja 15 Menit [Nota dinas
operasional atau lapangan
2. |Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas
operasional atau lapangan dan menyerahkannya kepada Pejabat |:| Order pengadaan 240 Menit [Order pengadaan
Pembuat Komitmen (PPK)
3. |Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan (HPS, Spesifikasi teknis
dan rancangan kontrak/SPK), dan menyerahkannya kepada Pejabat |:| Order pengadaan 15 Menit [Order pengadaan
Pengadaan/Pokja ULP untuk dilaksanakan pemilihan penyedia
4. |Melaksanakan pemilihan penyedia, menetapkan calon penyedia dan
menyerahkan hasil pengadaannya kepada PPK untuk dibuatkan |:| Order pengadaan 10 Menit [Order pengadaan
Kontrak/SPK dan surat pesanan
5. |Membuat dokumen kontrak dan surat pesanan untuk ditandatangani
kedua belah pihak. Kemudian PPK menyerahkan 1 (satu) dokumen . .
kepada penyedia/supplier agar pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal :l Order pesanan 420 Menit |Daftar barang dan jasa
yang ditetapkan
6. |Menyerahkan barang sesuai dengan kontrak/SPK dan surat pesanan
serta jadwal yang ditetapkan, membuat surat jalan untuk diserahkan |:| Daftar barang dan jasa 240 Menit [Surat BA Pemeriksaan
kepada panitia/PPHP
7. |Memeriksa barang yang dikirim oleh penyedia/supplier. Jika barang
yang dikirim sesuai kontrak/SPK dan surat pesanan membuat dan
menandatangani BASTB dan diserahkan kepada PPK. Jika tidak ‘ Barang dan jasa 240 Menit [Surat BA Penerimaan
sesuai barang dikembalikan kepada penyedia untuk diganti sesuai
dengan pesanan/ permintaan
8. |Menerima BASTB dan surat jalan yang ditandatangani oleh PPHP,
menyerahkan barang hasil pengadaan kendaraan dinas operasional |:| Surat BA Penerimaan 30 Menit |Kwitansi
atau lapangan kepada Kasubag Umpeg dan Hukum
9. |Menerima barang hasil pengadaan kendaraan dinas operasional atau . ) .
lapangan dan mendokumentasikan surat jalan dan BASTB D Kwitansi 20 Menit |Kwitansi
1230 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 38

Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Nama SOP Pengadaan Mebel

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Memahami pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat pada unit kerja terkait;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 3. Mampu mengoperasikan komputer;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP; 4. Mampu melakukan pendataan barang.
- Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.4;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Seleksi Penyedia Barang dan Jasa. Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
Printer;
ATK;
Komputer/PC.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabila proses pengadaan barang dan jasa tidak berjalan dengan baik, maka hasil dari pengadaan tidak akan optimal.

Surat Berita Acara Pemeriksaan;
Surat Berita Acara Penerimaan;
Daftar Barang.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag
Kepala | Umpeg & PPK PP/POKJA | PPHP Penyedia Kelengkapan Waktu Output
Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menetapkan RUP dan menyerahkannya kepada Kasubag
Umpeg dan Hukum untuk dibuat jadwal pelaksanaan D Agenda kerja 15 Menit [Nota dinas
pengadaan barang/jasa
2. |Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan ]
menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |:| Order pengadaan 240 Menit Order pengadaan
3. |Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan (HPS,
Spesifikasi teknis dan rancangan kontrak/SPK), dan )
menyerahkannya kepada Pejabat Pengadaan/Pokja ULP I:I Order pengadaan 15 Menit | Order pengadaan
untuk dilaksanakan pemilihan penyedia
4. |Melaksanakan pemilihan penyedia, menetapkan calon
penyedia dan menyerahkan hasil pengadaannya kepada PPK |:| Order pengadaan 10 Menit [Order pengadaan
untuk dibuatkan Kontrak/SPK dan surat pesanan
5. |Membuat dokumen kontrak dan surat pesanan untuk
ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian PPK ) )
menyerahkan 1 (satu) dokumen kepada penyedia/supplier I:I Order pesanan 420 Menit |Daftar barang dan jasa
agar pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan
6. |Menyerahkan barang sesuai dengan kontrak/SPK dan surat
pesanan serta jadwal yang ditetapkan, membuat surat jalan |:| Daftar barang dan jasa 240 Menit Surat BA Pemeriksaan
untuk diserahkan kepada panitia/PPHP
7. |Memeriksa barang yang dikirim oleh penyedia/supplier. Jika
barang yang dikirim sesuai kontrak/SPK dan surat pesanan
membuat dan menandatangani BASTB dan diserahkan ‘ Barang dan jasa 240 Menit [Surat BA Penerimaan
kepada PPK. Jika tidak sesuai barang dikembalikan kepada
penyedia untuk diganti sesuai dengan pesanan/ permintaan
8. |Menerima BASTB dan surat jalan yang ditandatangani oleh
PPHP, menyerahkan barang hasil pengadaan kepada I:l Surat BA Penerimaan 30 Menit [Kwitansi
Kasubag Umpeg dan Hukum
9. |Menerima barang hasil pengadaan dan mendokumentasikan L ) o
surat jalan dan BASTB C) Kwitansi 20 Menit |Kwitansi
1230 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 39

Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Nama SOP Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Memahami pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat pada unit kerja terkait;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 3. Mampu mengoperasikan komputer;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP; 4. Mampu melakukan pendataan barang.
- Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.4;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Seleksi Penyedia Barang dan Jasa. Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
Printer;
ATK;
Komputer/PC.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabila proses pengadaan barang dan jasa tidak berjalan dengan baik, maka hasil dari pengadaan tidak akan optimal.

Surat Berita Acara Pemeriksaan;
Surat Berita Acara Penerimaan;
Daftar Barang.

Pelaksana

Baku Mutu




No.

Uraian Prosedur

Kepala

Kasubag
Umpeg &
Hukum

PPK

PP/POKJA

PPHP

Penyedia

Kelengkapan

Waktu

Output

2

4

10

11

Menetapkan RUP dan menyerahkannya kepada Kasubag
Umpeg dan Hukum untuk dibuat jadwal pelaksanaan
pengadaan barang/jasa

Agenda kerja

15 Menit

Nota dinas

Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan
menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

]

Order pengadaan

240 Menit

Order pengadaan

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan (HPS,
Spesifikasi teknis dan rancangan kontrak/SPK), dan
menyerahkannya kepada Pejabat Pengadaan/Pokja ULP
untuk dilaksanakan pemilihan penyedia

Order pengadaan

15 Menit

Order pengadaan

Melaksanakan pemilihan penyedia, menetapkan calon
penyedia dan menyerahkan hasil pengadaannya kepada PPK
untuk dibuatkan Kontrak/SPK dan surat pesanan

Order pengadaan

10 Menit

Order pengadaan

Membuat dokumen kontrak dan surat pesanan untuk
ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian PPK
menyerahkan 1 (satu) dokumen kepada penyedia/supplier
agar pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan

Order pesanan

420 Menit

Daftar barang dan jasa

Menyerahkan barang sesuai dengan kontrak/SPK dan surat
pesanan serta jadwal yang ditetapkan, membuat surat jalan
untuk diserahkan kepada panitia/PPHP

Daftar barang dan jasa

240 Menit

Surat BA Pemeriksaan

Memeriksa barang yang dikirim oleh penyedia/supplier. Jika
barang yang dikirim sesuai kontrak/SPK dan surat pesanan
membuat dan menandatangani BASTB dan diserahkan

kepada PPK. Jika tidak sesuai barang dikembalikan kepada
penyedia untuk diganti sesuai dengan pesanan/ permintaan

Barang dan jasa

240 Menit

Surat BA Penerimaan

Menerima BASTB dan surat jalan yang ditandatangani oleh
PPHP, menyerahkan barang hasil pengadaan kepada
Kasubag Umpeg dan Hukum

Surat BA Penerimaan

30 Menit

Kwitansi

Menerima barang hasil pengadaan dan mendokumentasikan
surat jalan dan BASTB

Kwitansi

20 Menit

Kwitansi

1230 Menit

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 40
Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP;
Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.4;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami pengadaan barang dan jasa pemerintah;

2. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat pada unit kerja terkait;
3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Mampu melakukan pendataan barang.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Seleksi Penyedia Barang dan Jasa.

Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
Printer;

ATK;

Komputer/PC.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabila proses pengadaan barang dan jasa tidak berjalan dengan baik, maka hasil dari pengadaan tidak akan optimal.

Surat Berita Acara Pemeriksaan;
Surat Berita Acara Penerimaan;
Daftar Barang.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag
Kepala | Umpeg & PPK PP/POKJA | PPHP Penyedia Kelengkapan Waktu Output
Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menetapkan RUP dan menyerahkannya kepada Kasubag
Umpeg dan Hukum untuk dibuat jadwal pelaksanaan D Agenda kerja 15 Menit [Nota dinas
pengadaan barang/jasa
2. |Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan ]
menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Order pengadaan 240 Menit Order pengadaan
3. |Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan (HPS,
Spesifikasi teknis dan rancangan kontrak/SPK), dan )
menyerahkannya kepada Pejabat Pengadaan/Pokja ULP |:| Order pengadaan 15 Menit | Order pengadaan
untuk dilaksanakan pemilihan penyedia
4. |Melaksanakan pemilihan penyedia, menetapkan calon
penyedia dan menyerahkan hasil pengadaannya kepada PPK |:| Order pengadaan 10 Menit [Order pengadaan
untuk dibuatkan Kontrak/SPK dan surat pesanan
5. |Membuat dokumen kontrak dan surat pesanan untuk
ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian PPK ) )
menyerahkan 1 (satu) dokumen kepada penyedia/supplier ] Order pesanan 420 Menit |Daftar barang dan jasa
agar pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan
6. |Menyerahkan barang sesuai dengan kontrak/SPK dan surat
pesanan serta jadwal yang ditetapkan, membuat surat jalan |:| Daftar barang dan jasa 240 Menit Surat BA Pemeriksaan
untuk diserahkan kepada panitia/PPHP
7. |Memeriksa barang yang dikirim oleh penyedia/supplier. Jika
barang yang dikirim sesuai kontrak/SPK dan surat pesanan
membuat dan menandatangani BASTB dan diserahkan ‘ Barang dan jasa 240 Menit [Surat BA Penerimaan
kepada PPK. Jika tidak sesuai barang dikembalikan kepada
penyedia untuk diganti sesuai dengan pesanan/ permintaan
8. |Menerima BASTB dan surat jalan yang ditandatangani oleh
PPHP, menyerahkan barang hasil pengadaan kepada ] Surat BA Penerimaan 30 Menit [Kwitansi
Kasubag Umpeg dan Hukum
9. |Menerima barang hasil pengadaan dan mendokumentasikan L ) o
surat jalan dan BASTB (GD) Kwitansi 20 Menit |Kwitansi
1230 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

41
07 Februari 2024

07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Nama SOP

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 1. Rajin;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 2. Ulet;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Terampil; dan
Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 jo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah; 4. berdedikasi.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar; Barang Milik Daerah;
SOP Surat Masuk. Komputer/PC;
Printer;
ATK;
Stempel.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan apabila tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan dan kelambatan dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dg
Air dan Listrik.

Data dicatat dan di rekap;

Pendokumentasian.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag Pengadmini i
Kepala | Sekretaris | Umpeg & Kasubag strasi Penyedia Kelengkapan Waktu Output
Keuangan Jasa
Hukum Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Mengrimkan permohonan taginan (:) Permohonan tagihan 10 Menit |Permohonan tagihan
2. |Menerima dan melaporkan ke atasan |:| |:| Permohonan tagihan 20 Menit |Permohonan tagihan
3. |Memeriksa dan memaraf lembar disposisi Permohonan tagihan dan lembar N
|:| |:| disposisi 20 Menit |Disposisi
4. |Menerima disposisi dan melakukan pembayaran melalui LS |:| Disposisi 30 Menit [Tagihan LS
5. |Menerima laporan hasil tembusan pembayar |:| |:| Tagihan LS 10 Menit |Tagihan LS
6. |Melakukan pembayaran atas jasa komunikasi, sumber daya ) .
air dan listrik serta mengarsip laporan pembayaran C) SP2D laporan pembayaran 120 Menit |Arsip SPJ
210 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 42
Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 jo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah;

Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami tata cara pembayaran pajak kendaraan;
2. Mampu mengoperasikan Komputer;
3. Memiliki keterampilan sebagai pengadministrasi.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- Pengajuan SPM GU/TU Printer;
ATK;
Komputer/PC.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Pengendalian pembayaran pajak kendaraan tidak harus menunggu permohonan dari pemegang kendaraan, tapi dilakukan

evaluasi secara berkala baik oleh pengurus barang atau oleh PPTK Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
Untuk perpanjangan masa berlaku STNK agar melampirkan BPKB Kendaraan asli yang dapat dipinjam di Bagian Pengelolaan

Aset Daerah pada instansi terkait dan dikembalikan setelah proses selesai.

Data dicatat dan di rekap;
Pendokumentasian.

Pelaksana

Baku Mutu




No. Uraian Prosedur Kasubag kasubag
Pemohon | Pelaksana | Umpeg & Keuanaan Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Hukum g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Mengajukan permohonan pembayaran pajak kendaraan ) )
dengan melampirkan STNK asli dan fotocopy C) STNK 10 Menit |Permohonan Pembayaran Pajak
Membuat permohonan pembayarannya dengan Nota Dinas
2 Pengajuar?SPM GU/TUp y ¥ 9 |:| Rancangan UMK 60 Menit |Nota Dinas UMK
Tanda t Nota Dinas Pengajuan SPM GU/TU
3 pombayaran pajak kenderaan ] Nota Dinas UMK 30 Menit [Nota Dinas UMK
4. I::j:r;e;r;gan mengetanui permohonan pembayaran pajak |:| Nota Dinas UMK 30 Menit |Nota Dinas UMK
5. |Disposisi Nota Dinas Pengajuan SPM GU/TU pembayaran - Disposisi UMK ) ) )
oajak kendaraan ‘ - Nota Dinas 120 Menit |Persetujuan Pencairan Dana
6. |Proses pencairan anggaran untuk pembayaran pajak - Disposisi UMK . )
kendaraan |:| - Nota Dinas 1260 Menit [Tersedianya Anggaran
7. |Melakukan pembayaran pajak kendaraan dan mencatatnya - STNK
pada Buku Kendali Pemeliharaan Kendaraan Dinas kemudian - SuratKuasa Pembayaran
i 420 Menit |Pajak Kendaraan Lunas
mengembalikan STNK kepada pemohon D - Buku Kendali Pemeliharaan it |Paj u
- BASTSTNK
1930 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

43
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Pemeliharaan Ke“dal'_’:::n[;'::s Operasional atau
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
- PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 1. Mengetahui tugas dan fungsi;
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Mampu mengoperasikan Komputer;
- Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 jo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah; 3. Memiliki keterampilan sebagai pengadministrasi.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- Mekanisme Pengajuan SPP/SPM GU/TU Printer;
ATK;
Komputer/PC.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
- Agar memperhatikan SSH dan anggaran kegiatan; Data dicatat dan di rekap;
- Agar membuat MOU kerjasama dengan bengkel service kendaraan yang terpercaya dan bermutu setiap awal tahun kegiatan akan Pendokumentasian.
dimulai.
| Pelaksana Baku Mutu




No. Uraian Prosedur Kasubag kasubag
Pemohon | Pelaksana | Umpeg & Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Mengajukan permohonan pemeliharaan kendaraan - Kendaraan Dinas .. |Permohonan pemeliharaan kendaraan
C) - Nota Dinas Permohonan 10 Menit dinas
2. |Mengecek fisik kendaraan dan cek buku kendali pemeliharaan - Kendaraan Dinas
kemudian melaporkannya ke Kasubag/PPTK - Nota Dinas Permohonan . I
|:| - Buku Kendali 120 Menit |Identifikasi Kerusakan Kendaraan
Pemeliharaan
3. (M luarkan Surat Perintah Pemelih Kend
engeluarkan surat Ferintah Femetinaraan fenaaraan ‘ Surat Perintah Service Kendaraan| 30 Menit |Surat perintah tugas
4. |Membawa kendaraan ke bengkel, mencatatnya pada Buku - Surat Perintah , .
Kendali Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan menyusun (I - Buku Kendali 1260 Menit | T0ses pemelinaraan kendaraan dinas
invoice tagihan untuk dilaporkan Pemeliharaan di bengkel
5. |Membuat permohonan pembiayaannya dengan Nota Dinas
Pengajuar?SPM GU/TUp yaanny 9 :l SPJ Pemeliharaan Kendaraan 60 Menit |Nota Dinas UMK
6. |Tanda tangan nota dinas mengetahui permohonan . ) . . .
pembayaran pemelivarazn kendaraan ] Nota Dinas UMK 60 Menit |Nota Dinas UMK diketahui atasan
7. |Disposisi Nota Dinas Pengajuan SPM GU/TU pembayaran L ) ) . . T
pajak kendaraan |:| Disposisi Nota Dinas UMK 120 Menit |Pembiayaan pemeliharaan disetujui
8. |Proses pencairan anggaran untuk pembayaran pemeliharaan L ) ) ) .
kendaraan (j Disposisi Nota Dinas UMK 2100 Menit |Service kendaraan selesai
3760 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 44

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Pengadaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 jo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah;

Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.
2.
3.

Mampu mengoperasikan Komputer;
Memiliki keterampilan sebagai pengadministrasi;
Memiliki keterampilan mengelola barang pakai habis.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan RKA/DPA; Printer;
- SOP Distribusi Barang Pakai Habis ATK;
- SOP Pengajuan SPP/SPM GU/TULLS; Komputer/PC.
- SOP Penyusunan SPJ.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Pembuatan laporan dilakukan setiap akhir triwulan;

Harus memperhatikan batas pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai SSH;
PPTK melakukan MOU dengan pihak penyedia bahan bakar kendaraan dinas ( SPBU ) yang memenuhi kualifikasi standar

pemerintah, terpercaya dan bertanggung jawab yang dilakukan setiap awal tahun anggaran;
Penetapan jenis bahan bakar harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dicatat pada buku laporan pemeliharaan kendaraan dinas

Pelaksana

Baku Mutu




No. Uraian Prosedur Kasubag
Pemegang | Pengurus Umpeg/ | Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Kendaraan | Barang
PPTK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Pemohon membuat usulan Rencana Kebutuhan bahan bakar C) .
kendaraan Daftar kebutuhan 30 Menit [Permohonan bahan bakar
2. |Pengurus barang merekapitulasi kebutuhan bahan bakar Daftar kebutuhan
kendaraan untuk dilakukan akumulasi biaya kendaraan :l 420 Menit [Rekapitulasi kebutuhan bahan bakar
pertahun Nota Dinas
3. |Verifikasi kebutuhan bahan bakar kendaraan ‘ Daftar kebutuhan 120 Menit |Hasil verifikasi
i
4. |Penandatanganan Rencana Kebutuhan Bahan Bakar . . .
Kendaraan pertahun :l Rencana Kebutuhan bahan bakar kendaraan 180 Menit |Rencana Kebutuhan ditanda tangani
5. |Rekapitulasi rencana kebutuhan bahan bakar kendaraan Rekanitulasi rencana kebutuhan bahan bakar
untuk diusulkan kedalam rencana Kerja Anggaran pada setiap 1 kendgrlal;n cli'nas i 120 Menit |Hasil rekapitulasi
Kegiatan pengadaan Bahan Bakar Kendaraan !
6. |Proses pengadaan bahan bakar kendaraan sesuai kebutuhan ) )
pemohon yang dilakukan perbulan |:| DPA pengadaan bahan bakar kendaraan dinas | 2100 Menit |Voucher bahan bakar
7. |Bahan bakar didistribusikan kepada pemegang kendaraan ) )
dinas (I Tanda terima bahan bakar 1260 Menit |Dokumen penyerahan bahan bakar
8. |Pencatatan pengadaan dan distribusi Bahan bakar pada buku
kendali pemzlihgraan kendaraan dinas P C) Buku kendali pemeliharaan kendaraan dinas 420 Menit |Kegiatan tercatat
4650 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 45
Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Pemeliharaan Mebel

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 jo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah;

- Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami proses pemeliharaan mebel kantor;
2. Mampu mengoperasikan Komputer;

3. Memiliki keterampilan sebagai pengadministrasi;
4. Memahami pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- Mekanisme Pengajuan SPP/SPM GU/TU Printer;
ATK;
Komputer/PC.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Harus memperhatikan SSH dan anggaran kegiatan;
- Harus memperhatikan masa manfaat dan kelayakan peralatan gedung kantor dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
dan buku penjagaan pada aplikasi barang milik daerah.

Data dicatat dan di rekap;
Pendokumentasian.

| Pelaksana

Baku Mutu




No. Uraian Prosedur Kasubag
Pemohon Pengurus Umpeg & kasubag Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Barang Keuangan
Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Mengajukan permohonan pemeliharaan mebel kantor C) - Nota dinas permohonan 10 Menit Permohonan pemeliharaan mebel
- Barang yang rusak kantor
2. |Mengecek fisik barang dan cek buku kendali pemeliharaan - Nota dinas permohonan
kemudian melaporkannya ke Kasubag/PPTK |:| - Barang yang rusak 120 Menit |ldentifikasi kerusakan mebel
- Buku kendali pemeliharaan
3. |Verifikasi permohonan pada buku kendali kegiatan kemudian Surat Perintah untuk baiki
melakukan pesanan pemeliharaan mebel kepada pihak ke 3 ‘ b:rr:n ez: ar :zku memperbalki 30 Menit [Eksekusi pemeliharaan mebel
yang telah ditunjuk gyang ru
4. [Mencatat data dan biaya pemeliharaan pada buku kendali/ - Surat Perintah . .
aplikasi barang P P :l ) gur(u E&naau 1260 Menit |Proses pemeliharaan mebel tercatat
Membuat permohonan pembiayaan dengan Nota Dinas
2 PengajuarE)SPM GU/TUp y 9 |:| SPJ/Invoice Pemeliharaan mebel 60 Menit |Nota Dinas UMK
6. |Tanda tangan nota dinas mengetahui permohonan . ) . . .
pembayaran pemeliharaan mebel kantor |:| Nota Dinas UMK 60 Menit |Nota Dinas UMK diketahui atasan
7. |Disposisi Nota Dinas Pengajuan SPM GU/TU/LS pembayaran L ) ) ) ) P
pemeliharaan mebel kantor |:| Disposisi Nota Dinas UMK 120 Menit |Pembiayaan pemeliharaan disetujui
8. |Proses pencairan anggaran untuk pembayaran pemeliharaan L ) ) . .
mebel kantor D Disposisi Nota Dinas UMK 2100 Menit |Pemeliharaan mebel selesai
3760 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 46

Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Nama SOP Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
- PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 1. Memahami proses pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Mampu mengoperasikan Komputer;
- Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 jo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah; 3. Memiliki keterampilan sebagai pengadministrasi;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 4. Memahami pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- Mekanisme Pengajuan SPP/SPM GU/TU Printer;
ATK;
Komputer/PC.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Harus memperhatikan SSH dan anggaran kegiatan;
Harus memperhatikan masa manfaat dan kelayakan peralatan dan mesin lainnya dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
dan buku penjagaan pada aplikasi barang milik daerah.

Data dicatat dan di rekap;
Pendokumentasian.

Pelaksana

Baku Mutu




No. Uraian Prosedur Kasubag
Pemohon Pengurus Umpeg & kasubag Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Barang Hukum Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Mfengajukan permohonan pemeliharaan peralatan dan mesin (:) - Nota dinas permohonan 10 Menit Permohonan Pemeliharaan Peralatan
lainnya - Barang yang rusak dan Mesin
2. |Mengecek fisik barang dan cek buku kendali pemeliharaan - Nota dinas permohonan
kemudian melaporkannya ke Kasubag/PPTK C 1 - Barang yang rusak 120 Menit |Identifikasi kerusakan mebel
- Buku kendali pemeliharaan
3. |Verifikasi permohonan pada buku kendali kegiatan kemudian Surat Perintah untuk baiki
melakukan pesanan pemeliharaan peralatan dan mesin ‘ bura erin'a unku Memperbaikt| 50 Menit |Eksekusi pemeliharaan mebel
lainnya kepada pihak ke 3 yang telah ditunjuk arang yang rusa
4. [Mencatat data dan biaya pemeliharaan pada buku kendali/ - Surat Perintah . |Proses pemeliharaan peralatan dan
aplikasi barang |:| ) EUKU E‘anaau 1260 Menit | lainnya tercatat
5. |Membuat permohonan pembiayaan dengan Nota Dinas SPJ/Invoice Pemeliharaan . .
Pengajuan SPM GU/TU :I peralatan dan mesin lainnya 80 Menit [Nota Dinas UMK
6. |Tanda tangan nota dinas mengetahui permohonan . ) . . .
pembayaran pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |:| Nota Dinas UMK 60 Menit |Nota Dinas UMK diketahui atasan
7. |Disposisi Nota Dinas Pengajuan SPM GU/TU/LS pembayaran L ) ) ) ) o
peralatan dan mesin lainnya |:| Disposisi Nota Dinas UMK 120 Menit |Pembiayaan pemeliharaan disetujui
8. |Proses pencairan anggaran untuk pembayaran pemeliharaan L ) .. |Pemeliharaan peralatan dan mesin
peralatan dan mesin lainnya D Disposisi Nota Dinas UMK 2100 Menit lainnya selesai
3760 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 47

Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Nama SOP .
Lainnya

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
- PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 1. Memahami proses pemeliharaan gedung kantor;
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Mampu mengoperasikan Komputer;
- Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 jo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah; 3. Memiliki keterampilan sebagai pengadministrasi;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 4. Memahami pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Pengajuan SPP/SPM GU/TUILS Printer;
ATK;
Komputer/PC.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Harus memperhatikan SSH dan anggaran kegiatan

Data dicatat dan di rekap;
Pendokumentasian.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag
Pemohon Pengurus Umpeg & kasubag Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Barang Keuangan
Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mengajukan permohonan pemeliharaan/rehabilitasi gedun
1. kantgriian b:ngunan Iainnl;a g 9 C} Draft nota dinas permohonan 10 Menit [Nota dinas permohonan
2. |Mengecek fisik gedung dan cek buku kendali pemeliharaan - Nota dinas permohonan ) o
kemudian melaporkannya ke Kasubag/PPTK |:| - Buku kendali pemeliharaan 120 Menit |Identifikasi kerusakan gedung
3. |Verifikasi permohonan pada buku kendali kegiatan kemudian
melakukan pesanan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor Surat Perintah untuk memelihara 30 Menit |Pelaksanaan pemelinaraan gedun
dan bangunan lainnya kepada pihak ke 3 yang telah ditunjuk ‘ gedung kantor en P gedung
untuk bekerjasama melakukan pemeliharaan gedung
4. [Mencatat data dan biaya pemeliharaan pada buku kendali/ - Surat Perintah ) _
aplikasi barang |:| _ BUKU Kenaall 1260 Menit (Proses pemeliharaan gedung tercatat
Pomoliharaan
5. |Membuat permohonan pembiayaan dengan Nota Dinas SPJ/Invoice Pemeliharaan . .
Pengajuan SPM GU/TU/LS :I gedung kantor 60 Menit |Nota Dinas UMK
6. |Tanda tangan nota dinas mengetahui permohonan . ) . . .
pembayaran pemeliharaan gedung kantor |:| Nota Dinas UMK 60 Menit |Nota Dinas UMK diketahui atasan
7. |Disposisi Nota Dinas Pengajuan SPM GU/TU pembayaran L ) ) . . o
biaya pemeliharaan gedung kantor :l Disposisi Nota Dinas UMK 120 Menit |Pembiayaan pemeliharaan disetujui
8. |Proses pencairan anggaran untuk pembayaran pemeliharaan L ) ) . .
gedung kantor C) Disposisi Nota Dinas UMK 2100 Menit |Pemeliharaan gedung selesai
3760 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 48

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Nama SOP Kantor atau Bangunan Lainnya

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 jo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah;

Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Memahami proses pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor;
Mampu mengoperasikan Komputer;

Memiliki keterampilan sebagai pengadministrasi;

Memahami pengelolaan Barang Milik Daerah.

el

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengajuan SPP/SPM GU/TU/LS

- Printer;
- ATK;
- Komputer/PC.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Harus memperhatikan SSH dan anggaran kegiatan

- Data dicatat dan di rekap;
- Pendokumentasian.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag
Pemohon Pengurus Umpeg & kasubag Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Barang Keuangan
Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Mengajukan permohonan pemeliharaan/rehabilitasi sarana

dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya

Draft nota dinas permohonan

10 Menit |Nota dinas permohonan

Mengecek fisik gedung dan cek buku kendali pemeliharaan

[ ]

Nota dinas permohonan

kemudian melaporkannya ke Kasubag/PPTK Buku kendali pemeliharaan 120 Menit prasarana gedung kantor
3. |Verifikasi permohonan pada buku kendali kegiatan kemudian
melakukan pesanan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan Surat Perintah untuk memelihara Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan
prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya kepada pihak ‘ sarana dan prasarana gedung 30 Menit rasarana e([i)un
ke 3 yang telah ditunjuk untuk bekerjasama melakukan kantor P gedung
pemeliharaan sarana dan prasarana
4. |Mencatat data dan biaya pemeliharaan pada buku kendali/ Surat Perintah i
o, Y I:l . . 1260 Menit Proses pemeliharaan sarana dan
aplikasi barang Buku Kendali Pemeliharaan prasarana gedung tercatat
5. [Membuat permohonan pembiayaan dengan Nota Dinas SPJ/Invoice Pemeliharaan gedung . .
Pengajuan SPM GU/TUILS :l sarana dan prasarana kantor 60 Menit [Nota Dinas UMK
6. [Tanda tangan nota dinas mengetahui permohonan
pembayaran pemeliharaan sarana dan prasarana gedung I:l Nota Dinas UMK 60 Menit |Nota Dinas UMK diketahui atasan
kantor
7. |Disposisi Nota Dinas Pengajuan SPM GU/TU pembayaran L . ) . . o
biaya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor |:| Disposisi Nota Dinas UMK 120 Menit |Pembiayaan pemeliharaan disetujui
8. [Proses pencairan anggaran untuk pembayaran pemeliharaan L . .. |Pemeliharaan sarana dan prasarana
sarana dan prasarana gedung kantor (:) Disposisi Nota Dinas UMK 2100 Menit gedung selesai
3760 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001

Identifikasi kerusakan sarana dan




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 49

Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Nama SOP Usulan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;

- Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. S-1/D-lll bidang Manajemen / Ekonomi;

2. D-lll bidang Manajemen / Administrasi / Pemerintahan / Teknik Informatika /
Manajemen Teknik Informatika;

3. SLTA/D-I/D-Il/D-lll bidang Manajemen Perkantoran / Administrasi Perkantoran /
Tata Perkantoran.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Perencana; Printer;
- SOP Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana. ATK;
Internet;
Komputer/PC.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak bisa mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional.

Surat Pengantar Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu;
SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu;
Surat Rekomendasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Staf Sub ; i
P PNSh Bagian U'r(nas:b;l?m Se;;ztaa:s KBZ’:‘a;: BKPSDM Ln:r:\atz::la Kelengkapan Waktu Output
emohon Umpeghum peg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. |Mengusulkan Uji Kompetensi JFT 1. Angka Kredit Minimal 80 % dari
Angka Kredit Maksimal pada
jenjang
2. Persetujuan At L
C) erseljan Alasan tangsung .. |Usulan permohonan Uji Kompetensi
3. SKP 1 Tahun terakhir 15 Menit | -
4. PAK Awal dan PAK Akhir
5. SK Jabatan Terakhir
6. ljasah Terakhir
Verifikasi Usulan Uji Kompetensi JFT il verifikasi ii i
2. ) p I:l Usulan Uji Kompetensi JFT 15 Menit TS‘?" verifikasi usulan Uji Kompetensi
3. |Membuat KQHSfP surat pengantardan I:l Hasil verifikasi usulan Uji Kompetensi 15 Menit Konsep Surat pengantar dan
rekomendasi Uji Kompetensi JFT JFT " |rekomendasi Uji Kompetensi JFT
4. SMuT;bZC:’;?:rgggﬁkzkiﬂeﬁ;n;ﬁfi konsep Konsep Surat pengantar dan 15 Menit Konsep Surat pengantar dan
P g. ) rekomendasi Uji Kompetensi JFT " |rekomendasi Uji Kompetensi JFT
Kompetensi JFT
5 Merrlbaca, m(teng;)rekmkdan ”‘gmf”j.f. konsep Konsep Surat pengantar dan 15 Menit Konsep Surat pengantar dan
Sura pengaﬁ ar dan rekomendasi ) rekomendasi Uji Kompetensi JFT M | rekomendasi Uji Kompetensi JFT
Kompetensi JFT
6. |Membaca, mengoreksi dan menandatangani -
- Konsep Surat pengantar dan . |Surat pengantar dan rekomendasi Uji
konsep surat pengantar dan rekomendasi Uji ‘ rekomZn dasi L?ji Kgmpetensi JFT 15 Menit KompStengsi JFT )
Kompetensi JFT
7. |Menerima surat pengantar dan rekomendasi Uji 1. Surat Pengantar dan -
Kompetensi JFT, menomori dan membubuhkan |:| rekomendasi Uji Kompetensi 15 Menit Eurat pfnggzt:_lr_dan rekomendasi Uj
stempel 2. Agenda surat keluar ompetenst
8. |Mengirimkan surat pengantar dan rekomendasi Surat Uii K ET i+ |sk Uik tensi JET
dan usulan Uji Kompetensi JFT |:| urat Uji Kompetensi 10 Menit ji Kompetensi
9. |Menerbitkan surat rekomendasi Uji Kompetensi " . ; . o
JFT |:| |:| SK Uji Kompetensi JFT 1 Bulan |SK Uji Kompetensi JFT terdistribusi
10. [Mengirimkan surat rekomendasi ke instansi " . ) .
Pembina/Penyelenggara Ujj Kompetensi C) SK Uji Kompetensi JFT 1 Hari |Tanda Terima
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 50
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Nama SOP Pengelolaan Management Website Bappelitbangda

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.

A ol S

Pendidikan :
- Pranata Komputer
Ahli dalam bidang IT (Pengelola Web) dan sistem komputer jarigan;
Memahami sistem jaringan (Networking);
Menguasai Pengoprasian Komputer dan Sistem Aplikasi;
JFT Pranata Komputer pengelola informasi berupa data-data dan berita.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD;
- SOP Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Komputer/Laptop;

Jaringan Internet;

Modem, Wifi, Router Board;
Ruang Server;

UPS.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem
pemeliharaan jaringan website.

Form Publikasi Data atau Berita;




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur PNS Website | Pejabat / Kepala
Bappelitbangda TIMIT Administrator Bidang Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 8 9 10
1. |Pengumpulan dan Penyusunan data-data (gambar dukumen dan Alat Transportasi, Kamera, Handy Camp, Laptop, . ) . .
video) dilaksanakan oleh petugas masing-masing Bidang (:) Komputer Editing, dan Printer 240 Menit |Proses Pencarian Informasi data dan berita
2. |Petugas pengumpul data dan berita menyerahkan data-data Alat Transportasi, Kamera Handy Camp, Laptop Proses Pendolahan informasi data dan
hasil pencarian dan diserahkan kepada TIM IT yang telah |:| Komputer Administrator Printer dan data-data informasi 240 Hari . 9
- ) berita
ditunjuk oleh Kepala Badan berupa gambar, dokumen dan video.
3. |Webmaster/Admin pengelola Website/Editor melakukan editing Alat Transportasi, Honorarium Team, Kamera, Handy
informasi berupa data-data(gambar, dokumen dan vidio) Camp, Laptop, Komputer Administrator, Komputer . - . .
sebelum proses updateing data-data informasi yang akan I:l Server, Printer, data-data informasi berupa gambar, 240 Menit |Proses editing Informasi data dan berita
ditampilkan pada website dokumen dan video.
4. |Pejabat yang berwenang berhak melakukan Filtering Data-data informasi berupa (gambar, dokumen, dan I . .
) ) ) . . o .. |Menghasilkan informasi data yang siap
(Penyaringan) informasi berupa data-data (gambar, dokumen vidio) yang telah melalui proses editing dan akan 60 Menit o
; ) ) ) o ; untuk dipublikasikan
dan video) sebelum proses. update data-data informasi. dilakukan filtering/penyaringan.
5. |Jika informasi berupa data-data (gambar, dokumen dan video ) )
. ) ) Data-data informasi berupa (gambar, dokumen, dan . .
telah memenuhi syarat untuk dilakukan update ke tampilan I:I i telah melalui proses editing dan fiterin / 15 Menit Proses Pengolahan informasi data dan
website maka Webmaster/Admin Pengelola Website/Publisher vidio) ygng elah mefalul p 9 9 e |berita
o ) ) penyaringan.
akan menampilkan informasi tersebut pada website.
6. Jllka informasi berulpa dgta-data (gambar, dokumgn dan vidio) Data-data informasi berupa (gambar, dokumen, dan
tidak layak untuk ditampilkan paa halaman websit maka |:| vidio) yang telah melalui proses editing dan 15 Hari  [Proses editing informasi data dan berita
Webmaster/Admin Pengelola website/Publisher tidak akan o yang ) p 9 a 9
. . . filtering/penyaringan.
menampilkan di website.
7. |Data-data yang telah melalui proses filtering, editing harus C) Data-data yang telah melalui proses filtering, editing 15 Menit Menghasilkan informasi data yang siap
segera ditampilkan /dipublikasikan pada website. harus segera di tampilkan / dipublikasikan. e | untuk dipublikasikan
825 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Nomor 51

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Nama SOP Penyusunan Kompetensi Jabatan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan;

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43/KEP/2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

o R~ wDn

Pendidikan D-IIl / S-1;

Memahami tentang nomenklatur jabatan;
Memahami tentang uraian tugas ASN;
Memahami tentang SOTK SKPD;

Dapat mengoperasikan komputer.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Data Kepegawaian;
SOP Penyusunan Analisa Jabatan, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi dan Formasi Jabatan.

Komputer/PC;
Printer;

ATK;
Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag Umum,
Kepala Badan Sekretaris Kepegawaian dan Staf Kelengkapan Waktu Output
Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menerima Nota Dinas, Disposisi dan arahan dari Kepala Sub
Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk C) Arahan 5 Menit [Arahan
melaksanakan dan menyusun Kompetensi Jabatan
2. |Menerima Arahan, melaksanakan dan menyusun pengetikan
Kompetensi Jabatan sesuai dengan aturan dan Melaporkan |:| ANJAB 1800 Menit [Kompetensi Jabatan
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
3. |Menerima, mengkoreksi, memberi masukan dan ) . )
menyampaikan Kompetensi Jabatan kepada Sekretaris ‘ Kompetensi Jabatan 60 Menit |Kompetensi Jabatan
4. |Menerima, mengkoreksi, memberi masukan dan ‘ K tensi Jabat i |k tensi Jabat
menyampaikan Kompetensi Jabatan kepada Kepala Badan ompetensi Jabatan 60 Menit |Kompetensi Jabatan
5. |Menerima, mengkoreksi dan menandatangani hasil
Kompetensi Jabatan sebagai persetujuan untuk digunakan ‘ Kompetensi Jabatan 30 Menit |Kompetensi Jabatan
sebagaimana mestinya dan menyerahkan kembali kepada Staf
6. |Menerima hasil Kompetensi Jabatan menggandakan dan . . .
mendistribusikan ke pada Instans terkait C) Kompetensi Jabatan 15 Menit [Kompetensi Jabatan
1970 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

52
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Penyusunan Analisa Jabatan, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi

Jabatan dan Formasi Jabatan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

ISARNE I <

1. Pendidikan D-lll/ S-1;

Memahami tentang nomenklatur jabatan;
Memahami tentang uraian tugas ASN;
Memahami tentang SOTK SKPD;

Dapat mengoperasikan komputer.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Data Kepegawaian. - Komputer/PC;
- Printer;
- ATK;
- Stempel.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag Umum,
Kepala Badan Sekretaris Kepegawaian dan Staf Kelengkapan Waktu Output
Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menerima Nota Dinas, Disposisi dan arahan dari Kepala Sub
Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk C) Arahan 5 Menit [Arahan
melaksanakan dan menyusun Analisa Jabatan
2. |Menerima Arahan, melaksanakan dan menyusun pengetikan
Analisa Jabatan, menyusun ABK, Peta Jabatan, Proyeksi | | . .. |ANJAB, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi
Jabatan, Formasi Jabatan sesuai dengan aturan dan Data Kepegawain 1800 Mentt Jabatan, Formasi Jabatan
Melaporkan Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan
3. |Menerima, mengkoreksi, memberi masukan dan ANJAB, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi _ |ANJAB, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi
menyampaikan Analisa Jabatan, menyusun ABK, Peta . 60 Menit )
. ) Jabatan, Formasi Jabatan Jabatan, Formasi Jabatan
Jabatan, Proyeksi Jabatan, Formasi Jabatan kepada
4. [Menerima, mengkoreksi, memberi masukan dan ANJAB, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi | ANJAB, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi
menyampaikan Analisa Jabatan, menyusun ABK, Peta J . 60 Menit .
} ; abatan, Formasi Jabatan Jabatan, Formasi Jabatan
Jabatan, Proyeksi Jabatan, Formasi Jabatan kepada Kepala
5. |Menerima, mengkoreksi dan menandatangani hasil Analisa
Jabatan, menyusun ABK, Peta Jabatan, Proyeksi Jabatan, ‘ ANJAB, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi 30 Menit ANJAB, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi
Formasi Jabatan sebagai persetujuan untuk digunakan Jabatan, Formasi Jabatan ! Jabatan, Formasi Jabatan
sebagaimana mestinya dan menyerahkan kembali kepada Staf
6. Menerima hasil Analisa Jabatan, menyusun ABK, Peta (D  |ANJAB, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi | ANJAB, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi
Jabatan, Proyeksi Jabatan, Formasi Jabatan menggandakan . 15 Menit :
o . . Jabatan, Formasi Jabatan Jabatan, Formasi Jabatan
dan mendistribusikan ke pada Instansi terkait
1970 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 53

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Penyusunan Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 jo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah;

- Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

N o o bk w2

Kepala : pendidikan minimal S-1

Sekretaris : pendidikan minimal S-1

Kabid : pendidikan minimal S-1

Kasubag : pendidikan minimal S-1
Pengadministrasi Umum pendidikan minimal SLTA
Caraka : pendidikan minimal SLTP

Memahami pedoman tata naskah dinas/kearsipan

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPELITBANGDA;
- SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPELITBANGDA;
SOP Pengendalian Arsip.

Printer;

ATK;

Komputer/PC;

Peraturan Perundang-Undangan;
Register Surat Keputusan.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika Surat Keputusan Tim tidak segera disusun maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda

Penyusunan Surat Keputusan tim adalah langkah awal dalam pekerjaan




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Kepala | Sekretaris | Kabid Kasub_agl Staf Kelengkapan Waktu Output
Fungsional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Membuat draft SK pembentukan ti
ermbuat drat S pembentuian im D) Dokumen DPA Lembar disposisi 120 Menit |Draft awal SK pembentukan tim
2. [M ifikasi, isi d f draft SK i ' -
emveriias,, merevisi an memara cra ‘ Draft awal SK pembentukan tim 30 Menit [Draft SK tim dari bidang
3. M f SK pembentukan Ti
emarel St pembentitan Tim I Draft SK tim dari bidang 15 Menit [Draft Akhir K tim dari Sekretariat
4. {Menandatangani SK tim ‘ Draft Akhir SK tim dari Sekretariat 10 Menit |SK Tim belum bernomor
5. |Memberi nomor, tanggal dan mencatat dalam buku register SK
] |SKTim belum bemomor 30 Menit [SK Tim sudah bernomor
6. |Menggandakan dan menyampaikan SK kepada tim a SK Tim sudah bemomor 200 Menit SK'sudah terdlstrlpu3|kan kepada
seluruh anggota Tim
405 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina

Nip : 19740601 200903 2 001




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

54
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dan
Kabupaten/Kota;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1

2.
3.
4
5

Kepala : pendidikan minimal S-1
Sekretaris : pendidikan minimal S-1

Kasubag : pendidikan minimal S-1
Bendahara Barang : pendidikan minimal SLTA

Memahami pedoman pengelolaan aset dan barang milik daerah

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan RKA;
- SOP Penyusunan DPA;
SOP Pengendalian Arsip.

Printer;
ATK;
Komputer/PC;

Buku pedoman tata pengelolaan barang milik daerah;

Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika rencana kebutuhan barang tidak dibuat, penyusunan rencana pengadaan belanja barang dan jasa menjadi kurang terukur dengan
baik

Pengelolaan yang tertib dan teradministrasi dengan baik adalah salah satu pendukung
bagi kelancaran tugas aparatur sesuai dengan tupoksinya




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur . Kasubag
Kepala Sekretaris Umpeghum Pengurus Barang Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Inventarisasi barang yang ada
venianisast 9yang D) Kartu Inventaris Barang 120 Menit |Kartu Inventaris Barang
2. |Inventarisasi kebutuhan barang Organisasi
Pe\zlrangklat Dlaeralriu g Srganisast 1 Kartu Inventaris Barang 120 Menit |Draft daftar rencana kebutuhan barang
3. [Menyusuf draft rencana kebutuhan barang
Organisasi Perangkat Daerah disesuaikan )
dengan kebutuhan masing-masing bidang 1 Draft daftar rencana kebutuhan barang 60 Menit |Draft daftar rencana kebutuhan barang
termasuk sekretariat
4. |Mengkoordinasikan rencana kebutuhan
barang OPD bersama kasubbag umum, ’ Draft daftar rencana kebutuhan barang 25 Menit |Draft daftar rencana kebutuhan barang
kepegawaian dan hukum
5. |Mengkoordinasikan rencana kebutuhan )
barang OPD bersama sekretaris ‘ Draft daftar rencana kebutuhan barang 25 Menit |Draft daftar rencana kebutuhan barang
6. |Mengkoordinasikan rencana kebutuhan )
barang OPD bersama Kepala OPD ‘ Draft daftar rencana kebutuhan barang 25 Menit |Draft daftar rencana kebutuhan barang
7. |Finalisasi daftar rencana kebutuhan barang OPD |_——| Draft daftar rencana kebutuhan barang 25 Menit Dokumen daftar rencana kebutuhan
barang
8. |Paraf daftar rencana kebutuhan barang I:l Dokumen daftar rencana kebutuhan barang 5 Menit E:rl::]rgen daftar rencana kebutuhan
9. [Penandatanganan daftar rencana kebutuhan .. |Dokumen daftar rencana kebutuhan
barang OPD |:| Dokumen daftar rencana kebutuhan barang 5 Menit barang
10. [Menyampaikan usulan daftar rencana Dokumen daftar rencana kebutuhan
kebutuhan barang OPD kepada Kasubbag C) Dokumen daftar rencana kebutuhan barang 10 Menit b
Perencanaan arang
420 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

55
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM Nama SOP Penatausahaan Barang

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dan 1. Kepala : pendidikan minimal S-1
Kabupaten/Kota; 2. Sekretaris : pendidikan minimal S-1
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum : pendidikan minimal S-1
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 4. Pengadministrasi Umum : pendidikan minimal SLTA
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar; 5. Memahami pedoman pengelolaan aset dan barang milik daerah
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
Printer;
ATK;
Komputer/PC;
Buku pedoman tata pengelolaan barang milik daerah;
Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika pengelolaan barang tidak dilakukan dengan tertib menyebabkan barang tidak terinventarisir dengan baik;
- Jika pengelolaan barang tidak teradministrasi dengan baik akan mempersulit dalam menyusun Inventarisir barang.

Pengelolaan yang tertib dan teradministrasi dengan baik adalah salah satu pendukung

bagi kelancaran tugas aparatur sesuai dengan tupoksinya




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag
PA/PPK/PPTK PPK-SKPD Pengurus Barang Kelengkapan Waktu Output
Umpeghum
1 2 3 5 6 7 8 9
1. | Belanja modal oleh pelaksana kegiatan ) ) )
(PAIPPKIPPTK) (D) Dokumen belanja barang 1500 Menit {Dokumen belanja barang
2. |PA/PPK/PPTK/PjPHP menyampikan data dan
informasi / dokumen kontrak atas barang yang 1 Dokumen belanja barang 20 Menit {Dokumen belanja barang
diterimanya kepada Pengurus Barang
3. [Pengurus barang menerbitkan surat pengantar ) . .
penerbitan Nota Register Aset yang ditujukan Dokumgn belanja bgrang, surat pengantar 15 Menit Dokumen belanja barang, nota register
ke |:| penerbitan nota register aset aset
4, IPlFIOSES pen‘cgirr\énnt?eianlja Imode;I oIehBe]aksana ‘ . . . |Dokumen be|anja barang’ nota register
kegiatan Dokumen belanja barang, nota register aset 25 Menit aset dam SP2D
5. |Pengurus Barang menerima barang dari PPTK
serta memberikan kode dan identitas atas :| Barang inventarisir 30 Menit |Barang inventarisir
barang
6. |Pengurus barang mendistribusikan barang
berdasarkan usulan masing-masing bidang/ ] Barang inventarisir 60 Menit |Barang inventarisir
sekretariat yang membutuhkan barang tersebut
7. |Pengurus barang mengadministrasikan dalam . . . . . Barang tercatat dalam Buku
Buku Inventaris, Buku Induk Inventaris, KIR,KIB C 1 ﬁrgu inventarisi, Buku induk inventarisi, KIR, 10 Menit |inventarisir, Buku induk inventarisir,
yang sesuai KIR, KIB
8. |Hasil pencatatan pengurus barang dalam KIB
secara periodik kepada Pejabat Penatausahaan L konsiliasi aset 60 Menit |Berit konsiliasi aset
untuk dibandingkan dengan hasil pencatatan :' aporan rekonsiliasi ase! enit |Berita acara rekonsiliasi ase
dari
9. [Hasil rekonsiliasi antar KIB dengan pencatatan
fungsi akuntansi digunakan untuk memperbaiki Berit konsiliasi aset i+ |Berit konsiliasi asat
KIB yang diadministrasikan oleh Pengurus D) erita acara rekonsiliasi ase 60 Menit |Berita acara rekonsiliasi ase
Barang
1780 Menit
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

NUR AMINAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740601 200903 2 001




Nomor 56

T | Pemb 07 Februari 2024
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR anggal Pembuatan ebruan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Nama SOP Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis
Pembangunan Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Pendidikan Minimal SLTA;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memahami peraturan perundang-undangan tentang data;

1
2
3. Memahami konsep basis data berikut manajemennya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi 4. Dapat mengoperasionalkan perangkat lunak pengolah data;
5
6

Sulawesi Selatan; Dapat mengoperasionalkan perangkat lunak pengolah kata dan tabel;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa Dapat menyusun materi laporan informasi perencanaan dan dokumentasi pembangunan.

kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk dan keluar; - Peraturan perundang-undangan tentang data;

SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan; - Server, komputer/laptop, printer dan jaringan komputer yang terkait dengan basis data;

SOP Rapat Koordinasi. - Perangkat lunak pengolah data dan tabel.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
- Jika prosedur tidak dilakukan maka Penyusunan Informasi Hasil Perencanaan dan Dokumentasi Pembangunan sebagai salah satu bahan - Informasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

penyusunan rencana pembangunan tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran datanya




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Kepala | Sekretaris Kabid Kasubid Staf Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Mempersiapkan pelaksanaan diskusi issu-issu aktual yang
berkembang mengenai Program Prioritas dan Program Strategis D DPA Bappelitbangda 30 Menit |Disposisii/memo
Pemerintah sebagai tema diskusi
2. |Mengidentifikasi issu-issu aktual yang berkembang mengenai ) ) o
Program Prioritas dan Program Strategis Pemerintah sebagai tema :l DPA Bappelitbangda 840 Menit | Tema diskusi
3. |Mengadakan Rapat Internal untuk membentuk tim pelaksana,
merencanakan dan mempersiapkan tema, materi, dan draf rencana | | | | | ATK, Komputer dan Printer 180 Menit [Rumusan hasil rapat internal
Kegiatan Diskusi
4 Mengusulkap ‘ef“a' materi dan draf repcana Kegiatan Diskusi Draf rencana kegiatan Tema dan materi diskusi, . |Rencana kegiatan tema dan materi
Kepada Kabid Litbang dan Pengendalian Pembangunan dan serta tim pelaksana 15 Menit diskusi. serta fim pelaksana
dilaporkan ke Kepala Bappelitbangda mp ISKUS, mp
5. [Menerima, meneliti, memparaf usulan pelaksanaan kegiatan dan ‘ Usulan pelaksanaan kegiatan dan bahan materi 15 Menit Usulan pelaksanaan kegiatan dan bahan
bahan materi kegiatan kegiatan M | materi kegiatan telah diparaf Kabid
6. |Meneri liti d disposisi usul lak kegiat ) ) . T
enerima, mene.l ! a.n MENCISposIst ulsu an pg a sanagn cgiatan Usulan pelaksanaan kegiatan dan bahan materi . |Usulan kegiatan di disposisi oleh Kepala
dan bahan materi kegiatan serta menginstruksikan Kabid untuk kediat telah divaraf Keoala Bid 15 Menit B litbanad
menyelenggarakan kegiatan diskusi egiatan yg telah diparat fiepala Bidang appeliibangda
7. |Menerima disposisi usulan pelaksanaan kegiatan dan bahan materi Usulan kediatan va telah di disposisi oleh
kegiatan diskusi serta menginstruksikan kasubid untuk |:| Keuala Bagl eIitb);i da ' disposisi 10 Menit |Bahan pelaksanaan kegiatan diskusi
menyelenggarakan kegiatan diskusi P PP 9
8. |- Menerima instruksi kabid untuk menyelenggarakan kegiatan diskusi I:l Bahan pelaksanaan kegiatan diskusi, ATK, 15 Menit|Surat undangan dan daftar penerima/
- Membuat daftar undangan dan surat undangan peserta kegiatan Komputer dan Printer ekspedisi
9. |Menginstruksikan staf untuk mendistribusikan surat undangan
kepa%a peserta diskusi 9 |:| Surat undangan dan daftar penerima/ ekspedisi 60 Menit |Undangan telah dikirim
10." | Melaksanakan diskusi | [ | | [ | | | |Sarana dan prasarana pendukung 420 Menit |Notulen diskusi
11. [Membuat laporan hasil pelaksanaan diskusi dan melaporkan kepada o ) ) . o
Kepala Bappelitbangda 1 Notulen diskusi dan data pendukung lainnya 60 Menit |Laporan hasil pelaksanaan diskusi
12. [Menerima Laporan yang telah didisposisi oleh Kepala Bappelitbangda C) Laporan hasil pelaksanaan diskusi 15 Menit |Laporan diarsipkan
1675 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr.Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19831130 201001 1 024




Nomor 57

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Nama SOP " .
dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi BadanPerencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk dan keluar;
SOP Penyusunan Surat Keputusan.

- Printer;

- ATK;

- Komputer/PC;
- Internet.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat pelaksanaan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya tidak berjalan lancar

- Daftar usulan kegiatan dari Perangkat Daerah;
- MoU pelaksanaan Program TJSLP;
- Laporan Pelaksanaan Program TJSLP.




kepada DPRD (tembusan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi

1 berkas laporan pelaksanaan Program TJSLP

420 Menit

1 berkas laporan pelaksanaan Program

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Tim Fasilitasi dan Sekretariat Mitra TJSLP Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7
1. |Menyusun daftar usulan kegiatan dari Perangkat Daerah . . . |1 berkas daftar usulan kegiatan
C) Daftar usulan kegiatan dari Perangkat Daerah 4200 Menit Perangkat Daerah
2. [Melakukan sinkronisasi daftar usulan ] Daftar Usulan Kegiatan 4200 Menit |1 berkas daftar usulan kegiatan
3. [Melaksanakan sosialisasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 1 berkas daftar usulan kegiatan yang
Perusahaan (TJSLP) Kabupaten 1 Daftar Usulan Kegiatan 420 Menit |disepakati oleh Tim fasilitasi dengan
Forum TJSLP
4. |Membahas daftar usulan kegiatan yang akan dilaksanakan Daftar usulan kegiatan yang disepakati dalam . 1 berkgs daftar usulan keglatan yang
|:| 1 sosialisasi TJSLP 4200 Menit [akan dilaksanakan melalui Program
TJSLP
5. |Melaksanakan penyepakatan program CSR dengan Mitra TJSLP ) 1 berkas daftar usulan kegiatanyang
1 berkas daftar usulan kegiatan yang akan . . . .
] :l dilaksanakan melalui Program TJSLP 4200 Menit |disepakati akan dilaksanakan melalui
Program TJSLP
6. [M draft MoU pelak P TJSLP i i i
lenyusun draft MoU pelaksanaan Program :I ; kt;rl:j?; ::;l:;kisnuﬁzlgfﬁlgtrir; ryaan:gT(Jlgfgakatl 4200 Menit |1 berkas draft MOU
7. |Melaksanakan penandatanganan MoU antara Bupati dengan . |1 berkas MOU yang sudah
Penanggung Jawab Perusahaan :l 1 berkas MOU 4200 Menit ditandatangani
8. |Mengkoordinasikan pendanaan program TJSLP i
9 P preg |:| 1 berkas MOU yang sudah ditandatangani 8400 Menit Qaftar usulan yang telah siap untuk
dilaksanakan
9. |Melaksanakan program TJSLP Daftar usulan yang telah siap untuk . |Daftar kegiatan didalam Program TJSLP
|:| dilaksanakan 50400 Menit yang telah dilaksanakan
10. |Melaporkan pelaksanaan program TJSLP Daftar kegiatan didalam Program TJSLP yang . |1 berkas laporan pelaksanaan Program
1 telah dilaksanakan 4200 Menit 7.1 p
11. [Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ProgramTJSLP itori
g P 9 1 1 berkas laporan pelaksanaan ProgramTJSLP | 4200 Menit 1 berkas laporan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Program TJSLP
12. |Menyusun laporan hasil pelaksanaan Program TJSLP untuk Bupati :l 1 berkas laporan monitoring dan evaluasi 2100 Menit 1 berkas laporan pelaksanaan
pelaksanaan program TJSLP ! ProgramTJSLP untuk Bupati
14. |Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan program TJSLP dari Bupati

Selatan)

untuk DPRD

TJSLP

95340 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr. Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19831130 201001 1 024




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
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07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Nama SOP Pelaksanaan Konsultasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum
Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun Anggaran 2017.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk dan keluar; - Printer;
SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan; - ATK;
SOP Rapat Koordinasi. - Komputer/PC;
- Internet.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat organisasi tidak mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai
bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan

- SK Tim Forum Konsultasi Publik;
- Daftar Hadir Forum Konsultasi Publik;

- Hasil Pelaksanaan FKP Unit Pelayanan Publik;
- Berita Acara Komitmen dan Tindak Lanjut Perbaikan;




- Tindaklanjut Hasil FKP.

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kepala Masyarakat/
Tim FKP Bupati Peserta |MenPAN RB Kelengkapan Waktu Output
Badan FKP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRA PELAKSANAAN
1. |Membentuk tim bersama persiapan FKP, tim dapat terdiri gabungan i ) . ) . ) )
dari penyelenggara pelayanan publik dan pengguna pelayanan (@D Usulan Tim Forum Konsultasi Publik 300 Menit |SK Tim Forum Konsultasi Publik
2. |Merumuskan konsep kegiatan FKP :
Target dan sasaran yang akan dicapai; . ) } . )
Teknis yang akan dilakukan: |:| SK Tim Forum Konsultasi Publik 300 Menit [Konsep Kegiatan
Jumlah peserta.
3. [Mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan ide/ isu
permasalahan pelayanan publik, misalnya melalui hasil media non . . . .
tatap muka seperti pengaduan, hasil survei masyarakat (jka ada), :l Konsep Kegiatan 300 Menit [Data dan Informasi pendukung tersedia
sosial media, dan lain lain
PELAKSANAAN
4. |Melaksanakan diskusi dengan bersikap independeninetral |:| Data dan Informasi pendukung tersedia 60 Menit |Daftar Hadir FKP
5. |Melaksanakan diskusi secara dua arah (dialog), dengan tujuan Bahan Rekomendasi Perbaikan
mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai I:| Daftar Hadir Diskusi 60 Menit Pelavanan dan Penvusunan Kebiiakan
bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan y y I
6. |Melaksanakan pembahasan sesuai susunan acara FKP dan berfokus :I Bahan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dan 120 Menit Hasil pemecahan masalah dari tema/ isu
kepada pemecahan masalah dari temafisu tertentu Penyusunan Kebijakan e ltertentu
7. [Menandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut I:l Hasil pemecahan masalah dari tema/ isu 30 Menit Berita Acara Komitmen dan Tindak
perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat tertentu en Lanjut Perbaikan
8. |Menandatangani berita acara hasil FKP Berita Acara Komitmen dan Tindak Lanjut . |Berita Acara Komitmen dan Tindak
:l Perbaikan 30 Mentt Lanjut Perbaikan
PASCA PELAKSANAAN / MONITORING DAN EVALUASI
9. |Menyampaikan secara terbuka hasil keputusan bersama dan solusi Berita Acara Komitmen dan Tindak Lanjut 30 Meni Sosialisasi Komitmen dan Tindak Lanjut
dengan diketahui oleh masyarakat 1 Perbaikan enit | oerbaikan
10. |Melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur sejauh Sosialisasi Komitmen dan Tindak Laniut
mana tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan paska FKP |:| Perbaikan I 300 Menit [Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
sebagai salah satu bentuk pengawasan
11. (M t lak komit baik ialisasi i i j
emantau pelaksanaan komitmen perbaikan i ﬁ:ft';'::;' Komitmen dan Tindak Lanjut 300 Menit |Supervisi Pimpinan Daerah
12. [Melakukan pengawasan langsung oleh masyarakat selaku peserta :I Sosialisasi Komitmen dan Tindak Lanjut 300 Menit |Pengawasan Masyarakat

FKP

Perbaikan




K

13. |Monitoring dan evaluasi FKP oleh KemenPAN RB sebagai pembina Sosialisasi Komitmen dan Tindak Lanjut ,

pelayanan publik nasional Perbaikan 300 Menit [Monev KemenPAN RB
14. |Menyampaikan hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik kepada

pimpinan instansi (Pusat dan Daerah) dan melaporkan kepada

Menteri PANRB. Sosialisasi Komitmen dan Tindak Lanjut .. |Hasil pelaksanaan FKP Unit Pelayanan

) 60 Menit .
) ) Perbaikan Publik

Hasil pelaporan pelaksanaan FKP melampirkan:

Salinan daftar hadir, notulensi, foto kegiatan, dan berita acara

pelaksanaan keaiatan serta beri atanganan komitmen
15. |Melaporkan tindaklanjut hasil FKI teri PANRB secara

periodik, yang berisi: permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan Hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik 60 Menit | Tindaklanjut hasil FKP

masalah-masalah yang belum mampu ditindaklanjuti

2550 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr.Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19831130 201001 1 024




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 59

Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Nama SOP Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
danPengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi
Perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ).

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Penyusunan RKA/DPA; Printer;
- SOP Penyusunan Renstra; ATK;
- SOP Penyusunan Renja. Dokumen Perencanaan;
Komputer/PC.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka forum SKPD tidak menghasilkan rancangan Renja yang valid;
- Pelaksanaan SOP ini harus melampirkan notulensi forum SKPD, berita acara penetapan hasil forum SKPD.

Penyimpanan dokumentasi secara manual dalam arsip dokumen perencanaan dan
data elektronik dalam bentuk softcopy;
Dokumentasi kegiatan.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
Bappelitban SKP.DI Pelaksana kasubag Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
gda Bagian Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |ldentifikasi usulan kecamatan hasil musrenbang kecamatan- C) )
kecamatan Dokumen musrenbang 840 Menit [Usulan musrenbang
2. |Menyusun prioritas usulan musrenbang dalam daftar Dokumen usulan bidang/ .
rancangan renja :l sekretariat 420 Menit |Draft/bahan forum SKPD
3. |Membuat bahan dan pengadaan bahan forum SKPD |:| Bahan forum SKPD 420 Menit |Bahan forum SKPD
4. |Menyusun jadwal dan undangan forum SKPD yang ditetapkan
Kasgbag PJrogram ¢ yang P :l Dokumen forum SKPD 210 Menit [Jadwal forum SKPD
5. |Penandatanganan undagan forum SKPD | | | | | Dokumen forum SKPD 210 Menit [Undangan forum SKPD
6. |Pengadministrasian undangan forum SKPD dan publikasinya I:l |:| Undangan forum SKPD 210 Menit |Kepesertaan forum SKPD
7. |Pelaksanaan forum SKPD, berita acara forum SKPD dan hasil Dokumen forum SKPD; ) .
usulan forum SKPD :l Kepanitiaan forum SKPD 420 Menit |Berita acara forum SKPD
8. |Penyusunan usulan program/kegiatan tahun n+1 |:| Dokumen perencanaan n+1 420 Menit |Hasil forum SKPD
9. |Penandatangan usulan programkegiatan tahun n+1 [ 1+[_] |pokumen perencanaan n+1 210 Menit |Hasil forum SKPD
10. [Rechecking draft rancangan renja n+1 sebelum diberikan DSP I:l Dokumen perencanaan n+1 210 Menit |Rancangan Renja n#1 non DSP
1. |Penyimpanan dokumen renja tahun n+1 C) Dokumen perencanaan n+1 210 Menit [Rancangan Renja n+1 non DSP
3780 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr. Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19831130 201001 1 024




) Nomor 60
T | Pembuat 07 Februari 2024
@ KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR anggal Fembuatan ebruar
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Nama SOP Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 1 1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Pembangunan Daerah; 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Pembangunan Daerah;

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

|Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
SOP Administrasi surat masuk dan keluar - Printer;
SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan - ATK;
SOP Rapat Koordinasi - Komputer/PC;
- Ruang Rapat;
- Internet.
|Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat perencanaan pembangunan daerah tidak mengakomodir aspirasi masyarakatdaf -  Usulan-usulan Warga;
tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati - Usulan-usulan Forum OPD;

- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kabid Kabid Kabid Fungsional /
Kepala P2EPD PIM PaSIK Su_b Kelengkapan Waktu Output
Koordinator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan Bidang-Bidang lingkup badan untuk melaksanakan ) )
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah c DPA 15 Menit | SK Tim
2. |Menerima disposisi Kaban dan melaksanakan rapat koordinasi untuk ! )
persiapan pelaksanaan Musrenbang | | | | | 1 SKTim 300 Menit [Notulen Rapat
3. [Menentukan dan menyiapkan ruang pertemuan penyelenggaraan )
Musrenbang [ Notulen Rapat 30 Menit [Penetapan Ruang Pertemuan
4. |Membuat jadwal pelaksanaan Musrenbang Notulen Rapat, Penetapan Ruang Pertemuan 15 Menit |Jadwal Pelaksanaan
5. [Membuat undangan rapat Musrenbang [ ] |Jadwal Pelaksanaan 15 Menit |Draft Undangan Rapat
6. |Menandatangani undangan rapat Musrenbang ‘ Draft Undangan Rapat 5 Menit |Undangan Rapat
7. |Menyiapkan bahan publikasi melalui media cetak dan Undangan Rapat;
mempersiapkan bahan/ materi yang akan dibawa pada acara |:| Usulan Masyarakat; 60 Menit [Materi Musrenbang
Musrenbang Hasil Rakor OPD.
8. [Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang - Daftar Hadir;
- Usulan Masyarakat;
| | | | Materi Musrenbang 300 Menit ) ¥
- Hasil Rakor OPD;
- Notulen Musrenbang.
9. |Membuat Laporan Musrenbang Daftar Hadir;
I:l Usulan Masyarakat; 60 Menit |Drat L M b
Hasi Rakor OPD: enit |Draft Laporan Musrenbang
Notulen Musrenbang.
10. |Memverifikasi laporan Musrenbang dan menandatanganinya ‘ Draft Musrenbang 15 Menit |Laporan Musrenbang
11. |Mendistribusikan dan mengarsipkan Laporan Musrenbang .. |Laporan Musrenbang, Bukti Distribusi,
(D |Laporan Musrenbang 15 Menit Arsip
830 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr. Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.




Pangkat : Pembina
Nip : 19831130 201001 1 024



Nomor 61
a KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal Pen?b.uatan 07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Nama SOP Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 1 1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Pembangunan Daerah; 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Pembangunan Daerah;

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
SOP Administrasi surat masuk dan keluar; - Printer;
SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan; - ATK;
SOP Rapat Koordinasi. - Komputer/PC;
- Ruang Rapat;
- Internet.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
Musrenbang dilaksanakan pada awal tahun anggaran - Rekap Musrenbang Kelurahan;

- SK Susunan Tim Musrenbang Kecamatan;

- Skala Prioritas;




- Laporan Hasil Kegiatan Musrenbang Kecamatan.

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Tim
JFU Kasi Sekcam | Musrenban [ Camat Kelengkapan Waktu Output
]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menerima dan merekap hasil Musrenbang Kelurahan dalam bentuk Tentatif
format pra musrenbang (@D Rekap Musrenbang Kelurahan, Format Laporan | | - |Format Laporan Pra Musrenbang
2. |Mem-Verifikasi hasil Musrenbang Kelurahan Tentatif
1] Format Laporan Pra Musrenbang Format Laporan Pra Musrenbang
Kecamatan
3. [Membentuk Tim Musrenbang Kecamatan i
ueHm g ] Format Laporan Pra Musrenbang Tentalit o o\ isunan Tim Musrenbang Kecamatan
Kecamatan
4. |Menyelenggarakan koordinasi untuk mencermati rekapitulasi hasil ¢ |ousunan Komist, Dratt Ustran pe
Musglenbagrl\gg Kelurahan P |:| Rekap Musrenbang Desa, Format Laporan KTentat|tf Komisi, Pedoman Skala Prioritas, Tata
ecamatan |- .
5. |Melaksanakan kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Susunan Komisi, Draft Usulan per Komisi, Tentatif o
|:| L . Skala Prioritas, Utusan Musrenbang Kota
Pedoman Skala Prioritas, Tata Tertib Kecamatan
6. |Membuat laporan hasil kegiatan Musrenban i i i
p ) g :I Skala Prioritas, Utusan Musrenbang Kota Tentatif  |Draft Laporan Hasil Kegiatan
Kecamatan |Musrenbang
7. |Menandatangani laporan Musrenbang Kecamatan Tentatif
|:| Draft Laporan Hasil Kegiatan Musrenbang Laporan Hasil Kegiatan Musrenbang
Kecamatan
8. |Menggadakan Laporan Hasil Musrembang dan mengirimkan ke . ) Tentatif |Laporan Hasil Kegiatan Musrenbang,
Bappelitbangda, serta mengarsipkannya () Laporan Hasil Kegiatan Musrenbang Kecamatan [Bukti Distribusi

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr. Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19831130 201001 1 024



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 62

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan

Nama SOP Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada OPD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Minimal D3;

Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
Memahamai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
Kasubag/Kasubbid: pendidikan minimal S1;

o~ e

Menguasai Komputer (Ms Word dan Ms Exel) dan Aplikasi Perencanaan Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan RKPD;
SOP Penyusunan Surat Keputusan;
SOP Administrasi surat masuk dan keluar.

- Peraturan/Undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ATK;

- Komputer;

- Printer.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika SOP penyusunan dokumen RKPD tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan keterlambatan penetapan RKPD yang berarti
penetapan KUA, PPAS dan APBD juga akan terlambat.

- Penyimpanan dokumentasi secara manual dalam arsip dokumen perencanaan dan data
elektronik dalam bentuk softcopy;
- Dokumentasi kegiatan.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kasubag | Bidang . Kepala .
Program P2EP Sekretaris Badan Bupati Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menyusun SK Bupati tentang Tim Penyusun RKPD Kabupaten Surat Edaran Bupati tentang Jadwal 840 Menit SK Tim Penyusun RKPD Kabupaten
Kepulauan Selayar C) Perencanaan Tahunan ! Kepulauan Selayar
2. |Melakukan penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Kepulauan ., |Data kebijakan dan indikator
Selayar tentang pembangunan tahun rencana :I RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 1260 Mentt pembangunan tahun rencana
3. |Menyusun draft rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan I:l Data Evaluasi dan Data-data Pembangunan 4200 Menit Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Selayar dari bidang ! Kepulauan Selayar
4. |Mengoreksi draft rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Selayar, apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada ‘ Draft Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar| 840 Menit |Kepulauan Selayar diparaf Kasubag
perencana Program
5 gemenkda drgﬂ rancanggn awal RKI.:D. Kabupgten Kepulauan Draft Awal RKPD Kabupaten Kepulauan ., |Rancangan Awal RKPD Kabupaten
elayar, apabila da perbaikan/koreksi dikembalikan kepada Kasubag ) 420 Menit ) .
Program Selayar yang sudah diparaf Kasubag Program Kepulauan Selayar diparaf Sekretaris
6 genyebarluaskan draft rancangan awal RKPD. Kabupaten Kepulauan Draft Rancangan Awal RKPD Kabupaten ., |Form masukan dari stakeholders
elayar kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten :l Keoulauan Selavar 420 Menit embanaunan
Kepulauan Selayar P y P 9
7 I\K/Ienerlma masukan draﬁ rancangan awal RKPD Kabqpaten Draft Rancangan Awal RKPD Kabupaten .. |Laporan hasil verifikasi rancangan RKPD
epulauan Selayar dari stakeholders pembangunan di Kabupaten :| . . 2940 Menit
Kepulauan Selayar sudah diparaf Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar
Kepulauan Selayar
8. [Mengoreksi draft rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Draft Rancangan Awal RKPD Kabupaten . )
Selayar 1 Kepulauan Selayar 1260 Menit [Kepulauan Selayar diparaf Kasubag
Program
9. [Mengoreksi draft rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan Draft R Awal RKPD Kabupat Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Selayar, apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada ‘ Kra | ancasnglan wa abupaten 840 Menit [Kepulauan Selayar diparaf Kasubag
Sekretaris epulauan Selayar Program
10. |Menetapkan Ranwal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, apabila Rancangan Awal RKPD Kabupaten
ada perbaikan dikembalikan kepada Sekretaris |:| E;affjlzgﬁagg;n:wal RKPD Kabupaten 420 Menit |Kepulauan Selayar yang sudah
P y ditetapkan
11. [Menyebarluaskan rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan
Selayar kepada OPD sebagai dasar pembuatan rancangan awal :| Rancangan Awal RKPD 420 Menit | Tanda Terima dari OPD
Renja OPD
12. [Menyusun rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar ‘ Data Evaluasi dan Data-data Pembangunan 4200 Menit Rancangan Awal RKPD Kabupaten
dari bidang en Kepulauan Selayar
13. |Mengoreksi draft rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, Rancangan Awal RKPD Kabupaten

apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada perencana

Draft Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan
Selayar

840 Menit

Kepulauan Selayar diparaf Kasubag
Program




Memeriksa draft rancangan akhir RKPD Kabupaten Kepulauan
Selayar, apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada
Kasubag Program

Draft Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan
Selayar yang sudah diparaf Kasubag Program

420 Menit

Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Kepulauan Selayar diparaf Sekretaris

15. |Menyebarluaskan draft rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan F kan dari stakehold
Selayar kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten ] Draft Rancangan RKPD 420 Menit orn;)masu an dari stakenolaers
Kepulauan Selayar pembangunan
16. g/lenenma masukan draft rancangan RKPD quupaten Kepulauan Draft Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan ., |Laporan hasil verifikasi rancangan RKPD
elayar kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten [ ] . ) 2940 Menit
Selayar yang sudah diparaf Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar
Kepulauan Selayar
17. |Mengoreksi draft rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Draft Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan 1260 Menit Draft awal RKPD Kabupaten Kepulauan
Selayar ! Selayar diparaf Kasubag Program
18. [Mengoreksi draft rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, Rancangan Awal RKPD Kabupaten
apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada perencana ‘ g;‘: Z{rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan 840 Menit [Kepulauan Selayar diparaf Kasubag
y Program
19. |Menetapkan Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, Rancangan Awal RKPD Kabupaten
apabila ada perbaikan dikembalikan kepada Sekretaris ‘ S:Ir;czr:gan RKPD Kabupaten Kepulauan 420 Menit |Kepulauan Selayar yang sudah
y ditetapkan
20. |Menyebarluaskan rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar _ Penayangan Rancangan RKPD di Media
kepada stakeholders pembangunan |:| tag)hft dan rancangan RKPD format Publikasi 4200 Menit [Massa dan penyebaran angket ke
stakeholders lainnya
21. |Menyusun rancangan akhir RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Data Evaluasi dan Data-data Pembangunan 2100 Menit Rancangan Awal RKPD Kabupaten
dari bidang ! Kepulauan Selayar
22. |Mengoreksi draft rancangan akhir RKPD Kabupaten Kepulauan . Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Selayar, apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada E;aﬁzigﬁasrgzn:khlr RKPD Kabupaten 840 Menit [Kepulauan Selayar diparaf Kasubag
perencana P y Program
23. |Memeriksa draft rancangan akhir RKPD Kabupaten Kepulauan Draft Rancangan Akhir RKPD Kabupaten
Selayar, apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada Kepulauan Selayar yang sudah diparaf 420 Menit g;?: 2;”;' ::(al;’ge}fj;:?;ten Kepulauan
Kasubag Program Kasubag Program yardip
24. |Menyebarluaskan draft rancangan akhir RKPD Kabupaten Form masukan dari stakeholders
Kepulauan Selayar kepada stakeholders pembangunan Kabupaten :| Rancangan Akhir RKPD 420 Menit embanaunan
Kepulauan Selayar P 9
25. |Menerima masukan draft rancangan akhir RKPD Kabupaten . o
Kepulauan Selayar kepada stakeholders pembangunan Kabupaten |:| Eraft IRancagglan Akh';R:z,D Kafbglp:tetn ) 2100 Menit Ika;t))orant ha;" ver;ﬁkasgar;cangan RKPD
Kepulauan Selayar epulauan Selayar sudah diparaf Sekretaris abupaten Kepulauan Selayar
26. |Mengoreksi draft rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Draft Rancangan Akhir RKPD Kabupaten 1260 Menit Draft awal RKPD Kabupaten Kepulauan
Kepulauan Selayar ! Selayar diparaf Kasubag Program
27. |Mengoreksi draft rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, Rancangan awal RKPD Kabupaten

apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada perencana

¢

Draft Rancangan Akhir RKPD Kabupaten
Kepulauan Selayar

840 Menit

Kepulauan Selayar diparaf Kasubag
Program




28. |Menetapkan Rancangan akhir RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, . Rancangan Awal RKPD Kabupaten

apabila ada perbaikan dikembalikan kepada Sekretaris |:| Efﬁ:igﬁasr]g;naékgrg d[;:f Zizf:tign 420 Menit |Kepulauan Selayar yang sudah
P yaryang P ditetapkan

29. |Menyerahkan Rancangan akhir RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Penayangan Rancangan RKPD di Media
kepada Bupati Kepulauan Selayar untuk ditetapkan menjadi :| Rancangan Akhir RKPD 420 Menit |Massa dan penyebaran angket ke
Peraturan Bupati stakeholders lainnya

30. [Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kepulauan ) . ., |Peraturan Bupati tentang RKPD
Selayar Tahun Rencana Persetujuan Bupali 1260 Mentt Kabupaten Kepulauan Selayar

31. |Rancangan akhir RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar

Data Evaluasi dan Data-data Pembangunan
dari bidang

60 Menit

didokumentasikan dan diarsipkan
sebagai bahan penyusunan program

39540 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr. Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19831130 201001 1 024




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 63

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Nama SOP Daerah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Ne
RI Nomor 4846);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/K

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomo
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengetahui tugas dan fungsi pengolah data dan informasi;
Mengetahui tugas dan fungsi jabatan;

Mengetahui tata cara pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
Mengetahui jaringan internet serta penggunaan aplikasi.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Administrasi surat masuk dan keluar;
SOP Pengelolaan Data dan Informasi.

Komputer/PC;

Printer;

ATK;

Lembaran Kerja;

Aplikasi Informasi, Komputer, Jaringan Internet;
Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Apabila pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tidak berjalan dengan baik maka keterlambatan informasi, validasi dan akurasi data mempenga
kecepatan pekerjaan sehingga berimplikasi terhadap kinerja.

Aktivitas pelaksanaan pengelola data dan informasi dicatat dan didata sebagai dokumen atau
bahan laporan pengolah data dan informasi




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
Kepala Kabid P2EPD F”:‘&ﬂf;i;’t::'b StaflPelaksana Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Memerintahkan Kepala Bidang untuk melaksanakan kegiatan N .
pengumpulan data dan pengolahan D TOR dan RAB 15 Menit [Disposisi Kepala Badan
2. |Memerintahkan Kepala Sub Bidang untuk menyusun konsep )
pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah |:| TOR dan RAB 30 Menit |Konsep pengumpulan data
3. |Menyusun pedoman teknis pengumpulan data dan
pengolahan data kinerja pembangunan daerah dan diteruskan |:| T.OR dan RAB, format konsep yang telah 120 Menit [Konsep pengumpulan data
ke staf/ pelaksana ditentukan
4. |Membuat dan mencetak draft konsep pengumpulan data dan Bahan-bahan yang diperlukan dalam .
dilaporkan kepada Kepala Sub Bidang 1 pembuatan konsep 60 Menit |Draft konsep pengumpulan data
> l(\l/l:nnrennemn:rizﬂanr:T(Zg}(();i;slgdé?;tat\(;nsep pengumpuian data ‘ Draft konsep pengumpulan data 45 Menit (Draft konsep pengumpulan data
6. |Mengoreksi dan memaraf draft konsep pengumpulan data, ‘ Draft konsep pengumpulan data yang 15 Menit Draft konsep pengumpulan data yang
kemudian meneruskan ke Kepala Badan telah dikoreksi telah dikoreksi
7. [Mengoreksi dan menandatangani draft konsep pengumpulan Draft konsep pengumpulan data yang . |Draft konsep pengumpulan data yang
data dan diteruskan ke Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti telah dikoreksi 15 Menit |- dikoreksi
8. [Memerintahkan Kepala Sub Bidang untuk mendistribusikan Draft konsep pengumpulan data yang . |Konsep pengumpulan data yang telah
i di I:l - - 15 Menit | . : AR
konsep pengumpulan data yang telah selesai dibuat telah dikoreksi dikoreksi dan siap didistribusikan
9. |Memerintahkan staf/pelaksana untuk mendistribusikan Konsep pengumpulan data yang telah Konsep pengumpulan data yang telah
pengumpulan data pada seluruh bidang dilingkup badan dan 1 dikoreksi dan siap didistribusikan 60 Menit | iy oreksi dan siap didistribusikan
Sekretariat Daerah
10. [Mendistribusi dan mengkonfirmasi kembali melalui telepon, K lan dat telah
selanjutnya membuat laporan perkembangan dan diteruskan |:| onsep pengumpuian dasa yang fela 60 Menit |Data dan statistik
ke Kepala Sub Bidang dikoreksi dan siap didistribusikan
11. [Memberikan arahan dan meneruskan ke staf/pelaksana untu Data profil perencanaan pembangunan N . .
melakukan penginputan data :l daerah 15 Menit [Disposisi/Instruksi
12. |Melakukan input dan mengolah data yang diterima untuk Data profil perencanaan pembangunan . .
diteruskan kepada Kepala Sub Bidang |:| daerah 120 Menit [Pengimputan dan Pengolahan data
13. |Mengoreksi apabila ada yang perlu diperbaiki dan Data orofil perencanaan pembanaunan
memberikan arahan kepada staf atas draft hasil olahan ‘ daera‘:l P P g 30 Menit |Draft hasil olahan data
kemudian diteruskan ke Kepala Bidang
14. |Mengoreksi apabila ada yang perlu diperbaiki dan kemudian Data profil perencanaan pembangunan 15 Menit |Draft hasil olahan data

meneruskannya kepada Kepala Sub Bidang

daerah

‘o




15. [Memberikan Instruksi kepada staf/pelaksana untuk ) ) .
memperbaiki, mencetak dan menyimpan dalam file data (filling) Draft hasil olah data 15 Menit | Drat hasil olahan data
16. |Memperbaiki, mencetak dan menyimpan dalam file data (filling) Draft hasil olah data 60 Menit [Hasil olahan data untuk diarsip
690 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr.Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina

Nip : 19831130 201001 1 024




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 64

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
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BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi

Nama SOP Perencanaan Pembangunan SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

- Peraturan Presiden Rl Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara|
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

w

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Memahami Implementasi data dan informasi secara elektronik;

Memahami peraturan perundangan terkait satu data Indonesia;

Pendidikan minimal lulusan D3;

N o o o~

Penguasaan pemahaman tentang statistik.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Administrasi surat masuk dan keluar;
SOP Pengelolaan Data dan Informasi.
SOP Pengendalian Arsip.

- Komputer/PC;

- Printer;

- Aplikasi Informasi, Komputer, Jaringan Internet;
- ATK;

- Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak dapat dihasilkan Dokumen Data Prioritas tahun N yang optimal

- SKTim Forum Data;
- Undangan;
- Skala Prioritas;




- Dokumen Data Prioritas Tahun N.

Pelaksana Baku Mutu
N Ursian Prosed Pembina
0. raian Frosedur Kabid Kepala Kabag .| Data/Wali
P2EPD Badan Hukum Sekda Bupati Data Kelengkapan Waktu Output
Pendukung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Mempersiapan sikllus perencanaan Data tahun N C) Komputer, ATK 420 Menit |Perencanaan tahun N
2. |Membuat draft SK Tim Forum Data
|:| Perencanaan data tahun N 30 Menit [Draft SK Tim Forum Data
3. |Memeriksa dan memaraf draft SK Tim Forum Data
‘ Draft SK Tim Forum Data 15 Menit |Draft SK Tim Forum Data
4. |Memeriksa dan memaraf draft SK Tim Forum Data
‘ Draft SK Tim Forum Data 15 Menit [Draft SK Tim Forum Data
5. |Memeriksa dan memaraf draft SK Tim Forum Data
‘ Draft SK Tim Forum Data 15 Menit |Draft SK Tim Forum Data
6. |Memeriksa dan menandatangani SK Tim Forum Data Draft SK Tim Dat 15 Menit [SK Tim F Da
‘ ra im Forum Data eni im Forum Data
7. |Mengundang forum data yang terdiri dari pembina data, wali ) .
data, wali data pendukung |:| SK Tim Forum Data 30 Menit |Undangan
8. [Membahas data prioritas tahun N dan penandatangan _ |Daftar Hadir, Notulen Rapat, Berita
bersama berita acara hasil forum data [ ] |undangan 300 Menit |, o
9. |Menyusun dokumen data prioritas tahun N hasil forum data Daftar Hadir, Notulen Rapat, Berita ) o
|:| Acara 60 Menit [Dokumen Data Prioritas tahun N
10. [Melaporkan hasil pengkoordinasian pengelolaan data dalam
forum data kepada Bl?pati ¢ |:| Dokumen Data Prioritas tahun N 30 Menit |Dokumen Data Prioritas tahun N
11. [Mendistribusikan dokumen data prioritas tahun N ke pembina o N )
data, wali data, wali data pendukung serta Arsip (@D Dokumen Data Prioritas tahun N 30 Menit |Distribusi dan Arsip
960 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr.Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19831130 201001 1 024




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

65
07

Februari 2024

Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Nama SOP Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelayanan Informasi Publik;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pendidikan Minimal D Ill;
Memahami peraturan perundang-undangan tentang data;

Memahami konsep basis data berikut manajemennya;
Dapat mengoperasionalkan perangkat lunak pengolah data;

Dapat mengoperasionalkan perangkat lunak pengolah kata dan tabel;
Mampu menyajikan data.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar;
- SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan;
- SOP Rapat Koordinasi.

Peraturan perundang-undangan tentang data;

Server, komputer/laptop, printer dan jaringan komputer yang terkait dengan basis data;
Perangkat lunak pengolah data dan tabel.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilakukan maka Penyusunan Informasi Hasil Perencanaan dan Dokumentasi Pembangunan sebagai salah satu
bahan penyusunan rencana pembangunan tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran datanya;

Data Statistik Daerah.

| Pelaksana

Baku Mutu




No.

Uraian Prosedur

Kepala | Sekretaris Kabid Kasubid | Operator Caraka Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menentukan/menginventarisasi jenis data yang akan Undang-undang, Permen, Perda,
dikumpulkan t.ian dianalisis serta melaksanakan koordinasi Perbup, SK Bupati, SE Bupat, 1080 Menit |Rencana Kegiatan
Internal (Persiapan) DPA, Peraturan perundang-
undangan
2. |Membuat Form Isian data Alat tulis, Komputer, kertas,
] perangkat lunak pengolah kata 240 Menit |Form Isian Data
dan tabel
3. |Mengoreksi form isian data dan membuat surat permohonan ) ) ) Form isian data yang sudah dikoreksi
personil Tim Pelaksana Kegiatan Alat tulis, kertas, komputer, printer [ 1260 Menit SKTim
4. |Mengirimkan surat permohonan personil Tim Pelaksana E Kendaraan, agenda surat keluar, 60 Ment Surat permohonan personil kepada instansi
Kegiatan buku ekspedisi " |dan SkPD
5. [Membuat SK Tim Pelaksana Kegiatan dan membuat surat Alat tulis, kertas, komputer, . Surat undangan kepada instansi &
- : ! oo 1680 Menit
undangan rapat koordinasi 1 printer, data personil Tim SKPD
Pelaksana Kegiatan SK Tim
. |Mengiri t und t koordinasi kepada BPS
6 lengirim surat undangan rapat koordinasi kepada E Eﬁ:jzzir;d?genda surat keluar, 60 Menit |Surat undangan terkirim sampai ke BPS
7. |Melaksanakan rapat koordinasi i
P | _|| ﬁlaa;itrulls, Laptop, LCD, Daftar 240 Menit [Data dan informasi hasil analisis BPS
8. |Mengirimkan form isian data yang akan dikumpulkan, diolah Kendaraan, agenda surat keluar, . L
dan dianalisis kepada BPS I buku ekspedisi 420 Menit [Data yang sudah diverifikasi
9. [Menerima hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data 1 | Alat tulis, komputer, perangkat 120 Menit Konsep dokumen publikasi
dari BPS L1 lunak pengolah kata dan tabel en Data hasil verifikasi
10. |Memverifikasi data yang diperoleh Alat tulis, komputer, perangkat .. |Konsep dokumen publikasi yang sudah
1260 Menit | .. )
lunak pengolah kata dan tabel dikoreksi
11. [Membuat konsep dokumen profil pembangunan dan n ’ ’ ) I
mengajukannya kepada Kasubid Data dan Informasi |_ !H:it gi:gg:iﬂ Eitf Azirffg‘l:? t 2100 Menit |Draft dokumen publikasi
12. |Mengoreksi konsep dokumen profil pembangunan daerah | Alat tuls, konsep dokumen 420 Menit Qraft dol.<umen publikasi yang sudah
| dikoreksi
13 {Mengoreksi dan mengajukan draft dokumen profi | Alat tulis, draft dokumen publikasi | 120 Menit |Draft dokumen publikasi
pembangunan daerah |
14. Menelltl,.mengorekm dan memberikan persetujuan dan ‘ | Alat tuls, draft dokumen publikasi 120 Menit Qraft dol.<umen .publlka5| yang sudah
memberikan paraf | dikoreksi dan diparaf
15. |Menandatanganani dokumen profil pembangunan daerah i Alat tulis, Draft dokumen publikasi 15 Menit |Dokumen publikasi

yang sudah dikoreksi dan diparaf




16.

Mencetak / menggandakan dokumen profil pembangunan

UK

Dokumen publikasi telah

daerah Dokumen publikasi 2940 Menit digandakan/dicetak
17. |Melaksanakan Ekspose Publikasi dokumen profil Dpkumen pupl|ka3| yang telah 300 Menit [Dokumen publikasi telah diekspose
pembangunan daerah digandakan/dicetak
18. |Mempublikasikan dan Updating Data dokumen profil o _ L
pembangunan daerah secara online pada Website gotumen publikasi yang telah 3000 Menit SOKU(TTn publikasi tlfalahddlpu?flll.kamkan dan
BAPPELITBANGDA maupun secara offline Iekspose ' update secara oniine dan ofine
15435 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr. Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19831130 201001 1 024




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 66
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan

Nama SOP Pembangunan Daerah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

o N

Kepala : Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Fisipol, Ekonomi, Hukum, Teknik;

Kepala Bidang : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Statistika,Sospol, Ekonomi, Hukum;

Fungsional : S1 - S2 diutamakan Teknik, Sospol, Ekonomi, atau bidang studi yang relevan;

Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran, S1 diutamakan Ekonomi,
Teknik, Statistika.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk;
SOP Administrasi surat keluar.

DPA BAPPELITBANGDA,;

DPA SKPD terkait;

Data pelaksanaan program/kegiatan SKPD terkait;
Kuesioner/Instrumen Money;

Alat Tulis Kantor, Komputer, LCD, Printer, Stempel;
SK tim Money;

Dokumen RKPD.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika monitoring dan evaluasi tidak terlaksana dengan baik berpengaruh pada outcome dan inpact kegiatan.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan terkait dengan
capaian outcome dan impact yang diharapkan dan sebagai umpan balik bagi pembangunan.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur
Kepala | Sekretaris Kabid Kasubid Staf Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |[Menyusun Tim Monitoring dan Evaluasi
y ¢ C) DPA Bappelitbangda 30 Menit |SK Tim Monitoring dan Evaluasi
2. |Melaksanakan rapat Tim Monev untuk Persiapan Pelaksanaan ' L ) ., |Program/Kegiatan yang menjadi sasaran
Monitoring dan Evaluasi | | | | | | SK'Tim Monitoring dan Evaluasi 60 Menit Monitoring dan Evaluasi
3. |Membuat und tuk SKPD terkait rak ' .
embuat Uncangan Unu ereart raxor |:| ATK, Komputer dan Printer 15 Menit [Undangan untuk SKPD terkait rakor
4. |Melaksanakan rakor paparan SKPD tentang program/kegiatan . . Data pelaksanaan dan lokasi program/
sasaran kegiatan Monev | | || | | | | [ | Undangan rapat persiapan Monitoring dan 120 Menit |kegiatan sasaran Monitoring dan
9 Evaluasi dengan SKPD terkait en Eviluasi 9
5. |Menyusun jadwal Monitoring dan Evaluasi Data dari SKPD terkait tentang program/
(. kegiatan dan lokasi sasaran Monitoring dan 15 Menit |Jadwal Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi
6. |Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke lokasi pelaksanaan " . ) L .
program/kegiatan yang menjadi sasaran monev [ | [ | | |  |Jadwal Monitoring dan Evaluasi 2940 Menit [Monitoring dan Evaluasi terlaksana
7. |Mengolah data dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi |:| Data hasil Monitoring dan Evaluasi 30 Menit E\r/aafltulé_;iporan Hasil Monitoring dan
8. M ksi draft | hasil monitoring d luasi i itori
beerFe?n(;;gSI raltfaporan hasi montloring dan evaluast secara ‘ Draft Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 20 Menit E\r,zfllu:?;;;:: E:k'\::)enl::nng dan
9. [Membaca, mencermati dan memaraf laporan hasil monitoring dan ‘ Draft Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 20 Menit Draft Laporan Hasil Monitoring dan
evaluasi yang telah dikoreksi oleh Kasubid Evaluasi yg telah diparaf
10. |Mencermati, melakukan evaluasi redaksional dan memaraf laporan Draft Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 15 Menit Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
hasil monitoring dan evaluasi yang telah diparaf Kabid en yang telah diparaf Sekretaris
11. |[Membaca dan menandatangani laporan hasil monitoring dan evaluasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang . [laporan hasil Monitoring dan Evaluasi
1 10 Menit
telah diparaf Sekretaris telah di ttd Kaban
12. |Menggandakan (mencetak) dan mengirim laporan hasil monitoring | hasil pelak Monitoring d L hasil Monitorina dan Evaluasi
dan evaluasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Sekda, (: aporan hasil pelaksanaan Wonioring dan 420 Menit aporan hasil fonitoring dan Evaluas!
Evaluasi telah dikirim
dan Seluruh Kepala SKPD
3695 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr. Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19831130 201001 1 024




) Nomor 67
é KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal Pen?b.uatan 07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR e K BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Nama SOP Penyusunan Rencana Pemba&‘:’;‘;‘:a“t::;l‘&';: Menengah Daera

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Kepala: Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Fisipol, Ekonomi, Hukum, Teknik;

2. Kepala Bidang : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Statistika,Sospol, Ekonomi, Hukum;

3. Fungsional : S1 - S2 diutamakan Teknik, Sospol, Ekonomi, atau bidang studi yang relevan;

4. Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran, S1 diutamakan Ekono
Teknik, Statistika.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan SK Tim;

- SOP surat menyurat;

- SOP Rapat;

- SOP Penyusunan Peraturan Daerah.

- Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Keuangan;
- Dokumen Perencanaan lainnya baik nasional, provinsi maupun kabupaten;

- Data-data statistik 5 Tahun terakhir;

- Komputer dan aplikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabila SOP tidak diterapkan maka penetapan RPJMD dapat terlambat;
Keterlambatan penetapan akan berpengaruh pada pencapaian target kinerja Bupati.

- RPJMD memuat visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih, berpedomanpada RPJP dan
RTRW Kabupaten, memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsiserta RPJMD dan RTRW Kabupaten
lainnya.

- Hasil Akhir adalah Dokumen RPJMD (dokumen perencanaan daerah untukperiode 5 tahun)

- RPJMD paling lambat ditetapkan (6 bulan) setelah Bupati terpilih dilantik.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Bupati S(ﬂ(;::::s Kepala ] Kabid Sub Pengolah"
Badan | SeKretars | ooeon | koordinator | 93" DP:tr;yajl Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. |[Menyampaikan Naskah Visi, Misi dan Program Kerja Naskah Visi, Misi dan Pro
yang telah dipaparkan pada Rapat Paripurna Istimewa C) Naskah Visi, Misi dan Program Kerja 120 Menit Arahan Bupati
DPRD kepada Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti
2. |Menerima dan membaca naskah Visi, Misi dan Naskah Visi, Misi dan Program Kerja Naskah Visi, Misi dan Pro
Program Kerja serta arahan Bupati selanjutnya Arahan Bupati Arahan Sekda
memberikan arahan dan memerintahkan Kepala |:| 120 Menit o
) Disposisi
Bappelitbangda untuk memproses Penyusunan
RPJMD
3. |Menerima Dokumen Visi, Misi dan Program Kerja Naskah Visi, Misi dan Program Kerja Naskah Visi, Misi dan Pro
Bupati terpilih, selanjutnya memerintahkan kepada Bupati ) Bupati
Sekretaris untuk melakukan rapat koordinasi internal. :l Arahan Sekda 120 Menit Disposisi
Disposisi
4. [Melaksanakan koordinasi internal Naskah Visi, Misi dan Program Kerja .
Bappelitbangda Bupat Notulen Hasil Rapat
:I Disposisi 240 Menit Kajian awal terhadap Visi
Kerja Bupati
5. |Menerima, menelaah hasil rapat selanjutnya . Notulen Hasil Rapat Notulen Hasil Rapat
memerintahkan dan memberikan arahan tindak lanjut Kajian awal terhadap Visi, Misi, Program Kajian awal terhadap Visi
kepada Sub Koordinator Bidang I:l Kerja Bupati 240 Menit Keria Bupati
Disposisi
Arahan tindak lanjut
6. |Merumuskan rencana tindaklanjut sesuai arahan dan Notulen Hasil Rapat Disposisi
menginventarisir data, materi dan bahan yang i Kajian awal terhadap Visi, Misi, Program Daftar Data, Bahan, dan !
diperlukan, dan memerintahkan pengolah dan penyaji I:l Kerja Bupati 840 Menit perlu disiapkan
data untuk menyiapkan data, bahan, dan memproses S
} Disposisi
SK tim
Arahan tindak lanjut
7. |Mengumpulkan, melengkapi dan menyajikan data, . Data, Bahan, Peraturan P
. : Disposisi .
bahan, materi yang diperlukan dan memproses I:l ) undangan, Materi penyus
SK Tim dan melaporkan kepada Sub Koordinator Daftar Data, Bahan, dan Materi yang 2100 Menit SK Tim
perlu disiapkan
8. Menelrima data, bahan,ldan. materi dan SK Tim o I:l Data, Bahan, Peraturan Perundang- Data, Bahan, Peraturan P
selanjutnya Mengkoordinasikan pelaksanaan Orientasi undangan, Materi penyusunan undangan, Materi penyus
Tim dan Penyusunan agenda kerja Tim dan 1680 Menit

melaporkan hasil persiapan penyusunan RPJMD
kepada Kepala melalui Kepala Bidang dan Sekretaris

SK Tim

Agenda Kerja Tim




Mencermati Laporan selanjutnya memerintahkan untuk
menidaklanjuti dengan proses penyusunan Rancangan

-4

Data, Bahan, Peraturan Perundang-
undangan, Materi penyusunan RPJMD

Data, Bahan, Peraturan P
undangan, Materi penyus

Awal RPJMD - Agenda Kerja Tim 420 Mentt - Agenda Kerja Tim
- Disposisi
10. [Mengkoordinasikan Tim dalam Penyusunan dan - Data, Bahan dan Materi RPJMD
Penyajian Rancangan Awal RPJMD dan melaporkan - Agenda Kerja Tim 6300 Menit [Rancangan Awal RPJMD
hasil kepada kepala Badan melalui sekretaris - Disposisi
11. |Menelaah, Mencermati, mengkoordinasikan - Rancangan Awal RPJMD
Rancangan Awal RKPD dengan SKPD dan I:l Rancangan Awal RPJMD 2100 Menit Hasil konsultasi publik Ma
melaksankan konsultasi publik " konsultasi publik
12. |Mengkompilasi hasil konsultasi Publik sebagai bahan - Rancangan Awal RPJMD - Rancangan Awal RPJMD
penyempurnaan Rancangan Awal - Hasil Masukan dari konsultasi publik 840 Menit Kompilasi Hasil, Masukan
" publik
13. |Mengkoordinasikan Tim dalam menyempurnakan - Rancangan Awal RPJMD
Rancangan Awal RKPD dan melaporkan hasil kepada Kompilasi Hasil, Masukan dari konsultasi | 4200 Menit |Rancangan Awal RPJMD Hasil p
kepala melalui Sekretaris " publik
14. [Menerima, Menelaah, dan Mengoreksi selanjutnya Rancangan Awal RPJMD
menyampaikan Rancangan Awal RPJMD kepada |:| Rancangan Awal RPJMD Hasil penyempurnaan | 840 Menit| ~  penyempuraan
Bupati Melalui Sekretaris Daerah - Nota Dinas
15. |Menerima Rancangan Awal RPJMD, menyampaikan Rancangan Awal RPJMD Hasil Rancangan Awal RPJMD
mengajukan kebijakan umum dan program " penyempurnaan " penyempurnaan
pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi - Nota Dinas 4200 Menit |~ Nota Pengantar Kesepak:
rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan kepada DPRD untuk dibahas dan
memperoleh kesepakatan
16. |Menerima Rancangan Awal RPJMD dari Bupati dan Rancangan Awal RPJMD Hasil Rancangan Awal RPJMD
Hasil kesepakatan dengan DPRD selanjutnya " penyempumaan ) " penyempurnaan
memerintahkan kepala Bappelitbangda memproses - Kesepakatan DPRD 420 Menit | Kesepakatan DPRD
tahapan penyusunan RPJMD - Disposisi
17. [Menerima kembali Ranwal, Kesepakatan DPRD dan - Ranwal RPJMD Hasil penyempurnaan - Ranwal RPJMD Hasil per
disposisi Sekda, memeritahkan penyusunan surat I:l - Kesepakatan DPRD 4200 Menit | -  Kesepakatan DPRD
Edaran & pendampingan Penyusunan Renstra SKPD o R
- Disposisi - Disposisi
18. |Mengkoordinasikan Tim dalam Penyusunan - Ranwal RPJMD Hasil penyempurnaan
Rancangan RPJMD - Disposisi 4200 Menit |Rancangan RPJMD
- Rancangan Renstra SKPD
19. |Menyiapkan, Mengkoordinasikan dan Melaksanakan - Rancangan RPJMD )
Musrenbang RPJMD I:l  Usulan I?Iasil Musrenbang Kecamatan 2100 Menit [Kesepakatan Musrenbang RKPD
20. [Mengkompilasi Hasil Musrenbang RPJMD sebagai
bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Kesepakatan Musrenbang RKPD 2100 Menit [Kompilasi Kesepakatan Musrenb
Rancangan Akhir RPJMD
21. [Mengkoordinasikan Tim dalam merumuskan
Rancangan Akhir RPJMD dan menyampaikan hasil Kompilasi Kesepakatan Musrenbang RKPD 4200 Menit [Rancangan Akhir RPJMD

penyusunan kepada Kepala




22. |Menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada . ) - Rancangan Akhir RPJMD
Bupati melalui Sekretaris Daerah Rancangan Akhir RPJMD 420 Menit | Nota Dinas

23. |Menerima Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya I:I ) ) - Rancangan Akhir RPJMD
Mengkonsultasikan kepada Gubernur Rancangan Akhir RPJMD 8400 Menit Hasil Konsultasi

24. [Menerima, menindaklanjuti hasil konsultasi dan I:I - Rancangan Akhir RPJMD . ) .
melaporkan hasil tindak lanjut kepada Gubernur - Hasil Konsultasi 2100 Menit (Rancangan Akhir RPJMD Hasil K

25. |Menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD yang sudah
dikonsultasikan kepada DPRD untuk ditetapkan |:| Rancangan Akhir RPJMD Hasil Konsultasi 12600 Menit [Perda RPJMD
menjadi Peraturan Daerah

26. [Menerima, Menggandakan, Mendistribusikan dan Perda RPJMD 2100 Menit |Salinan Perda RPIMD

Mengarsipkan dokumen RPJMD

67200 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDAL
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr. Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina

Nip : 19831130 201001 1 024
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Tanggal Revisi
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BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
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Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Nama SOP Kabupaten/Kota

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1. Kepala: Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Fisipol, Ekonomi, Hukum, Teknik;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 2. Kepala Bidang : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Statistika,Sospol, Ekonomi, Hukum;

Rencana Pembangunan Daerah; 3. Fungsional : S1 - S2 diutamakan Teknik, Sospol, Ekonomi, atau bidang studi yang relevan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 4. Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran, S1 diutamakan Ekono

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Teknik, Statistika.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan SK Tim;

SOP surat menyurat;

SOP Rapat;

SOP Penyusunan Peraturan Daerah.

Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Keuangan;
Dokumen Perencanaan lainnya baik nasional, provinsi maupun kabupaten;
Data-data statistik 5 Tahun terakhir;

Komputer dan aplikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabila SOP tidak diterapkan maka penetapan RPJPD dapat terlambat;
Keterlambatan penetapan akan berpengaruh pada pencapaian target jangka panjang;
Penetapan RPJPD telah diberikan ketentuan dalam UU.

RPJPD memuat visi, misi dan program Kabupaten Kepulauan Selayar untuk jangka waktu 20 taht
berpedoman pada RPJP Provinsi dan Pusat;

Hasil Akhir adalah Dokumen RPJPD (dokumen perencanaan daerah untukperiode 20 tahun)
RPJPD paling lambat ditetapkan (6 bulan) setelah periode RPJPD 2005-2025 berkahir




Pelaksana Baku Mutu
. . Sekretaris - Pengolah
No. Uraian Prosedur Bupat] Daerah Kepala | gonretaris | K319 | gan F?enyaji Kelengkapan Waktu Output
Badan PPEPD
Data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. [Menyampaikan Naskah Visi, Misi dan Program Kerja untuk jangka Naskah Visi, Misi dan Pro
panjang (masa 20 tahun) yang telah dipaparkan pada Rapat Naskah Visi, Misi dan Program Kerja Jangka . .
Paripurna Istimewa DPRD seterusnya ditindaklanjuti oleh Sekda (:) Panjang 120 Menit Arahan Bupat
untuk diproses hingga menjadi Perda SK Tim Penyusun RPJPC
2. |Menerima dan membaca naskah Visi, Misi dan Program Kerja Jangka Naskah Visi, Misi dan Program Kerja T
. ; . ) : Naskah Visi, Misi dan Pro
Panjang Daerah serta arahan Bupati selanjutnya memberikan arahan Jangka Panjang )
dan memerintahkan Kepala Bappelitbangda untuk memproses I:l Arahan Bupat 120 Menit Arahan Sekda
Penyusunan RPJPD Disposisi
3. |Menerima Dokumen Visi, Misi dan Program Kerja Jangka Panjang Naskah Visi, Misi dan Program Kerja Naskah Visi, Misi dan Pro
daerah oleh Bupati, selanjutnya memerintahkan kepada Sekretaris Jangka Panjang . jangka panjang
untuk melakukan rapat koordinasi internal I:l Arahan Sekda 120 Menit Disposisi
Disposisi
4. [Melaksanakan koordinasi internal Naskah Visi, Misi dan Program Kerja .
) ) . Notulen Hasil Rapat
Bappelitbangda dan Tim Penyusun :l Jangka Panjang 240 Menit
Disposisi Kajian awal terhadap Visi
Kerja Jangka Panjang Bu
5. |Menerima, menelaah hasil rapat selanjutnya memerintahkan dan Notulen Hasil Rapat Notulen Hasil Rapat
memberikan arahan tindak lanjut kepada Kabid, Sub Koordinator dan Kajian awal terhadap Visi, Misi, Program Kajian awal terhadap Visi
Tim Penyusun :l Kerja Jangka Panjang 240 Menit Kerja Jangka Panjang Bu
Disposisi
Arahan tindak lanjut
6. |Merumuskan rencana tindaklanjut sesuai arahan dan Notulen Hasil Rapat Disposisi
menginventarisir data, materi dan bahan yang diperiukan, dan Kajian awal terhadap Visi, Misi, Program Daftar Data, Bahan, dan !
memerintahkan pengolah dan penyaji data untuk menyiapkan data, I:l Kerja Jangka Panjang 840 Menit perlu disiapkan
bahan, dan memproses SK tim ) -
Disposisi
Arahan tindak lanjut
7. |Mengumpulkan, melengkapi dan menyajikan data, bahan, materi L Data, Bahan, Peraturan F
. ' Disposisi .
yang diperlukan dan memproses SK Tim dan melaporkan kepada I:l 2100 Menit undangan, Materi penyus
Kepala Bappelibangda Daftar Data, Bahan, dan Materi yang en SK Tim
perlu disiapkan
8. |Menerima data, bahan, dan materi dan SK Tim selanjutnya Data, Bahan, Peraturan Perundang- Data, Bahan, Peraturan F
Mengkoordinasikan pelaksanaan Orientasi Tim dan Penyusunan I:l undangan, Materi penyusunan undangan, Materi penyus
agenda kerja Tim dan melaporkan hasil persiapan penyusunan 1800 Menit

RPJPD kepada Kepala melalui Sekretaris

SK Tim

Agenda Kerja Tim




Mencermati Laporan selanjutnya memerintahkan untuk menidaklanjuti
dengan proses penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Data, Bahan, Peraturan Perundang-
undangan, Materi penyusunan RPJPD

430 Menit

Data, Bahan, Peraturan F
undangan, Materi penyus

:l - Agenda Kerja Tim Agenda Kerja Tim
Disposisi
10. [Mengkoordinasikan Tim dalam Penyusunan dan Penyajian - Data, Bahan dan Materi RPJPD
Rancangan Awal RPJPD dan melaporkan hasil kepada kepala Badan - Agenda Kerja Tim 6300 Menit [Rancangan Awal RPJPD
melalui sekretaris - Disposisi
11. [Menelaah, Mencermati, mengkoordinasikan Rancangan Awal Rancangan Awal RPJPD
RPJMD, RKPD dan RENSTRA dengan SKPD dan melaksankan |:| Rancangan Awal RPJPD 2100 Menit Hasil konsultasi publik Ma
konsultasi publik konsultasi publik
12. |Mengkompilasi hasil konsultasi Publik sebagai bahan penyempurnaan - Rancangan Awal RPJPD Rancangan Awal RPJPD
Rancangan Awal RPJPD 840 Menit ilasi Hasi
- Hasil Masukan dari konsultasi publik E&r:iillam Hasil, Masukan
13. |Mengkoordinasikan Tim dalam menyempurnakan Rancangan Awal - Rancangan Awal RPJPD
RKPD dan melaporkan hasil kepada kepala melalui Sekretaris Kompilasi Hasil, Masukan dari konsultasi | 4200 Menit |Rancangan Awal RPJPD Hasil p¢
" publik
14. |Menerima, Menelaah, dan Mengoreksi selanjutnya menyampaikan Rancangan Awal RPJPD
Rancangan Awal RPJPD kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah |:| Rancangan Awal RPJPD Hasil penyempurnaan | 840 Menit penyempurnaan
Nota Dinas
15. |Menerima Rancangan Awal RPJMD, menyampaikan mengajukan _ Rancangan Awal RPJPD Hasil Rancangan Awal RPJPD
kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah penyempurnaan penyempurnaan
daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai - Nota Dinas 4200 Menit Nota Pengantar Kesepak:
kebutuhan pendanaan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh
kesepakatan
16. [Menerima Rancangan Awal RPJPD dari Bupati dan Hasil ) Rancangan Awal RPJPD Hasil Rancangan Awal RPJPD
kesepakatan dengan DPRD selanjutnya memerintahkan kepala penyempurnaan . penyempurnaan
Bappelitbangda memproses tahapan penyusunan RPJPD hingga - Kesepakatan DPRD 420 Menit Kesepakatan DPRD
Rancangan Akhir Disposisi
17. |Menerima kembali Ranwal, Kesepakatan DPRD dan disposisi Sekda, - Ranwal RPJPD Hasil penyempurnaan Ranwal RPJPD Hasil pen
memeritahkan penyusunan surat Edaran & pendampingan I:l - Kesepakatan DPRD 4200 Menit Kesepakatan DPRD
Penyusunan Renstra SKPD Disposisi Disposisi
- isposisi isposisi
18. |Mengkoordinasikan Tim dalam Penyusunan Rancangan RPJPD - Ranwal RPJPD Hasil penyempurnaan
- Disposisi 4200 Menit |Rancangan RPJPD
- Renstra SKPD
19. [Menyiapkan, Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Musrenbang I:l - Rancangan RPJPD 2100 Menit |Kesepakatan Musrenbang RPJP!
i u
RPJPD - Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan P ¢
20. |Mengkompilasi Hasil Musrenbang RPJPD sebagai bahan Kombilasi Kesepakatan Musrenb
penyempurnaan Rancangan RPJPD menjadi Rancangan Akhir Kesepakatan Musrenbang RPJPD dan RKPD 2100 Menit RKPpD P ‘
RPJPD
21. |Mengkoordinasikan Tim dalam merumuskan Rancangan Akhir o
RPJPD dan menyampaikan hasil penyusunan kepada Kepala Kompilasi Kesepakatan Musrenbang RPJPD 4200 Menit [Rancangan Akhir RPJPD

dan RKPD




22. [Menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati melalui ) . Rancangan Akhir RPJPD
Sekretaris Daerah Rancangan Akhir RPJPD 420 Menit Nota Dinas
23. [Menerima Rancangan Akhir RPJPD selanjutnya mengkonsultasikan ) ) Rancangan Akhir RPJPD
(epada Gubernur |:| Rancangan Akhir RPJPD 8400 Menit Hasi Koneultasi
24. |Menerima, menindaklanjuti hasil konsultasi dan melaporkan hasil - Rancangan Akhir RPJPD . . .
tindak lanjut kepada Gubernur ] sl Kot 2100 Menit |Rancangan Akhir RPJPD Hasil K
25. [Menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD yang sudah
dikonsultasikan kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan |:| Rancangan Akhir RPJPD Hasil Konsultasi 12600 Menit [Perda RPJPD
Daerah
26. |Menerima, Menggandakan, Mendistribusikan dan Mengarsipkan ) .
dokumen RPJPD Perda RPJPD 2100 Menit [Salinan Perda RPJPD
67330 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDAL
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr. Ir. H. RISBAR N. R.

GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina

Nip : 19831130 201001 1 024



| (RPJPD)

mi,




gram Kerja

)

gram Kerja

gram Kerja

, Misi, Program
pati

, Misi, Program
pati

Viateri yang

'erundang-
unan

'erundang-
unan RPJPD




'erundang-
unan RPJPD

isukan dari
| dari konsultasi

3nyempurnaan

Hasil

Hasil

atan

Hasil

yempurnaan

D dan RKPD

ang RPJPD dan




onsultasi

IAN




Nomor 69

é KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Nama SOP Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Memahami Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga
Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembar
Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Penyusunan SK Tim;

- SOP surat menyurat;

- SOP Rapat;

- SOP Penyusunan Peraturan Daerah.

- Komputer dan aplikasi;
- Printer;

- Internet;

- ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tersedianya data perencanaan pada sistem informasi pemerintah daerah
sehingga berakibat tidak tersedia dan terbukanya informasi secara cepat bagi pemangku kepentingan yang membutuhkan

- SKTim Pengelola Data SIPD;
- Berita Acara Kebutuhan Data Daerah;
- Berita Acara Data Daerah Terinput dalam Aplikasi SIPD.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Fungsional
Kepala Badan Kepala Bidang P Tim Pengelolaan Kelengkapan Waktu Output
erencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menerima SK Walikota terkait Tim pengelolaan data sesuai ) N .
kebutuhan daerah dan mendisposisi untuk ditindaklajuti C) SKTim Pengelola Data SIPD 15 Menit |Disposisi
2. |Memerintahkan identifikasi kebutuhan data sesuai dengan kebutuhan o . o .
perencanaan pembangunan daerah |:| Disposisi 15 Menit |Perintah identifikasi kebutuhan dz
3. [Mengusulkan kebutuhan pengumpulan data di tahun berjalan dalam . S . .
berita acara |:| Perintah identifikasi kebutuhan data daerah 30 Menit |Draft Berita Acara
4. Memerlksg usulan kebutuhan pengumpulan data di tahun berjalan ‘ Draft Berita Acara 15 Menit |Draft Berita Acara
dalam berita acara
5. Menyetulull usulan kebutuhan pengumpulan data di tahun berjalan ‘ Draft Berita Acara 15 Menit |Berita Acara
dalam berita acara
6. [Mengumpulkan data sesuai berita acara yang telah ditetapkan :I Berita Acara 300 Menit |Data terkumpu
7. |Melakukan pengisian data dalam SIPD dengan memperhatikan ) . o
perencanaan wakiu pengisian data dalam berita acara |:| Data terkumpul 300 Menit |Data terinput dalam Aplikasi SIPL
8. [Memeriksa data untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip satu ‘ . I . .
data Indonesia dan mencatat dalam berita acara Data terinput dalam Aplikasi SIPD 60 Menit |Data sesuai
9. [Memeriksa hasil pemeriksaan kesesuaian data dalam berita acara ‘ Draft Berita Acara 30 Menit |Draft Berita Acara
10. [Menandatangani hasil pemeriksaan kesesuaian Berita Acara data . ) .
dalam berita acara C) Draft Berita Acara 15 Menit |Berita Acara
795 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDAL
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr. Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19831130 201001 1 024
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KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

70
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Dre. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Nama SOP Penginputan dan Verifikasi Usulan Musrenbang Melalui Aplika

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Memahami Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pemban(

Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Surat Masuk;
SOP Surat Keluar;
SOP Perencanaan, Penganggaran Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Komputer dan aplikasi;

Printer;
Internet;
ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan;

SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian prosedur berada di tempat da seluruh persyaratan/kelengkapan terpenuhi.

SK Tim Pengelola Data SIPD;
Berita Acara Kebutuhan Data Daerah;
Berita Acara Data Daerah Terinput dalam Aplikasi SIPD.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Bappelitban | ©crangkat Individu /
da Daerah Kecamatan | Kelurahan TAPD Lembaga / Kelengkapan Waktu Output
g Teknis Organisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menginput Usulan Individu dan Lembaga/Organisasi hasil o L . L
Musrenbang Kelurahan ke Aplikasi SIPD C) Data usulan individu/lembagalorganisasi 2 Minggu [Data usulan individu/lembagalorg
2. a. Menerima data usulan individu/lembaga/organisasi yang
terinput dalam aplikasi
b. mengevaluasi, memverifikasi dan menyelaraskan data Pokir L . . Data Hasil verifikasi usulan
berdasarkan program pembangunan l:l Data usulan individuflembagalorganisasi 2 Minggu individu/lembaga/organisasi Bapy
c.  Menyampaikan hasil evaluasi, verifikasi dan penyelarasan data
usulan kepada Kelurahan
3. a.  Menerima hasil verifikasi data usulan
b.  Memverifikasi kesesuaian data usulan Data Hasil verifikasi usulan 2 Mindau Data Hasil verifikasi usulan
individu/lembagalorganisasi dengan kondisi dilapangan |:| individu/lembagalorganisasi Bappelitbangda 99 individu/lembagalorganisasi kelur
¢. Menyampaikan data hasil verifikasi ke Kecamatan
4. a.  Menerima data hasil verifikasi dari kelurahan
b.  Memverifikasi ulang kesesuaian data usulan dengan kondisi di
lapangan Data Hasil verifikasi usulan 1 Minggu Data Hasil verifikasi usulan
c. Melakukan penyelarasan data Pokir dengan usulan l:l individu/lembagalorganisasi kelurahan individu/lembaga/organisasi keca
masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang
d. Menyampaikan ke Perangkat Daerah Teknis
5. a. Menerima hasil verifikasi data usulan
b. Memverifikasi data usulan dengan melakukan penyelarasan
program melalui Renja, Renstra PD dan RPJMID tahun berjalan Data Hasil verifikasi usulan 2 Minaau Dokumen Perencanaan Perangki
¢. Melakukan proses perencanaan dengan menyiapkan I:l individu/lembagalorganisasi kecamatan 99 Dinas hasil verifikasi
dokumen perencanaan
d.  Menyampaikan nota dinas hasil verifikasi dilengkapi dokumen
perencanaan kepada Bappelitbangda
6. a. Menerima dokumen perencanaan Perangkat Daerah '
b.  Menyusun bahan rancangan awal Rencana Kerja PD |:| Bgr:g; Z:E;esri}c:enraﬁ(r;gerangkat Daerah, 1 Bulan g:z:::r:lgan Awal Rencana Kerja
c. Menyampaikan rancangan awal Renja PD kepada TAPD
7. |Menerima dan menyetujui rancangan awal Rencana Kerja Perangkat C) Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat 1 Minggu Rancangan Awal Rencana Kerja

Daerah

Daerah

Daerah

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALI,
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Dr. Ir. H. RISBAR N. R. GAUK, S.Hut., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19831130 201001 1 024
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KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 71

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1002
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA Nama SOP Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Pemerintahan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kab. Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Selayar;

1.

Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk; - Komputer/Laptop;
SOP Administrasi surat keluar; - Printer;
SOP Penyusunan Renja. - Internet;
- ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tersusunnya Dokumen Perencanaan Pemerintahan
tepat waktu sehingga dapat berakibat keterlambatan masukan pembuatan Perencanaan Pemerintahan OPD

SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pemerintahan;
Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Pemerintahan;

Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pemerintahan;

Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Pemerintahan.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur . Kasubag Tim Sekretaris | Kepala
Bupati Program | Penyusun Badan Badan Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 [Menetapkan SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen . L . |SK Bupati tentang Tim Penyusun
Perencanaan Pemerintahan (: Komputer, Printer, ATK, Disposisi 15 Menit Perencanaan

2 |Melaksanakan orientasi Tim Penyusun mengenai Dokumen . ) . |Tim Penyusun memahami Dokumen
Perencanaan Pemerintahan |:| SK Bupati tentang Tim Penyusun Perencanaan 300 Menit Perencanaan

3 |Melakukan penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Kepulauan Tim Penyusun memahami Dokumen )
Selayar tentang pembangunan tahun rencana I:l Perencanaan 300 Menit (Telaah RPJMD

4 |Menyusun draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Awal Dokumen
Pemerintahan :I Telaah RPJMD 300 Menit Perencanaan Pemerintahan

5 [Mengoreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan

Draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan

Draft Rancangan Awal Dokumen

Pemerintahan apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada P intah 60 Menit P b intah
Tim Penyusun emerintahan erencanaan Pemerintahan

6 [Memeriksa draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Pemerintahan apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada ‘ l;raft Ra?c: ngan Awal Dokumen Perencanaan 30 Menit Eraft Rancang: n Awg ItD;]) kumen
Kasubag Program emerintahan erencanaan Pemerintahan

7 [Menyebarluaskan draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Draft R Awal Dok P
Pemerintahan kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten :| Pra Ia?c: ngan AwalLokumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
Kepulauan Selayar emefintanan

8 |Menerima masukan draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Pemerintahan dari stakeholders pembangunan di Kabupaten |:| Bukti Distribusi 30 Menit[Masukan Stakeholder
Kepulauan Selayar

9 |Mengoreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan ., |Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen
Pemerintahan berdasar masukan stakeholder :I Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Pemerintahan

10 Mengolrek3| draf Rancangan AW?' Dokumean(Ierencanla an ) Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen . |Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen
Pemerintahan apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Perencanaan Pemerintahan 60 Menit Perencanaan Pemerintahan
Penyusun

11 |Memeriksa koreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Pemerintahan apabila ada perbaikan/ koreksi dikembalikan kepada ‘ l;raft Ra?c: ngan Awal Dokumen Perencanaan 30 Menit Eraft Rancang: n Awg ItD;]) kumen
Kasubag Program emerintahan erencanaan Pemerintahan

12 |Menetapkan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Pemerintahan Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen Rancanaan Awal Dokumen
apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris ‘ Perenclanaan Pemerirgnahar\:v v 30 Menit Perencagnaanvl\:”emerir:Jtahan

13 |Menyebarluaskan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan R Awal Dok P
Pemerintahan kepada OPD sebagai dasar pembuatan rancangan 1] Pancapgtatr: wal orumen Ferencanaan 60 Menit [Bukti Distribusi
awal RENJA OPD emerintanan

14 |Menyusun draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan l:l Rancangan Awal Dokumen Perencanaan 300 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen

Pemerintahan

Pemerintahan

Perencanaan Pemerintahan




15 Mengolrek3| draft Rapcangan Akhir ngumen Perler?canaanl Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Akhir Dokumen
Pemerintahan apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan P intah 60 Menit P P intah
kepada Tim Penyusun emerintahan erencanaan Pemerintahan

16 [Memeriksa draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Pemerintahan Pemerintahan M perencanaan Pemerintahan

17 |Menyebarluaskan draft rancangan Dokumen Perencanaan Draft R Akhir Dok P
Pemerintahan kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten 1 Pra la?cr?ngan rDokumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
Kepulauan Selayar emefintahan

18 |Menerima masukan draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Pemerintahan dari stakeholders pembangunan di Kabupaten |:| Bukti Distribusi 30 Menit [Masukan Stakeholder
Kepulauan Selayar

19 |Mengoreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan . |Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen
Pemerintahan berdasarkan masukan stakeholder Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Pemerintahan

20 M ksi draf R Akhir Doki P

engolre stdra ancangan !r ° umenl f-)rencanlaan ) Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen ., |Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen
Pemerintahan apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim P P intah 60 Menit P P intah
Penyusun erencanaan Pemerintahan erencanaan Pemerintahan

21 |Memeriksa koreksi draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Pemerintahan Pemerintahan M perencanaan Pemerintahan

22 Menetgpkan draft Rgncangan Ak,h'r Dokumen Perencanaan ) Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan . |Draft Rancangan Akhir Dokumen
Pemerintahan apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris Pemerintahan 30 Menit Perencanaan Pemerintahan

23 |Menyebarluaskan draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ) e
Pemerintahan kepada Stakeholder pembangunan I:I Pemerintahan 60 Menit |Bukti Distribusi

24 |Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pemerintahan S . |Hasil Koreksi Rancangan Akhir
berdasar masukan stakeholder Bukti Distribusi 300 Menit Dokumen Perencanaan Pemerintahan

25 |Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pemerintahan . . . .
apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Penyusun ‘ g:f:n}f:z:z; EZ?:::;S; T]::h" Dokumen 60 Menit Iszpec::agnznaﬁlg:rmDe(;il::erR;nn

26 [Memeriksa Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pemerintahan . .
apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan kepada Kasubag E:;:z?ngtgﬂglkhlr Dokumen Perencanaan 30 Menit E::ec::agninaﬁlglgrn?il::;?n
Program

27 |Menyebarluaskan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan R Akhir Dok P
Pemerintahan kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten |:| Pancapgiatr: It okumen Ferencanaan 60 Menit [Bukti Distribusi
Kepulauan Selayar emefintanan

28 |Menerima masukan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Pemerintahan dari stakeholders pembangunan di Kabupaten ] Bukti Distribusi 30 Menit |Masukan Stakeholder

Kepulauan Selayar




29

Mengoreksi rancangan akhir Dokumen Perencanaan Pemerintahan

Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen

berdasarkan masukan stakeholder Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Pemerintahan
30 |Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pemerintahan . . ) . . .
apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Penyusun g:f:nt(;r::;'?en:lz:i?\?;h;a\shIr Dokumen 60 Menit E:rsélnlgﬁ;:L?:;Z:ﬁ?:h/:ﬁh'r Dokumen
31 (M iksa koreksi R Akhir Dok P
emerll S8 KOTexS Iancangan |r. oxumen Ierlencanaelm Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen ., |Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen
Pemerintahan apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan P P intah 30 Menit P P intah
kepada Kasubag Program erencanaan Pemerintahan erencanaan Pemerintahan
32 |Menetapkan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pemerintahan ) ) ) )
apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris Hasil koreksi Rancan.gan Akhir Dokumen 30 Menit Rancangan Akhir Do.kumen
Perencanaan Pemerintahan Perencanaan Pemerintahan
3 Menyelr ahkan Rancangan Ak.hlr Doku.men Perencanaqn Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ., |Rancangan Akhir Dokumen
Pemerintahan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan |:| Pemerintahan 60 Menit Perencanaan Pemerintahan
Bupati
34 |Menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Peraturan Bupati tentang Dokumen
Pemerintahan Tahun Rencana Pemerintahan M | perencanaan Pemerintahan
3525 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA,

MARZUKI ADAM, S.Kel.

Pangkat : Pembina
Nip : 19770328 200604 1 019




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 72
Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

Nama SOP Daerah Bidang Pemerintahan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

1.

Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Administrasi surat masuk; Komputer/Laptop;
- SOP Administrasi surat keluar; Printer;

- SOP Penyusunan Renja. Internet;
ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat terkendalanya kegiatan Asistensi Dokumen Perencanaan
Pemerintah sehingga hasil akhir dokumen perencanaan tidak optimal

SK Tim Asistensi;
Jadwal Asistensi;
Dokumen Perencanaan Pemerintahan.




Perbaikan dokumen perencanaan pemerintahan

60 Menit |Dokumen perencanaan pemerintahan

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
Kepala Kabid Tim | Mitra Kerja | Penyelia Waktu Output
Badan Asistensi
1 2 3 4 5 6 7 9 10
1 |Menyusun SK Tim Asistensi
y (@D Komputer, Printer, ATK, Usulan Tim Asistensi 60 Menit [SK Tim Asistensi
2 |Menerima jadwal asistensi dari BPKPAD Bidang Anggaran I:l SK Tim Asistensi 15 Menit |Jadwal Asistensi
im Asistensi enit [Jadwal Asistensi
3 |Menyiapkan keperluan asistensi sesuai jadwal T )
enylapkan Keperian asistensi sestiafjadwa ] Jadwal Asistensi 300 Menit |Keperluan Asistensi siap tersedia
4 |Mengirim surat ke Bidang Teknis untuk mempersiapkan bahan ) ) ) .
dokumen perencanaan pemerintahan |:| Jadwal Asistensi 300 Menit Surat Pemberitahuan
5 [Menentukan nama Tim Asistensi yang telah ditunjuk dan disepakati di ) ) . |Nama-nama Tim Asistensi sesuai yang
bawah koordinasi masing- masing Tim Asistensi T Jadwal Asistensi 60 Menit |\ o1 ditunjuk dalam SK
6 [Membuat jadwal pembahasan Tim Asistensi pada masing-masin
SKPD : P P 9 9 ] Jadwal Asistensi 60 Menit [Jadwal Pembahasan Tim Asistensi
7 |Membawa/menyiapkan dokumen perencanaan pemerintahan : ) ) . | Dokumen perencanaan pemerintahan
] Jadwal Pembahasan Tim Asistensi 15 Menit siap
8 [|Memfasilitasi pembahasan asistensi dokumen perencanaan
pemerintahanp P |:| Dokumen perencanaan pemerintahan siap 300 Menit |Asistensi Dokumen Perencanaan
9  |Memverifikasi dokumen perencanaan pemerintahan. ‘
Jika belum sesuai memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Asistensi Dokumen Perencanaan 30 Menit Hasil Verifikasi
10 |Melakukan Perbaikan dokumen perencanaan pemerintahan oleh TR .. |Perbaikan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah sesuai hasil verifikasi :l Hasil Verifikasi 300 Menit pemerintahan
11 |Verifikasi ulang oleh penyelia, dokumen perencanaan pemerintahan C)

akan diparaf jika sudah sesuai

1500 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA,

MARZUKI ADAM, S.Kel.

Pangkat : Pembina
Nip : 19770328 200604 1 019




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 73
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Nama SOP Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor,
104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.

Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Administrasi surat masuk dan keluar;
SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana;
SOP SKPD lingkup bidang pemerintahan.

Komputer/PC, Printer, Stempel;
RPJMD, Kebijakan Kepala Daerah, Renstra OPD, DPA OPD, Data BPS;

ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Apabila koordinasi lingkup pemerintahan tidak dilakukan berakibat tidak sinerginya program/kegiatan pada sektor tersebut dalam arti luas

Sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
Kepala Kabigpam | Fungsional /Sub Staf Kelengkapan Waktu Output
Koordinator
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Mengidentifikasi Isu Strategis i
9 9 C) g:igzk%r;slgzzglf Daerah, Surat Edaran 40 Menit [Agenda koordinasi internal
2 |Kebijakan Pimpinan, Menerima disposisi Kepala tentang L . |Rumusan Hasil koordinasi internal
koordinasi perencanaan pemerintahan :l Agenda koordinasi intemal 1200 Menit kegiatan dari SKPD
3 |Melaksanakan analisis, kajian dan diskusi internal - Rumusan Hasil koordinasi internal 1600 Menit |Rumusan Hasil koordinasi ekstemal
kegiatan dari SKPD kegiatan dari SKPD
4 |Melaksanakan analisis, kajian dan diskusi eksternal i inasi
isis, kaji iskusi |:| E;grr;i:n Hasil koordinasi eksternal 2400 Menit |Rancangan rumusan
5 |Melaksanakan kegiat t i inasi
elaksanakan kegiatan rapa I:l Rancangan rumusan 120 Menit Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi
6 |Koordinasi terkait perencanaan pemerintahan |:| Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi 75 Menit 3:?}?:;21:22 fg:’g:::n telah dikoreksi
7 [Membuat draft laporan hasil rapat |:| c[))lrea;t}gec;)g?g: tl)?;:g:z:n telah dikoreksi 40 Menit ngﬂdli)c;t:;nen Rumusan telah dikoreksi
8 |Koordinasi terkait perencanaan pemerintahan Draft Dokumen Rumusan telah dikoreksi 0 Veni g{::nD?l;:;rEZ?CIZ?r;nauﬁsgz r:)i;eihal(raefp:ll:h
|:| dan diparaf oleh Kepala Bidang en 9 ) P
Sekretaris
9 |Mengoreksi hasil koordinasi (draft rumusan kegiatan ‘ Draft Dokumen Rumusan yang telah 30 Menit |Pokumen Rumusan yang telah
koordinasi) untuk kemudian disampaikan pada kepala bidang dicermati dan diparaf oleh Sekretaris M | ditandatangani Kepala Badan
10 |Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Rumusan Kesepakatan, Nota Dinas,
.. |Dokumen Rencana Kerja SKPD, dIl
C) Dokumen Rumusan 60 Menit terdokumentasi dan terdistribusikan
untuk ditindaklanjuti
5595 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA,

MARZUKI ADAM, S.Kel.

Pangkat : Pembina
Nip : 19770328 200604 1 019




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 74
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

Nama SOP Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.

Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk;
SOP Administrasi surat keluar;
SOP Penyusunan Laporan.

Komputer/Laptop;
Printer;

Internet;

ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan monitoring, evaluasi dokumen perencanaan pemerintahan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pemerintahan




tidak dapat berjalan dengan lancar

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
KepalaBadan |  Kabid P3M F”’I‘(%s:r’;z'a’t:r”b Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1 [Menugaskan Monev Perencanaan Pemerintahan
g D) SK Tim 30 Menit [Disposisi
2 |Memerintahkan Kasubid untuk menindaklanjuti Disposisi
: P ] Disposisi 60 Menit |Disposisi
3 [Menginventarisir data kegiatan pembangunan di Kabupaten )
Kepulauan Selayar dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi . Disposisi, Komputer, ATK 60 Menit |2t Kegiatan Perencanaan
maupun APBD Kabupaten Pemerintahan dan Sumber Dana
4 |Mengumpulkan Laporan Kegiatan dari Tahap, Perencanaan, Data Keai P P intahan d Data Kedi P
Pelaksanaan dan Pengawasan sesuai dengan Renja masing-masing :I Satab e%atan erencanaan Pemerintahan dan 300 Menit Pata gglitand ereSncar:JaarB
Perangkat Daerah umber Dana emerintahan dan Sumber Dana
5 |Melaksanakan Monev serta menyusun Laporan Monev Pelaporan - Data Kegiatan Perencanaan Pemerintahan dan 1500 Menit [Pt Laporan Monev Pelaporan
Perencanaan Pemerintahan Sumber Dana M | perencanaan Pemerintahan
6 [Memeriksa dan memparaf hasil Laporan Monev Pelaporan ‘ Draft Laporan Monev Pelaporan Perencanaan 300 Menit Draft Laporan Monev Pelaporan
Perencanaan Pemerintahan Pemerintahan M | perencanaan Pemerintahan
7 |Memeriksa dan menandatangani hasil Laporan Monev Pelaporan Draft Laporan Monev Pelaporan Perencanaan 30 Menit |-3POran Monev Pelaporan Perencanaan
Perencanaan Pemerintahan Pemerintahan e | bemerintahan
8 |Menyimpan Laporan Monev Pelaporan Perencanaan Pemerintahan ) ) )
D) Laporan Monev Pelaporan Perencanaan Pemerintahan 15 Menit |Arsip
2295 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN

DAN PEMBANGUNAN MANUSIA,

MARZUKI ADAM, S.Kel.

Pangkat : Pembina
Nip : 19770328 200604 1 019




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

75
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disankan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA Nama SOP Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Pembangunan Manusia

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan

Pembangunan Daerah;
4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk;
SOP Administrasi surat keluar;
SOP Penyusunan Renja.

- Komputer/Laptop;

- Printer;
- Internet;

- ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan
Manusia tepat waktu sehingga dapat berakibat keterlambatan masukan pembuatan Perencanaan Pembangunan Manusia OPD

- SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia;

- Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia;

- Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia;

- Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur .| Kasubag Tim Sekretaris | Kepala
Bupati Program | Penyusun Badan Badan Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Menetapkan SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen . L . |SK Bupati tentang Tim Penyusun
Perencanaan Pembangunan Manusia (G Komputer, Printer, ATK, Disposisi 15 Menit Perencanaan
2 |Melaksanakan orientasi Tim Penyusun mengenai Dokumen ) ) . | Tim Penyusun memahami Dokumen
Perencanaan Pembangunan Manusia 1 SK Bupati tentang Tim Penyusun Perencanaan | 300 Menit |5, o2
3 |Melakukan penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Kepulauan Tim Penyusun memahami Dokumen )
Selayar tentang pembangunan tahun rencana :l Perencanaan 300 Menit [Telaah RPJMD
4 |Menyusun draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Awal Dokumen
Pembangunan Manusia :I Telaah RPJMD 300 Menit Perencanaan Pembangunan Manusia
5 [Mengoreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Pembangunan Manusia apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ‘ l;raftbRancanga’\r)l Awa! Dokumen Perencanaan 60 Menit Eraft Rancang: n At\:v al DOkumNT " .
kepada Tim Penyusun embangunan Manusia erencanaan Pembangunan Manusia
6 [Memeriksa draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Pembangunan Manusia apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ‘ Draft Rancangan Awa! Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Awal Dokumen .
kepada Kasubag Program Pembangunan Manusia Perencanaan Pembangunan Manusia
7 [Menyebarluaskan draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Draft R Awal Dok P
Pembangunan Manusia kepada stakeholders pembangunan di |:| raff Rancangan Awa’ Uokumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
Pembangunan Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar
8 |Menerima masukan draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Pembangunan Manusia dari stakeholders pembangunan di 1 Bukti Distribusi 30 Menit|Masukan Stakeholder
Kabupaten Kepulauan Selayar
9 |Mengoreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Masukan Stakehold ., |Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen
Pembangunan Manusia berdasar masukan stakeholder :l asukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Pembangunan Manusia
10 | Mengoreksi draf Rancgngan Awal Dokumeln Perencaqagn . Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen . |Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen
Pembangunan Manusia apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan . 60 Menit .
) Perencanaan Pembangunan Manusia Perencanaan Pembangunan Manusia
ke Tim Penyusun
11 |Memeriksa koreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Pembangunan Manusia apabila ada perbaikan/ koreksi dikembalikan ‘ l;raftbRancanga’\r)l Awa! Dokumen Perencanaan 30 Menit Eraft Rancang: n At\:v al DOkumNT " .
kepada Kasubag Program embangunan Manusia erencanaan Pembangunan Manusia
12 [Menetapkan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan .
Pembangunan Manusia apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada ‘ Koreksi Draft Rancangan Awal Doku.men 30 Menit Rancangan Awal Dokumen )
Sekretaris Perencanaan Pembangunan Manusia Perencanaan Pembangunan Manusia
13 |Menyebarluaskan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan R Awal Dok P
Pembangunan Manusia kepada OPD sebagai dasar pembuatan 1 Panc;)angan WT\‘/I oKumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
rancangan awal RENJA OPD embangunan Manusta
14 |Menyusun draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan i
Y/ g :l Rancangan Awal Dokumen Perencanaan 300 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen

Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia

Perencanaan Pembangunan Manusia




15 Ig’/lengorekﬂ draft Rangangan Akh" Dokumen Pgrencanaaq Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Akhir Dokumen
embangunan Manusia apabila terdapat perbaikan/koreksi Pembangunan Manusia 60 Menit Perencanaan Pembangunan Manusia
dikembalikan kepada Tim Penyusun g 9
16 |Memeriksa draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia ! perencanaan Pembangunan Manusia
17 |Menyebarluaskan draft rancangan Dokumen Perencanaan Draft R Akhir Dok P
Pembangunan Manusia kepada stakeholders pembangunan di 1 Pra N ancanga,\r;l I Jokumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
Kabupaten Kepulauan Selayar embangunan Manusia
18 |Menerima masukan draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Pembangunan Manusia dari stakeholders pembangunan di |:| Bukti Distribusi 30 Menit [Masukan Stakeholder
Kabupaten Kepulauan Selayar
19 |Mengoreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Masukan Stakehold 300 Menit Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen
Pembangunan Manusia berdasarkan masukan stakeholder asukan stakenolder €M |Perencanaan Pembangunan Manusia
2 Ig’/lengorekﬂ draf Rancgngan Akh|r Dokumgn Perencaqagn . Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen ., |Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen
embangunan Manusia apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ; 60 Menit )
) Perencanaan Pembangunan Manusia Perencanaan Pembangunan Manusia
ke Tim Penyusun
21 [Memeriksa koreksi draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia " |Perencanaan Pembangunan Manusia
22 |Menetapkan draft Ran.cangan.Akhw Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan . |Draft Rancangan Akhir Dokumen
Pembangunan Manusia apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Pembangunan Manusia 30 Menit Perencanaan Pembangunan Manusia
Sekretaris
23 |Menyebarluaskan draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ) e
Pembangunan Manusia kepada Stakeholder pembangunan I:l Pembangunan Manusia 60 Menit |Bukti Distribusi
24 [Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan Hasil Koreksi Rancangan Akhir
Manusia berdasar masukan stakeholder Bukti Distribusi 300 Menit [Dokumen Perencanaan Pembangunan
Manusia
25 | Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Permbangunan Hasil Koreksi Rancangan Akhir Dokumen Rancangan Akhir Dokumen
Manusia apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim ‘ g ; 60 Menit 9 )
Penyusun Perencanaan Pembangunan Manusia Perencanaan Pembangunan Manusia
26 [Memeriksa Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Dokumen
Manusia apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan kepada Pembanaunan Manusia 30 Menit Perencanaan Pembanaunan Manusia
Kasubag Program g 9
27 [Menyebarluaskan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan R Akhir Dok P
Pembangunan Manusia kepada stakeholders pembangunan di |:| Pan(;)angan ,\I/: oxumen Ferencanaan 60 Menit |Buki Distribusi
Kabupaten Kepulauan Selayar embangunan Manusia
28 [Menerima masukan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Pembangunan Manusia dari stakeholders pembangunan di 1 Bukti Distribusi 30 Menit |Masukan Stakeholder

Kabupaten Kepulauan Selayar




29

Mengoreksi rancangan akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan

Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen

Manusia berdasarkan masukan stakeholder Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Pembangunan Manusia
30 |Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan . . . . . .
Manusia apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Hasil koreksi Rancangan Akhir Doku‘men 60 Menit Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokulmen
Penyusun Perencanaan Pembangunan Manusia Perencanaan Pembangunan Manusia
31 (M iksa koreksi R Akhir Dok P
Pemen S8 KOrexs apcangap oo umenl erencanagn Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen ., |Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen
embangunan Manusia apabila terdapat perbaikan/koreksi ) 30 Menit )
. . Perencanaan Pembangunan Manusia Perencanaan Pembangunan Manusia
dikembalikan kepada Kasubag Program
32 |Menetapkan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ) ) ) )
Pembangunan Manusia apabila ada perbaikan dikemballkan kepada ‘ Hasil koreksi Rancangan Akhir Doku.men 30 Menit Rancangan Akhir Dokumen .
Sekretaris Perencanaan Pembangunan Manusia Perencanaan Pembangunan Manusia
33 |Menyerahkan Rancangan AKNI Dokumen Perelncanaan . Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ., |Rancangan Akhir Dokumen
Pembangunan Manusia kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi |:| Pembanaunan Manusia 60 Menit Perencanaan Pembanaunan Manusia
Peraturan Bupati g 9
34 |Menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Peraturan Bupati tentang Dokumen
Pembangunan Manusia Tahun Rencana Pembangunan Manusia M | perencanaan Pembangunan Manusia
3525 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA,

MARZUKI ADAM, S.Kel.

Pangkat : Pembina
Nip : 19770328 200604 1 019




Nomor 76

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA Nama SOP ) .
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

1.

Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Administrasi surat masuk; Komputer/Laptop;
- SOP Administrasi surat keluar; Printer;

- SOP Penyusunan Renja. Internet;
ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat terkendalanya kegiatan Asistensi Dokumen Perencanaan
Pembangunan Manusia sehingga hasil akhir dokumen perencanaan tidak optimal

SK Tim Asistensi;
Jadwal Asistensi;
Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kepal Ti
pala . im . . .
Badan Kabid Asistensi Mitra Kerja | Penyelia Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Menyusun SK Tim Asistensi
y (D) Komputer, Printer, ATK, Usulan Tim Asistensi 60 Menit |SK Tim Asistensi
2 |Menerima jadwal asistensi dari BPKPAD Bidang Anggaran I:l SK Tim Asistensi 15 Menit |Jadwal Asistensi
im Asistensi enit [Jadwal Asistensi
3 [Menyiapkan keperl istensi i jadwal
enylapkan keperiuan asistensi sesuaijadwa 1 Jadwal Asistensi 300 Menit [Keperluan Asistensi siap tersedia
4 |Mengirim surat ke Bidang Teknis untuk mempersiapkan bahan ) . ) .
dokumen perencanaan pembangunan manusia |:| Jadwal Asistensi 300 Menit |Surat Pemberitahuan
5 [Menentukan nama Tim Asistensi yang telah ditunjuk dan disepakati di ) ) . |Nama-nama Tim Asistensi sesuai yang
bawah koordinasi masing-masing Tim Asistensi T Jadwal Asistensi 60 Menit | 1 ditunjuk dalam SK
6 |Membuat jadwal pembahasan Tim Asistensi pada masing-masin ) . . ) . )
SKPD ) P P 9 9 |:| Jadwal Asistensi 60 Menit [Jadwal Pembahasan Tim Asistensi
7 |Membawa/menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan ' ) . . |Dokumen perencanaan pembangunan
manusia 1 Jadwal Pembahasan Tim Asistensi 15 Menit | o siap
8 |Memfasilitasi pembahasan asistensi dokumen perencanaan i
pembangunar?manusia P (. Z:l;umen perencanaan pembangunan manusia 300 Menit|Asistensi Dokumen Perencanaan
9 |Memverifikasi dokumen perencanaan pembangunan manusia. ‘
Jika belum sesuai memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Asistensi Dokumen Perencanaan 30 Menit |Hasil Verifikasi
Q)
10 |Melakukan Perbaikan dokumen perencanaan pembangunan TR . |Perbaikan dokumen perencanaan
manusia oleh Perangkat Daerah sesuai hasil verifikasi :l Hasil Verifikasi 300 Menit pembangunan manusia
11 |Verifikasi ulang oleh penyelia, dokumen perencanaan pembangunan Perbaikan dokumen perencanaan ., |Dokumen perencanaan pembangunan
manusia akan diparaf jika sudah sesuai (G pembangunan manusia 60 Menit manusia
1500 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA,

MARZUKI ADAM, S.Kel.

Pangkat : Pembina
Nip : 19770328 200604 1 019




@ KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

77
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA Nama SOP Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan

Manusia

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk;
SOP Administrasi surat keluar;
SOP Penyusunan Laporan.

- Komputer/Laptop;

- Printer;
- Internet;
- ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan monitoring, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan
manusia tidak dapat berjalan dengan lancar

- Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
Kepala Badan Kabid P3M F“'I'(%s:r’;z;'tfr“b Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1 [Menugaskan Monev Perencanaan Pembangunan Manusia
’ ’ (G SK Tim 30 Menit [Disposisi
2 |Memerintahkan Kasubid untuk menindaklanjuti Disposisi . . N .
|:| Disposisi 60 Menit [Disposisi
3 |Menginventarisir data kegiatan pembangunan di Kabupaten Data Kegiatan Perencanaan
Kepulauan Selayar dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi ] Disposisi, Komputer, ATK 60 Menit |Pembangunan Manusia dan Sumber
maupun APBD Kabupaten Dana
4 |Mengumpulkan Laporan Kegiatan dari Tahap, Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengawasan sesuai dengan Renja masing-masing
Perangkat Daerah

Data Kegiatan Perencanaan Pembangunan Manusia
dan Sumber Dana

300 Menit

Data Kegiatan Perencanaan
Pembangunan Manusia dan Sumber
Dana

il

5 |Melaksanakan Monev serta menyusun Laporan Monev Pelaporan Data Kegiatan Perencanaan Pembangunan Manusia | . . |Draft Laporan Monev Pelaporan
Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sumber Dana " |Perencanaan Pembangunan Manusia

6 [Memeriksa dan memparaf hasil Laporan Monev Pelaporan ‘ Draft Laporan Monev Pelaporan Perencanaan 300 Menit Draft Laporan Monev Pelaporan
Perencanaan Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia " |Perencanaan Pembangunan Manusia

7 |Memeriksa dan menandatangani hasil Laporan Monev Pelaporan ’ Draft Laporan Monev Pelaporan Perencanaan 30 Menit |-3POran Monev Pelaporan Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia " |Pembangunan Manusia

8 |Menyimpan Laporan Monev Pelaporan Perencanaan Pembangunan Laporan Monev Pelaporan Perencanaan ) )
Manusia C) Pembangunan Manusia 15 Menit [Arsip

2295 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA,

MARZUKI ADAM, S.Kel.

Pangkat : Pembina
Nip : 19770328 200604 1 019



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 78

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Nama SOP Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Manusia

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Administrasi surat masuk dan keluar;
SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana;
SOP SKPD lingkup bidang pembangunan manusia.

- Komputer/PC, Printer;

- RPJMD, Kebijakan Kepala Daerah, Renstra OPD, DPA OPD, Data BPS;
- Stempel;

- ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi




Apabila koordinasi lingkup pembangunan manusia tidak dilakukan berakibat tidak sinerginya program/kegiatan pada sektor tersebut dalam arti luas

- Sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup pembangunan manusia

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
Kepala Kabid pam | Fungsional /Sub Staf Kelengkapan Waktu Output
Koordinator
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [Mengidentifikasi Isu Strategis i
9 9 C) ggigzk%r;s};iz;l? Daerah, Surat Edaran 40 Menit [Agenda koordinasi internal
2 |Kebijakan Pimpinan, Menerima disposisi Kepala tentang N .. [Rumusan Hasil koordinasi internal
koordinasi perencanaan pembangunan manusia |:| Agenda koordinasi internal 1200 Mentt kegiatan dari SKPD
3 |Melaksanakan analisis, kajian dan diskusi internal - Rumusan Hasil koordinasi interal 1600 Menit | Rumusan Hasil koordinasi eksternal
kegiatan dari SKPD kegiatan dari SKPD
4 |Melaksanak lisis, kajian dan diskusi eksternal i inasi
elaksanakan analisis, kajian dan diskusi eksterna |:| E;gniwaut:in Hasil koordinasi eksternal 2400 Menit |Rancangan rumusan
5 |Melaksanakan kegiatan rapat I:l Rancangan rumusan 120 Menit Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi
6 |Koordinasi terkait perencanaan pembangunan manusia I:l Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi 75 Menit (I?I:eahft}?eopl::;ngr:u?;irg:;:n telah dikoreksi
7 |Membuat draft | hasil t i i i i
lembuat draft laporan hasil rapa |:| zfr?lzil::;n::bR;irg:rslgn telah dikoreksi 40 Menit (Ij);ftdliizl;:;nen Rumusan telah dikoreksi
8 |Koordinasi terkait perencanaan pembangunan manusia Draft Dokumen Rumusan telah dikoreksi 0 Mot gir::nDc:I;:;rzzr;CIZz;nauﬁszz :I;ha}iaefgll:h
|:| dan diparaf oleh Kepala Bidang ! 9 ) P
Sekretaris
9 |Mengoreksi hasil koordinasi (draft rumusan kegiatan ‘ Draft Dokumen Rumusan yang telah 30 Menit |Pokumen Rumusan yang telah
koordinasi) untuk kemudian disampaikan pada kepala bidang dicermati dan diparaf oleh Sekretaris " |ditandatangani Kepala Badan
10 |Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Rumusan Kesepakatan, Nota Dinas,
. |Dokumen Rencana Kerja SKPD, dlI
(:) Dokumen Rumusan 60 Menit terdokumentasi dan terdistribusikan
untuk ditindaklanjuti
5595 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA,

MARZUKI ADAM, S.Kel.

Pangkat : Pembina
Nip : 19770328 200604 1 019




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

79
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN Nama SOP Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Perekonomian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan

Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk; - Komputer/Laptop;
SOP Administrasi surat keluar; - Printer;
SOP Penyusunan Renja. - Internet;
- ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tersusunnya Dokumen Perencanaan Perekonomian
tepat waktu sehingga dapat berakibat keterlambatan masukan pembuatan Perencanaan Pembangunan Perekonomian OPD

- SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perekonomian;
- Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Perekonomian;

- Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Perekonomian;
- Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Perekonomian.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur . Kasubag Tim Sekretaris | Kepala
Bupati Program | Penyusun Badan Badan Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 [Menetapkan SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen . L . |SK Bupati tentang Tim Penyusun
Perencanaan Perekonomian C) Komputer, Printer, ATK, Disposisi 15 Menit Perencanaan

2 |Melaksanakan orientasi Tim Penyusun mengenai Dokumen ) ) . | Tim Penyusun memahami Dokumen
Perencanaan Perekonomian |:| SK Bupati tentang Tim Penyusun Perencanaan 300 Menit Perencanaan

3 |Melakukan penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Kepulauan Tim Penyusun memahami Dokumen )
Selayar tentang pembangunan tahun rencana I:l Perencanaan 300 Menit (Telaah RPJMD

4 |Menyusun draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Awal Dokumen
Perekonomian :I Telaah RPJMD 300 Menit Perencanaan Perekonomian

5 [Mengoreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan

Draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan

Draft Rancangan Awal Dokumen

Perekonomian apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada ‘ Perek ) 60 Menit P Perck ;
Tim Penyusun erekonomian erencanaan Perekonomian

6 [Memeriksa draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Perekonomian apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada ‘ Draft Rancgngan Awal Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Awal Dqkumen
Kasubag Program Perekonomian Perencanaan Perekonomian

7 [Menyebarluaskan draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Draft R Awal Dok P
Perekonomian kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten :| Pra K ancangan Awal Joxumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
Kepulauan Selayar erekonomian

8 |Menerima masukan draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Perekonomian dari stakeholders pembangunan di Kabupaten |:| Bukti Distribusi 30 Menit[Masukan Stakeholder
Kepulauan Selayar

9 |Mengoreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan ., |Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen
Perekonomian berdasar masukan stakeholder :I Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Perekonomian

10 Mengorek3|‘draf Raqcangan Awa! Dokumen IPelrencangan ) Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen . |Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen
Perekonomian apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Perencanaan Perekonomian 60 Menit Perencanaan Perekonomian
Penyusun

11 |Memeriksa koreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Perekonomian apabila ada perbaikan/ koreksi dikembalikan kepada ‘ l;raﬁkRancqngan Awal Dokumen Perencanaan 30 Menit Eraft Rancang;l n A:V al Dqkumen
Kasubag Program erekonomian erencanaan Perekonomian

12 |Menetapkan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan )
Perekonomian apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris ‘ l;:::ﬁiﬁ:ﬁii?:igg?;gﬁal Dokumen 30 Menit I§Z:ec::agnznaﬁvlgzlr5lz) k:mzn

13 |Menyebarluaskan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan R Awal Dok P
Perekonomian kepada OPD sebagai dasar pembuatan rancangan :l Pancka ngan Awal Lokumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
awal RENJA OPD erexonomian

14 |Menyusun draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan :l Rancangan Awal Dokumen Perencanaan 300 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen

Perekonomian

Perekonomian

Perencanaan Perekonomian




¢

15 [M ksi draft R Akhir Dok P
engore S'. ré alncangan " 0. umen erfenlcanaan. Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Akhir Dokumen

Perekonomian apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan Perck : 60 Menit P Perek )
kepada Tim Penyusun erekonomian erencanaan Perekonomian

16 [Memeriksa draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Perekonomian Perekonomian M perencanaan Perekonomian

17 |Menyebarluaskan draft rancangan Dokumen Perencanaan Draft R Akhir Dok P
Perekonomian kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten 1 Pra ; ancangan Akhir Lokumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
Kepulauan Selayar erekonomian

18 |Menerima masukan draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Perekonomian dari stakeholders pembangunan di Kabupaten |:| Bukti Distribusi 30 Menit [Masukan Stakeholder
Kepulauan Selayar

19 |Mengoreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan . |Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen
Perekonomian berdasarkan masukan stakeholder Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Perekonomian

20 M ksi draf R Akhir Doki P

engore S'. ré ar?cangan l.r ° umenl 9rencangan ) Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen ., |Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen

Perekonomian apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim P Perek . 60 Menit P Perek )
Penyusun erencanaan Perekonomian erencanaan Perekonomian

21 [Memeriksa koreksi draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Perekonomian Perekonomian M perencanaan Perekonomian

22 Menetapkar} draft Rgncangan Akhw Dokumen Perencanaan ) Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan . |Draft Rancangan Akhir Dokumen
Perekonomian apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris Perekonomian 30 Menit Perencanaan Perekonomian

23 |Menyebarluaskan draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ) e
Perekonomian kepada Stakeholder pembangunan :I Perekonomian 60 Menit |Bukti Distribusi

24 [Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Perekonomian S ., |Hasil Koreksi Rancangan Akhir
berdasar masukan stakeholder Bukt Distribusi 300 Menit Dokumen Perencanaan Perekonomian

25 |Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Perekonomian . , . .
apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Penyusun ‘ g:f:n}f:z:z; Ezcgszggr?ﬂ/:ﬁh" Dokumen 60 Menit I§::ec::agnzna':lg:rr(?k?;t?n?;]n

26 [Memeriksa Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Perekonomian . .
apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan kepada Kasubag E:::fonng:mn_::hlr Dokumen Perencanaan 30 Menit E::ec::agn?aﬁdg!rrgg;?nggn
Program I I

27 |Menyebarluaskan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan R Akhir Dok P
Perekonomian kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten |:| Panckangan. It okumen Ferencanaan 60 Menit [Bukti Distribusi
Kepulauan Selayar erekonomian

28 |Menerima masukan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Perekonomian dari stakeholders pembangunan di Kabupaten ] Bukti Distribusi 30 Menit |Masukan Stakeholder

Kepulauan Selayar




29

Mengoreksi rancangan akhir Dokumen Perencanaan Perekonomian

Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen

berdasarkan masukan stakeholder Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Perekonomian
30 |Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Perekonomian . . . . . .
apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Penyusun g:f:ni(;r:::]?;zizaz;gﬁh'r Dokumen 60 Menit E:rsélnlgﬁ;;?;(;iz%;gzh'r Dokumen
31 M iksa koreksi R Akhir Dok P
emer sa‘ore S Iancangan " .0 umen grgncanaqn Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen ., |Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen
Perekonomian apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan P Perek ) 30 Menit P Perek )
kepada Kasubag Program erencanaan Perekonomian erencanaan Perekonomian
32 |Menetapkan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ) ) ) )
Perekonomian apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris Hasil koreksi Rancangan ,Akh'r Dokumen 30 Menit Rancangan Akhir Dokume.zn
Perencanaan Perekonomian Perencanaan Perekonomian
3 Menyerahkz‘an Rancangan Akh|r D°k“T“e” Perencanlaap Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ., |Rancangan Akhir Dokumen
Perekonomian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan |:| Perekonomian 60 Menit Perencanaan Perekonomian
Bupati
34 |Menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Peraturan Bupati tentang Dokumen
Perekonomian Tahun Rencana Perekonomian M | perencanaan Perekonomian
3525 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 80

Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

Nama SOP Daerah Bidang Perekonomian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

1.

Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Administrasi surat masuk; Komputer/Laptop;
- SOP Administrasi surat keluar; Printer;

- SOP Penyusunan Renja. Internet;
ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat terkendalanya kegiatan Asistensi Dokumen Perencanaan
Perekonomian sehingga hasil akhir dokumen perencanaan tidak optimal

SK Tim Asistensi;
Jadwal Asistensi;
Dokumen Perencanaan Perekonomian.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur :
Kepala Kabid Tim | Mitra Kerja | Penyelia Waktu Output
Badan Asistensi
1 2 3 4 5 6 7 9 10
1 |Menyusun SK Tim Asistensi
y (D Komputer, Printer, ATK, Usulan Tim Asistensi 60 Menit [SK Tim Asistensi
2 |Menerima jadwal asistensi dari BPKPAD Bidang Anggaran I:l SK Tim Asistensi 15 Menit |Jadwal Asistensi
im Asistensi enit [Jadwal Asistensi
3 |Menyiapkan keperluan asistensi sesuai jadwal T )
enylapkan Keperiian asistensi sestiafjadwa ] Jadwal Asistensi 300 Menit |Keperluan Asistensi siap tersedia
4 |Mengirim surat ke Bidang Teknis untuk mempersiapkan bahan ) ) ) .
dokumen perencanazn perekonomian (. Jadwal Asistensi 300 Menit [Surat Pemberitahuan
5 [Menentukan nama Tim Asistensi yang telah ditunjuk dan disepakati di ) ) . |Nama-nama Tim Asistensi sesuai yang
bawah koordinasi masing-masing Tim Asistensi T Jadwal Asistensi 60 Menit |\ -1 ditunjuk dalam SK
6 [Membuat jadwal pembahasan Tim Asistensi pada masing-masin
SKPD : P P g g ] Jadwal Asistensi 60 Menit [Jadwal Pembahasan Tim Asistensi
7 |Membawa/menyiapkan dokumen perencanaan perekonomian : ) ) . | Dokumen perencanaan perekonomian
] Jadwal Pembahasan Tim Asistensi 15 Menit siap
8 [Memfasilitasi pembahasan asistensi dokumen perencanaan
perekonomianp P |:| Dokumen perencanaan perekonomian siap 300 Menit|Asistensi Dokumen Perencanaan
9  |Memverifikasi dokumen perencanaan perekonomian. ‘
Jika belum sesuai memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Asistensi Dokumen Perencanaan 30 Menit |Hasil Verifikasi
()
10 |Melakukan Perbaikan dokumen perencanaan perekonomian oleh TR .. |Perbaikan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah sesuai hasil verifikasi :l Hasil Verifikasi 300 Menit perekonomian
11 |Verifikasi ulang oleh penyelia, dokumen perencanaan perekonomian C)

akan diparaf jika sudah sesuai

Perbaikan dokumen perencanaan perekonomian

60 Menit |Dokumen perencanaan perekonomian

1500 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017
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Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
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BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN Nama SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PP RI Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan

Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk;
SOP Administrasi surat keluar;
SOP Penyusunan Laporan.

- Komputer/Laptop;

- Printer;
- Internet;
- ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan monitoring, evaluasi dokumen perencanaan perekonomian

- Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perekonomian




tidak dapat berjalan dengan lancar

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
KepalaBadan | Kabidp2sik | Fungsional/Sub Kelengkapan Waktu Output
Koordinator
1 2 3 4 5 6 7 8
1 [Menugaskan Monev Perencanaan Perekonomian
g D) SK Tim 30 Menit | Disposisi
2 |Memerintahkan Kasubid untuk menindaklanjuti Disposisi . . N .
|:| Disposisi 60 Menit (Disposisi
3 [Menginventarisir data kegiatan pembangunan di Kabupaten )
Kepulauan Selayar dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi I Disposisi, Komputer, ATK 60 Menit |2t Kegiatan Perencanaan
maupun APBD Kabupaten Perekonomian dan Sumber Dana
4 |Mengumpulkan Laporan Kegiatan dari Tahap, Perencanaan, Data Kedi P Perek an d Data Kedi P
Pelaksanaan dan Pengawasan sesuai dengan Renja masing-masing l:l Satab e%atan erencanaan Ferekonomian dan 300 Menit Patak eglatlan deregcansanD
Perangkat Daerah umber Dana erekonomian dan Sumber Dana
5 |Melaksanakan Monev serta menyusun Laporan Monev Pelaporan Data Kegiatan Perencanaan Perekonomian dan 1500 Menit P8t Laporan Monev Pelaporan
Perencanaan Perekonomian T Sumber Dana M | perencanaan Perekonomian
6 [Memeriksa dan memparaf hasil Laporan Monev Pelaporan ‘ Draft Laporan Monev Pelaporan Perencanaan 300 Menit Draft Laporan Monev Pelaporan
Perencanaan Perekonomian Perekonomian M | perencanaan Perekonomian
7 |Memeriksa dan menandatangani hasil Laporan Monev Pelaporan Draft Laporan Monev Pelaporan Perencanaan 30 Men Laporan Monev Pelaporan Perencanaan
Perencanaan Perekonomian Perekonomian et | perekonomian
8 |Menyimpan Laporan Monev Pelaporan Perencanaan Perekonomian ) ) )
D) Laporan Monev Pelaporan Perencanaan Perekonomian| 15 Menit [Arsip
2295 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat : Pembina
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BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
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BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Nama SOP Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk dan keluar;
SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana;
SOP SKPD lingkup bidang perekonomian.

- Komputer/PC, Printer;

- RPJMD, Kebijakan Kepala Daerah, Renstra OPD, DPA OPD, Data BPS;
- Stempel;

- ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabila koordinasi lingkup perekonomian tidak dilakukan berakibat tidak sinerginya program/kegiatan pada sektor tersebut dalam arti luas

- Sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup perekonomian




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
Kepala Kabid p2sik | Fungsional/Sub Staf Kelengkapan Waktu Output
Koordinator
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Mengidentifikasi Isu Strategis i
9 9 C) g:igzk%r;slgzzglf Daerah, Surat Edaran 40 Menit [Agenda koordinasi internal
2 |Kebijakan Pimpinan, Menerima disposisi Kepala tentang o .. [Rumusan Hasil koordinasi internal
koordinasi perencanaan perekonomian :l Agenda koordinasi intemal 1200 Menit kegiatan dari SKPD
3 |Melaksanakan analisis, kajian dan diskusi internal - Rumusan Hasil koordinasi internal 1600 Menit |Rumusan Hasil koordinasi ekstemal
kegiatan dari SKPD kegiatan dari SKPD
4 |Melaksanakan analisis, kajian dan diskusi eksternal i inasi
isis, kaji iskusi |:| E:grr;i:n Hasil koordinasi eksternal 2400 Menit [Rancangan rumusan
5 [Melaksanakan kegiatan rapat I:l Rancangan rumusan 120 Menit Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi
6 |Koordinasi terkait perencanaan perekonomian |:| Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi 75 Menit CI?I;ar:t}?eoplzi;ngz fg:’g:::n telah dikoreksi
7 [Membuat draft laporan hasil rapat |:| c[))lrea;t}?e(:)lgjlgwg: tl)?;z:z;n telah dikoreksi 40 Menit ngﬂdli)c;t:;nen Rumusan telah dikoreksi
8 |Koordinasi terkait perencanaan perekonomian Draft Dokumen Rumusan telah dikoreksi 0 Veni g{::nD?l;:;rEZTCIZ?r;naliisgz r:)i;eihal(r:fp:ll:h
|:| dan diparaf oleh Kepala Bidang en 9 ) P
Sekretaris
9 |Mengoreksi hasil koordinasi (draft rumusan kegiatan ‘ Draft Dokumen Rumusan yang telah 30 Menit |Pokumen Rumusan yang telah
koordinasi) untuk kemudian disampaikan pada kepala bidang dicermati dan diparaf oleh Sekretaris M | ditandatangani Kepala Badan
10 |Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Rumusan Kesepakatan, Nota Dinas,
.. |Dokumen Rencana Kerja SKPD, dIl
C) Dokumen Rumusan 60 Menit terdokumentasi dan terdistribusikan
untuk ditindaklanjuti
5595 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017
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Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
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BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN Nama SOP Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Sumber Daya Alam

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan

Pembangunan Daerah;
4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk;
SOP Administrasi surat keluar;
SOP Penyusunan Renja.

- Komputer/Laptop;

- Printer;
- Internet;

- ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tersusunnya Dokumen Perencanaan Sumber Daya
Alam tepat waktu sehingga dapat berakibat keterlambatan masukan pembuatan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya
Alam OPD

- SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam;

- Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam;
- Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam;




- Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam.

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur .| Kasubag Tim Sekretaris | Kepala
Bupati Program | Penyusun Badan Badan Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menetapkan SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen i i
P P Y y (D) Komputer, Printer, ATK, Disposisi 15 Menit SK Bupali tentang Tim Penyusun

Perencanaan Sumber Daya Alam

Perencanaan

Melaksanakan orientasi Tim Penyusun mengenai Dokumen
Perencanaan Sumber Daya Alam

[

Tim Penyusun memahami Dokumen

SK Bupati tentang Tim Penyusun Perencanaan 300 Menit
Perencanaan

Melakukan penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Kepulauan
Selayar tentang pembangunan tahun rencana

Tim Penyusun memahami Dokumen 300 Menit |Telaah RPIMD

Menyusun draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Sumber
Daya Alam

Draft Rancangan Awal Dokumen
Perencanaan Sumber Daya Alam

:l Perencanaan
1

Telaah RPJMD 300 Menit

Mengoreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Sumber

Draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Awal Dokumen

gaya Alam apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada Tim ‘ Sumber Daya Alam 60 Menit Perencanaan Sumber Daya Alam
enyusun
6 |Memeriksa draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Sumber
Daya Alam apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada ‘ Draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Awal Dokumen
Kasubag Program Sumber Daya Alam Perencanaan Sumber Daya Alam

Menyebarluaskan draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Sumber Daya Alam kepada stakeholders pembangunan di

Draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi

Kabupaten Kepulauan Selayar Sumber Daya Alam
8 [Menerima masukan draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Sumber Daya Alam dari stakeholders pembangunan di Kabupaten 1 Bukti Distribusi 30 Menit|Masukan Stakeholder
Kepulauan Selayar
9 |Mengoreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Sumber . |Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen
Daya Alam berdasar masukan stakeholder :l Masukan Stakeholder 300 Menit

Perencanaan Sumber Daya Alam

10 |Mengoreks draf R ancangan A.W3| Dokumeq Peren(?anaan Symber Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen .. |Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen
Daya Alam apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Perencanaan Sumber Daya Alam 60 Menit Perencanaan Sumber Daya Alam
Penyusun

11 M iksa koreksi draf R Awal Dok P

emerisa Koreks dra gncangan V.Va ° umer) ‘erencapaan Draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Awal Dokumen
Sumber Daya Alam apabila ada perbaikan/ koreksi dikembalikan Sumber Dava Al 30 Menit P Sumber Dava Al
kepada Kasubag Program umber Daya Alam erencanaan Sumber Daya Alam

12 |Menetapkan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Sumber Daya ‘ Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen 30 Menit Rancangan Awal Dokumen
Alam apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris Perencanaan Sumber Daya Alam " |Perencanaan Sumber Daya Alam

13 |Menyebarluaskan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Sumber R Awal Dok P
Daya Alam kepada OPD sebagai dasar pembuatan rancangan awal (I Sanc;)anggn Mﬁ oKumen Ferencanaan 60 Menit [Bukti Distribusi
RENJA OPD umber Laya Alam

14 [Menyusun draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber :l Rancangan Awal Dokumen Perencanaan 300 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Daya Alam Sumber Daya Alam M | Perencanaan Sumber Daya Alam




¢

15 |Mengoreksi draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber . .
Daya Alam apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan kepada graftbRchangiT Akhir Dokumen Perencanaan 60 Menit Eraft Rancang; n A: herDokumen
Tim Penyusun umber Daya Alam erencanaan Sumber Daya Alam
16 |Memeriksa draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Daya Alam Sumber Daya Alam " | Perencanaan Sumber Daya Alam
17 |Menyebarluaskan draft rancangan Dokumen Perencanaan Sumber Draft R Akhir Dok P
Daya Alam kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten 1 Sra b arlscangiln I JoKumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
Kepulauan Selayar umboer Laya Alam
18 |Menerima masukan draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Sumber Daya Alam dari stakeholders pembangunan di Kabupaten :I Bukti Distribusi 30 Menit |Masukan Stakeholder
Kepulauan Selayar
19 |Mengoreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber ., |Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen
Daya Alam berdasarkan masukan stakeholder Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Sumber Daya Alam
20 |Mengoreksi draf Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber . . . .
Daya Alam apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim 0 Igorek3| Drat RsanczngaDn Akr:lr Dokumen 60 Menit gorek& Draft I;ancsngaon Aerlr Dokumen
Penyusun erencanaan Sumber Daya Alam erencanaan Sumber Daya Alam
21 |Memeriksa koreksi draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam M | Perencanaan Sumber Daya Alam
22 |Menstapkan draft Rancangan.Akhlr Dokumen Perencanaan Sumber Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Akhir Dokumen
Daya Alam apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris Sumber Daya Alam 30 Menit Perencanaan Sumber Daya Alam
23 [Menyebarluaskan draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan . .
Sumber Daya Alam kepada Stakeholder pembangunan I:l Sumber Daya Alam 60 Menit | Buki Distribusi
24 |Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber Daya Hasil Koreksi Rancangan Akhir
Alam berdasar masukan stakeholder Bukti Distribusi 300 Menit [Dokumen Perencanaan Sumber Daya
Alam
25 |Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber Daya Hasil Koreksi Rancangan Akhir Dokumen Rancangan Akhir Dokumen
Alam apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Perencanaan SumbergDa a Alam 60 Menit Perencagnaan Sumber Dava Alam
Penyusun y y
26 |Memeriksa Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber Daya Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Dokumen
Alam apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan kepada Sumber Dava Alam 30 Menit Perencanaan Sumber Dava Alam
Kasubag Program y ¥
27 [Menyebarluaskan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber R Akhir Dok P
Daya Alam kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten |:| San(;)anggn Allr oxumen Ferencanaan 60 Menit |Buki Distribusi
Kepulauan Selayar umber Daya Alam
28 [Menerima masukan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Sumber Daya Alam dari stakeholders pembangunan di Kabupaten 1 Bukti Distribusi 30 Menit |Masukan Stakeholder

Kepulauan Selayar




29

Mengoreksi rancangan akhir Dokumen Perencanaan Sumber Daya

Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen

Alam berdasarkan masukan stakeholder Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Sumber Daya Alam
30 |Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber Daya Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen 60 Menit Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen
Alam apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Penyusun Perencanaan Sumber Daya Alam EN | perencanaan Sumber Daya Alam
31 [Memeriksa koreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber . ) . . . .
Daya Alam apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan kepada gasﬂ koreksi Rsancing%n Akw Dokumen 30 Menit Easn koreks| Rsanczng%n Akw Dokumen
Kasubag Program erencanaan Sumber Daya Alam erencanaan Sumber Daya Alam
32 |Menetapkan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber Daya Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen 30 Menit Rancangan Akhir Dokumen
Alam apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris Perencanaan Sumber Daya Alam M | perencanaan Sumber Daya Alam
33 |Menyerahkan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Sumber Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan .. |Rancangan Akhir Dokumen
Daya Alam kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati :l Sumber Daya Alam 60 Menit Perencanaan Sumber Daya Alam
34 |Menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Peraturan Bupati tentang Dokumen
Sumber Daya Alam Tahun Rencana Sumber Daya Alam M | perencanaan Sumber Daya Alam
3525 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017




Nomor 84
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN Namasop ~|Rsistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

Daerah Bidang Sumber Daya Alam

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Administrasi surat masuk; Komputer/Laptop;
- SOP Administrasi surat keluar; Printer;
- SOP Penyusunan Renja. Internet;
ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat terkendalanya kegiatan Asistensi Dokumen Perencanaan
Sumber Daya Alam sehingga hasil akhir dokumen perencanaan tidak optimal

SK Tim Asistensi;
Jadwal Asistensi;
Dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
Kepala Kabid Tim | Mitra Kerja | Penyelia Waktu Output
Badan Asistensi
1 2 3 4 5 6 7 9 10
1 |Menyusun SK Tim Asistensi
y (D Komputer, Printer, ATK, Usulan Tim Asistensi 60 Menit [SK Tim Asistensi
2 |Menerima jadwal asistensi dari BPKPAD Bidang Anggaran I:l SK Tim Asistensi 15 Menit | Jadwal Asistensi
im Asistensi enit [Jadwal Asistensi
3 |Menyiapkan keperluan asistensi sesuai jadwal . )
enylapkan Keperian asistensi sestiafjadwa ] Jadwal Asistensi 300 Menit |Keperluan Asistensi siap tersedia
4 |Mengirim surat ke Bidang Teknis untuk mempersiapkan bahan ) ) ) .
dokumen perencanaan sumber daya alam (. Jadwal Asistensi 300 Menit [Surat Pemberitahuan
5 [Menentukan nama Tim Asistensi yang telah ditunjuk dan disepakati di ) ) . |Nama-nama Tim Asistensi sesuai yang
bawah koordinasi masing-masing Tim Asistensi T Jadwal Asistensi 60 Menit |\ o1 ditunjuk dalam SK
6 [Membuat jadwal pembahasan Tim Asistensi pada masing-masin
SKPD : P P 9 g ] Jadwal Asistensi 60 Menit [Jadwal Pembahasan Tim Asistensi
7 |Membawa/menyiapkan dokumen perencanaan sumber daya alam ! ) ) .. |Dokumen perencanaan sumber daya
] Jadwal Pembahasan Tim Asistensi 15 Menit | siap
8 [Memfasilitasi pembahasan asistensi dokumen perencanaan sumber
daya alam P P |:| Dokumen perencanaan sumber daya alam siap 300 Menit|Asistensi Dokumen Perencanaan
9 |Memverifikasi dokumen perencanaan sumber daya alam.
Jika belum sesuai memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Asistensi Dokumen Perencanaan 30 Menit |Hasil Verifikasi
()
10 [Melakukan Perbaikan dokumen perencanaan sumber daya alam oleh S .. |Perbaikan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah sesuai hasil verifikasi :l Hasil Verifikasi 300 Menit sumber daya alam
11 |Verifikasi ulang oleh penyelia, dokumen perencanaan sumber daya Perbaikan dokumen perencanaan sumber daya 60 Menit |Pokumen perencanaan sumber daya
alam akan diparaf jika sudah sesuai () alam ent alam
1500 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017







KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

D

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

85
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN Nama SOP Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya

Alam

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk;
SOP Administrasi surat keluar;
SOP Penyusunan Laporan.

- Komputer/Laptop;

- Printer;
- Internet;
- ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan monitoring, evaluasi dokumen perencanaan sumber daya alam

- Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam




tidak dapat berjalan dengan lancar

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
KepalaBadan | Kabid P2SIK F“'I'(%s:r’;z;'tfr“b Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1 [Menugaskan Monev Perencanaan Sumber Daya Alam
? g (G SK Tim 30 Menit | Disposisi
2 |Memerintahkan Kasubid untuk menindaklanjuti Disposisi . . N .
|:| Disposisi 60 Menit (Disposisi
3 [Menginventarisir data kegiatan pembangunan di Kabupaten )
Kepulauan Selayar dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi I Disposisi, Komputer, ATK 60 Menit |2t Kegiatan Perencanaan Sumber

maupun APBD Kabupaten

Daya Alam dan Sumber Dana

Mengumpulkan Laporan Kegiatan dari Tahap, Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengawasan sesuai dengan Renja masing-masing
Perangkat Daerah

Data Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Alam dan
Sumber Dana

300 Menit

Data Kegiatan Perencanaan Sumber
Daya Alam dan Sumber Dana

il

5 |Melaksanakan Monev serta menyusun Laporan Monev Pelaporan Data Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Alam dan 1500 Menit Draft Laporan Monev Pelaporan
Perencanaan Sumber Daya Alam Sumber Dana M | Perencanaan Sumber Daya Alam

6 [Memeriksa dan memparaf hasil Laporan Monev Pelaporan ‘ Draft Laporan Monev Pelaporan Perencanaan Sumber 300 Menit Draft Laporan Monev Pelaporan
Perencanaan Sumber Daya Alam Daya Alam M | Perencanaan Sumber Daya Alam

7 |Memeriksa dan menandatangani hasil Laporan Monev Pelaporan Draft Laporan Monev Pelaporan Perencanaan Sumber | . [Laporan Monev Pelaporan Perencanaan
Perencanaan Sumber Daya Alam Daya Alam ent Sumber Daya Alam

8 |Menyimpan Laporan Monev Pelaporan Perencanaan Sumber Daya Laporan Monev Pelaporan Perencanaan Sumber Daya ) .
Alam C) Alam 15 Menit [Arsip

2295 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.
Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 86
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Nama SOP Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya
Alam

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.

Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk dan keluar;
SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana;
SOP SKPD lingkup bidang sumber daya alam.

Komputer/PC, Printer;

RPJMD, Kebijakan Kepala Daerah, Renstra OPD, DPA OPD, Data BPS;
Stempel;

ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi




Apabila koordinasi lingkup sumber daya alam tidak dilakukan berakibat tidak sinerginya program/kegiatan pada sektor tersebut dalam arti luas

- Sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup sumber daya alam

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
Kepala Kabid p2sik | Fungsional /Sub Staf Kelengkapan Waktu Output
Koordinator
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [Mengidentifikasi Isu Strategis i
9 9 C) ggigzk%r;s};iz;l? Daerah, Surat Edaran 40 Menit [Agenda koordinasi internal
2 |Kebijakan Pimpinan, Menerima disposisi Kepala tentang N .. [Rumusan Hasil koordinasi internal
koordinasi perencanaan sumber daya alam |:| Agenda koordinasi intenal 1200 Menit kegiatan dari SKPD
3 |Melaksanakan analisis, kajian dan diskusi internal - Rumusan Hasil koordinasi internal 1600 Menit | Rumusan Hasil koordinasi eksternal
kegiatan dari SKPD kegiatan dari SKPD
4 |Melaksanak lisis, kajian dan diskusi eksternal i inasi
elaksanakan analisis, kajian dan diskusi eksterna |:| E;gniwaut:in Hasil koordinasi eksternal 2400 Menit |Rancangan rumusan
5 |Melaksanakan kegiatan rapat I:l Rancangan rumusan 120 Menit Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi
6 |Koordinasi terkait perencanaan sumber daya alam I:l Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi 75 Menit (I?I:eahft}?eopl::;ngr:u?;irg:;:n telah dikoreksi
7 |Membuat draft | hasil t i i i i
lembuat draft laporan hasil rapa |:| zfr?lzil::;n::bR;irg:rslgn telah dikoreksi 40 Menit (Ij);ftdliizl;:;nen Rumusan telah dikoreksi
8 |Koordinasi terkait perencanaan sumber daya alam Draft Dokumen Rumusan telah dikoreksi 2 Mot gir::nDc:I;:;rzzr;CIZz;nauﬁszz :I;ha}iaefgll:h
|:| dan diparaf oleh Kepala Bidang ! 9 ) P
Sekretaris
9 |Mengoreksi hasil koordinasi (draft rumusan kegiatan ‘ Draft Dokumen Rumusan yang telah 30 Menit |Pokumen Rumusan yang telah
koordinasi) untuk kemudian disampaikan pada kepala bidang dicermati dan diparaf oleh Sekretaris " |ditandatangani Kepala Badan
10 |Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Rumusan Kesepakatan, Nota Dinas,
. |Dokumen Rencana Kerja SKPD, dlI
(:) Dokumen Rumusan 60 Menit terdokumentasi dan terdistribusikan
untuk ditindaklanjuti
5595 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

87
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN Nama SOP Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Infrastruktur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan

Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk; - Komputer/Laptop;
SOP Administrasi surat keluar; - Printer;
SOP Penyusunan Renja. - Internet;
- ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tersusunnya Dokumen Perencanaan Infrastruktur
tepat waktu sehingga dapat berakibat keterlambatan masukan pembuatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur OPD

- SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Infrastruktur;

- Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Infrastruktur;

- Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Infrastruktur;




Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Infrastruktur.

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur . Kasubag Tim Sekretaris | Kepala
Bupati Program | Penyusun Badan Badan Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Menetapkan SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen . L . |SK Bupati tentang Tim Penyusun
Perencanaan Infrastruktur C) Komputer, Printer, ATK, Disposisi 15 Menit Perencanaan
2 [Melaksanakan orientasi Tim Penyusun mengenai Dokumen ) ) ., |Tim Penyusun memahami Dokumen
Perencanaan Infrastruktur ] SK Bupati tentang Tim Penyusun Perencanaan | 300 Menit |5, "0~
3 |Melakukan penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Kepulauan Tim Penyusun memahami Dokumen .
Selayar tentang pembangunan tahun rencana :l Perencanaan 300 Menit (Telaah RPJMD
4 [Menyusun draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Infrastruktur ., |Draft Rancangan Awal Dokumen
:l Telaah RPJVD 300 Menit Perencanaan Infrastruktur
5 [M ksi draf R Awal Dok P
engorexsi dra .ancangan \.Na 0 umgn. erencgnaan ) Draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Awal Dokumen
Infrastruktur apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada Tim Infrastrukt 60 Menit P Infrastrukt
Penyusun nfrastruktur erencanaan Infrastruktur
6 |Memeriksa draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Infrastruktur apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada ‘ Draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Awal Dokumen
Kasubag Program Infrastruktur Perencanaan Infrastruktur
7 |Menyebarluaskan draft Rancangan Awal Dokumen Infrastruktur Draft Rancanaan Awal Dokumen Perencanaan
kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar |:| Infrastruktur gan Aw a 60 Menit |Bukti Distribusi
8 [Menerima masukan draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Infrastruktur dari stakeholders pembangunan di Kabupaten 1 Bukti Distribusi 30 Menit|Masukan Stakeholder
Kepulauan Selayar
9 |Mengoreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan . |Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen
Infrastruktur berdasar masukan stakeholder :l Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Infrastruktur
10 |Mengoreksi draf Rancangan Ayval Dokumtlan.Perencgnaan ' Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen .. |Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen
Infrastruktur apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Perencanaan Infrastruktur 60 Menit Perencanaan Infrastrukiur
Penyusun
11 M iksa koreksi draf R Awal Dok P
emeriksa Kore s." ra ancar)gan wa .o .umen Ierencanaan Draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Awal Dokumen
Infrastruktur apabila ada perbaikan/ koreksi dikembalikan kepada Infrastrukt 30 Menit P Infrastrukt
Kasubag Program nfrastruktur erencanaan Infrastruktur
12 |Menetapkan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Infrastruktur ‘ Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen 30 Menit Rancangan Awal Dokumen
apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris Perencanaan Infrastruktur " |Perencanaan Infrastruktur
13 |Menyebarluaskan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan R Awal Dok P
Infrastruktur kepada OPD sebagai dasar pembuatan rancangan awal |:| | ?nc?ni?n Wal Lokumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
RENJA OPD nfrastruktur
14 |Menyusun draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan l:l Rancangan Awal Dokumen Perencanaan 300 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen

Infrastruktur

Infrastruktur

Perencanaan Infrastruktur







¢

15 |Mengoreksi draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan . .
Infrastruktur apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan kepada :);aft tRa:tc angan Akhir Dokumen Perencanaan 60 Menit graft Rancangla? AI;hlLItDokumen
Tim Penyusun nfrastruktur erencanaan Infrastruktur

16 |Memeriksa draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Infrastruktur Infrastruktur M |Perencanaan Infrastruktur

17 |Menyebarluaskan draft rancangan Dokumen Perencanaan Draft R Akhir Dok P
Infrastruktur kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten 1 | ;a ! a:tc angan AKhir Lokumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
Kepulauan Selayar nirastruitur

18 |Menerima masukan draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Infrastruktur dari stakeholders pembangunan di Kabupaten :I Bukti Distribusi 30 Menit |Masukan Stakeholder
Kepulauan Selayar

19 |Mengoreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ., |Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen
Infrastruktur berdasarkan masukan stakeholder Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Infrastruktur

20 [Mengoreksi draf Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan . . . .
Infrastruktur apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim 0 Igorek3| Draft ITafncatng;tn Akhir Dokumen 60 Menit gorek& Draft ITafncatnglzn Akhir Dokumen
Penyusun erencanaan Infrastruktur erencanaan Infrastruktur

21 |Memeriksa koreksi draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Infrastruktur Infrastruktur M | Perencanaan Infrastruktur

22 |Menetapkan draft.Rancangan /_'\kh'r Dokumen Perencanaan . Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Akhir Dokumen
Infrastruktur apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris Infrastruktur 30 Menit Perencanaan Infrastruktur

23 [Menyebarluaskan draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan . S
Infrastruktur kepada Stakeholder pembangunan (I Infrastruktur 60 Menit |Bukti Distribusi

24 [Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Infrastruktur Hasil Koreksi Rancanaan Akhir
berdasar masukan stakeholder Bukti Distribusi 300 Menit g

Dokumen Perencanaan Infrastruktur

25 [Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Infrastruktur Hasil Koreksi Rancanaan Akhir Dokumen Rancanaan Akhir Dokumen
apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Penyusun ‘ Perencanaan Infrastrt?ktur 60 Menit Perencagnaan Infrastruktur

26 [Memeriksa Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Infrastruktur . .
apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan kepada Kasubag E?;Z?:Li?;r/\khlr Dokumen Perencanaan 30 Menit :3::ec::agnznaﬁ:;a?rﬁmfn
Program

27 [Menyebarluaskan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan R Akhir Dok P
Infrastruktur kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten |:| | ?nc?ngketm IrHokumen Ferencanaan 60 Menit |Buki Distribusi
Kepulauan Selayar nirastiuktur

28 [Menerima masukan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Infrastruktur dari stakeholders pembangunan di Kabupaten |:| Buki Distribusi 30 Menit Masukan Stakeholder

Kepulauan Selayar




29

Mengoreksi rancangan akhir Dokumen Perencanaan Infrastruktur
berdasarkan masukan stakeholder

Masukan Stakeholder

300 Menit

Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen
Perencanaan Infrastruktur

30 [Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Infrastruktur Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen 60 Menit Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen
apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Penyusun Perencanaan Infrastruktur e | perencanaan Infrastruktur
31 M iksa koreksi R Akhir Dok P
emeriksa Kore s." ancangan .|r ° umeq Ierencar?aan Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen ., |Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen
Infrastruktur apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan kepada 30 Menit
Perencanaan Infrastruktur Perencanaan Infrastruktur
Kasubag Program
32 |Menetapkan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Infrastruktur Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen 30 Menit Rancangan Akhir Dokumen
apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris Perencanaan Infrastruktur " |Perencanaan Infrastruktur
3 Menyerahkaanancangan Akhir DokL'ngn Perencanaan Ipfrastruktur Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ., |Rancangan Akhir Dokumen
kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati :l Infrastruktur 60 Menit Perencanaan Infrastrukiur
34 |Menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Peraturan Bupati tentang Dokumen
Infrastruktur Tahun Rencana Infrastruktur " |Perencanaan Infrastruktur
3525 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 88
Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

Nama SOP Daerah Bidang Infrastruktur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

1.

Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Administrasi surat masuk; Komputer/Laptop;
- SOP Administrasi surat keluar; Printer;

- SOP Penyusunan Renja. Internet;
ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat terkendalanya kegiatan Asistensi Dokumen Perencanaan
Infrastruktur sehingga hasil akhir dokumen perencanaan tidak optimal

SK Tim Asistensi;
Jadwal Asistensi;
Dokumen Perencanaan Infrastruktur.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Ke i
pala . Tim . . .
Badan Kabid Asistensi Mitra Kerja | Penyelia Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menyusun SK Tim Asistensi
y C) Komputer, Printer, ATK, Usulan Tim Asistensi 60 Menit |SK Tim Asistensi
2 |Menerima jadwal asistensi dari BPKPAD Bidang Anggaran I:l SK Tim Asistensi 15 Menit | Jadwal Asistensi
im Asistensi enit [Jadwal Asistensi
3 |Menyiapkan keperluan asistensi sesuai jadwal T )
enylapkan Keperian asistensi sestiafjadwa ] Jadwal Asistensi 300 Menit |Keperluan Asistensi siap tersedia
4 |Mengirim surat ke Bidang Teknis untuk mempersiapkan bahan ) ) ) .
dokumen perencanaan infrastruktur 1 Jadwal Asistensi 300 Menit |Surat Pemberitahuan
5 [Menentukan nama Tim Asistensi yang telah ditunjuk dan disepakati di ) ) . |Nama-nama Tim Asistensi sesuai yang
bawah koordinasi masing-masing Tim Asistensi T Jadwal Asistensi 60 Menit |\ o1 ditunjuk dalam SK
6 [Membuat jadwal pembahasan Tim Asistensi pada masing-masin
SKPD : P P 9 g ] Jadwal Asistensi 60 Menit [Jadwal Pembahasan Tim Asistensi
7 |Membawa/menyiapkan dokumen perencanaan infrastruktur
viap P ] Jadwal Pembahasan Tim Asistensi 15 Menit |Dokumen perencanaan infrastruktur siap
8 [|Memfasilitasi pembahasan asistensi dokumen perencanaan
infrastruktur P P |:| Dokumen perencanaan infrastruktur siap 300 Menit|Asistensi Dokumen Perencanaan
9 |Memverifikasi dokumen perencanaan infrastruktur. ‘
Jika belum sesuai memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Asistensi Dokumen Perencanaan 30 Menit Hasil Verifikasi
10 [Melakukan Perbaikan dokumen perencanaan infrastruktur oleh G .. |Perbaikan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah sesuai hasil verifikasi :l Hasil Verifikasi 300 Menit infrastruktur
11 |Verifikasi ulang oleh penyelia, dokumen perencanaan infrastruktur
akan diparaf jiEa sudzh s)(lesuai P C) Perbaikan dokumen perencanaan infrastruktur 60 Menit |Dokumen perencanaan infrastruktur
1500 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat :

Pembina

Nip : 19720204 200604 1 017







KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

89
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN Nama SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah R Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.

Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan

Pembangunan Daerah;
Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk;
SOP Administrasi surat keluar;
SOP Penyusunan Laporan.

Komputer/Laptop;

Printer;
Internet;
ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan monitoring, evaluasi dokumen perencanaan infrastruktur

Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Infrastruktur




tidak dapat berjalan dengan lancar

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
KepalaBadan | Kabid P2SIK F”’&%ﬂf;i;’t::'b Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1 [Menugaskan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur
? ‘ C) SK Tim 30 Menit |Disposisi
2 [Memerintahkan Kasubid untuk menindaklanjuti Disposisi . . . o
] Disposisi 60 Menit |Disposisi
3 |Menginventarisir data kegiatan pembangunan di Kabupaten )
Kepulauan Selayar dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi [ Disposisi, Komputer, ATK 60 Menit | D2t Kegiatan Perencanaan Infrastruktur
maupun APBD Kabupaten dan Sumber Dana
4 |Mengumpulkan Laporan Kegiatan dari Tahap, Perencanaan, ) )
Pelaksanaan dan Pengawasan sesuai dengan Renja masing-masing I:l Bata Kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Sumber 300 Menit (Ij)ataSKegt;ataB Perencanaan Infrastruktur
Perangkat Daerah ana an sumber Uana
5 |Melaksanakan Monev serta menyusun Laporan Monitoring dan Data Kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Sumber .. | Draft Laporan Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Pelaporan Perencanaan Infrastruktur :l Dana 1500 Menit Pelaporan Perencanaan Infrastruktur
6 |Memeriksa dan memparaf hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi ‘ Draft Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 300 Menit Draft Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan Perencanaan Infrastruktur Perencanaan Infrastruktur ! Pelaporan Perencanaan Infrastruktur
7 |Memeriksa dan menandatangani hasil Laporan Monitoring dan Draft Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 30 Menit |L2Poran Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Pelaporan Perencanaan Infrastruktur Perencanaan Infrastruktur en Pelaporan Perencanaan Infrastruktur
8 [Menyimpan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan ) )
Perencanaan Infrastruktur D |perencanaan Infrastruktur 15 Menit |Arsip
2295 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

90
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN Nama SOP Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Administrasi surat masuk dan keluar;
SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana;
SOP SKPD lingkup bidang infrastruktur.

- Komputer/PC, Printer;
- RPJMD, Kebijakan Kepala Daerah, Renstra OPD, DPA OPD, Data BPS;

- Stempel;
- ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Apabila koordinasi lingkup infrastruktur tidak dilakukan berakibat tidak sinerginya program/kegiatan pada sektor tersebut dalam arti luas

- Sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup infrastruktur




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
Kepala Kabid p2sik | Fungsional /Sub Staf Kelengkapan Waktu Output
Koordinator
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [Mengidentifikasi Isu Strategis i
9 9 C) ggigzk%r;s};igi? Daerah, Surat Edaran 40 Menit [Agenda koordinasi internal
2 |Kebijakan Pimpinan, Menerima disposisi Kepala tentang N .. [Rumusan Hasil koordinasi internal
koordinasi perencanaan infrastruktur :I Agenda koordinasi internal 1200 Menit kegiatan dari SKPD
3 |Melaksanakan analisis, kajian dan diskusi internal |:| Rumusan Hasil koordinasi interal 1600 Menit | Rumusan Hasil koordinasi eksternal
kegiatan dari SKPD kegiatan dari SKPD
4 |Melaksanak lisis, kajian dan diskusi eksternal i inasi
elaksanakan analisis, kajian dan diskusi eksterna |:| E;gniwaut:in Hasil koordinasi eksternal 2400 Menit |Rancangan rumusan
5 |Melaksanakan kegiatan rapat I:l Rancangan rumusan 120 Menit Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi
6 [Koordinasi terkait perencanaan infrastruktur |:| Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi 75 Menit (I?I;ahft}?eopg;ngr:l Sglrgzzgn telah dikoreksi
7 |Membuat draft | hasil t i i i i
lembuat draft laporan hasil rapa |:| (l?lzftlzi)l::;ng:?;ir:’l:rslgn telah dikoreksi 40 Menit (Ij);ftdli?;l;:;nen Rumusan telah dikoreksi
8 |Koordinasi terkait perencanaan infrastruktur Draft Dokumen Rumusan telah dikoreksi 2 Mot gir::nDc:I;:;rzzr;CIZz:auﬁszg :l(ﬁh;zfg::h
|:| dan diparaf oleh Kepala Bidang ! 9 ) P
Sekretaris
9 |Mengoreksi hasil koordinasi (draft rumusan kegiatan ‘ Draft Dokumen Rumusan yang telah 30 Menit |Pokumen Rumusan yang telah
koordinasi) untuk kemudian disampaikan pada kepala bidang dicermati dan diparaf oleh Sekretaris " |ditandatangani Kepala Badan
10 |Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Rumusan Kesepakatan, Nota Dinas,
. |Dokumen Rencana Kerja SKPD, dlI
(:) Dokumen Rumusan 60 Menit terdokumentasi dan terdistribusikan
untuk ditindaklanjuti
5595 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

9N
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN Nama SOP Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Kewilayahan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan

Pembangunan Daerah;
4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk;
SOP Administrasi surat keluar;
SOP Penyusunan Renja.

- Komputer/Laptop;

- Printer;
- Internet;

- ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tersusunnya Dokumen Perencanaan Kewilayahan
tepat waktu sehingga dapat berakibat keterlambatan masukan pembuatan Perencanaan Pembangunan bidang Kewilayahan OPD

- SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Kewilayahan;

- Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Kewilayahan;
- Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Kewilayahan;




Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Kewilayahan.

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur . Kasubag Tim Sekretaris | Kepala
Bupati Program | Penyusun Badan Badan Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Menetapkan SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen . L . |SK Bupati tentang Tim Penyusun
Perencanazn Kewlayahan D) Komputer, Printer, ATK, Disposisi 15 Menit 5 o oan
2 [Melaksanakan orientasi Tim Penyusun mengenai Dokumen ) ) ., |Tim Penyusun memahami Dokumen
Perencanaan Kewilayahan ] SK Bupati tentang Tim Penyusun Perencanaan | 300 Menit |5, "0~
3 |Melakukan penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Kepulauan Tim Penyusun memahami Dokumen .
Selayar tentang pembangunan tahun rencana :l Perencanaan 300 Menit (Telaah RPJMD
4 |Menyusun draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Awal Dokumen
Kewilayahan :l Telaah RPJMD 300 Menit Perencanaan Kewilayahan
5 [M ksi draf R Awal Dok P
engore stdra gncangan W.a 0 umep .erenca.n aan ) Draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Awal Dokumen
Kewilayahan apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada Tim Kewilavah 60 Menit P Kewilavah
Penyusun ewilayahan erencanaan Kewilayahan
6 |Memeriksa draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Kewilayahan apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan kepada ‘ Draﬁ Rancangan Awal Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Awal Dokumen
Kasubag Program Kewilayahan Perencanaan Kewilayahan
7 |Menyebarluaskan draft Rancangan Awal Dokumen Kewilayahan Draft Rancanaan Awal Dokumen Perencanaan
kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar |:| Kewilayahan gan Aw u 60 Menit |Bukti Distribusi
8 [Menerima masukan draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Kewilayahan dari stakeholders pembangunan di Kabupaten 1 Bukti Distribusi 30 Menit|Masukan Stakeholder
Kepulauan Selayar
9 |Mengoreksi draf Rancangan Awal Dokumen Perencanaan . |Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen
Kewilayahan berdasar masukan stakeholder :l Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Kewilayahan
10 Mengorekm draf R?ncangan AV\{aI Dokumep I?erencap aan ' Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen .. |Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen
Kewilayahan apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Perencanaan Kewilavahan 60 Menit Perencanaan Kewilavahan
Penyusun y y
11 M iksa koreksi draf R Awal Dok P
e”Te“ sa Kore SI. ra ancangan wa 9 gmen grencanaan Draft Rancangan Awal Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Awal Dokumen
Kewilayahan apabila ada perbaikan/ koreksi dikembalikan kepada ) 30 Menit .
Kewilayahan Perencanaan Kewilayahan
Kasubag Program
12 |Menetapkan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Kewilayahan ‘ Koreksi Draft Rancangan Awal Dokumen 30 Menit Rancangan Awal Dokumen
apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris Perencanaan Kewilayahan " |Perencanaan Kewilayahan
13 |Menyebarluaskan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan R Awal Dok P
Kewilayahan kepada OPD sebagai dasar pembuatan rancangan :l Kanc.:langsn wal okumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
awal RENJA OPD ewllayahan
14 |Menyusun draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan l:l Rancangan Awal Dokumen Perencanaan 300 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen

Kewilayahan

Kewilayahan

Perencanaan Kewilayahan







¢4

15 Mengorek3| draft Rancangan Akhir pokumen Pgrgncanaa.n Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ., |Draft Rancangan Akhir Dokumen
Kewilayahan apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan Kewilavah 60 Menit P Kewilavah
kepada Tim Penyusun ewilayahan erencanaan Kewilayahan

16 |Memeriksa draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Kewilayahan Kewilayahan " |Perencanaan Kewilayahan

17 |Menyebarluaskan draft rancangan Dokumen Perencanaan Draft R Akhir Dok P
Kewilayahan kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten 1 Kra " anhcangan rokumen Ferencanaan 60 Menit |Bukti Distribusi
Kepulauan Selayar ewlayahan

18 |Menerima masukan draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Kewilayahan dari stakeholders pembangunan di Kabupaten |:| Bukti Distribusi 30 Menit [Masukan Stakeholder
Kepulauan Selayar

19 |Mengoreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan . |Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen
Kewilayahan berdasarkan masukan stakeholder Masukan Stakeholder 300 Menit Perencanaan Kewilayahan

20 M ksi draf R Akhir Doki P

engore St draf Rancangan ) oo umen. erencangan Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen ., |Koreksi Draft Rancangan Akhir Dokumen

Kewilayahan Infrastruktur apabila ada perbaikan/koreksi P Kewilavah 60 Menit P Kewilavah
dikembalikan ke Tim Penyusun erencanaan Kewilayahan erencanaan Kewilayahan

21 |Memeriksa koreksi draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Menit Draft Rancangan Akhir Dokumen
Kewilayahan Kewilayahan " |Perencanaan Kewilayahan

22 Menfetapkan draft Rancangan Akhw Dokumen Perencanaan . Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan . |Draft Rancangan Akhir Dokumen
Kewilayahan apabila ada perbaikan dikemballkan kepada Sekretaris Kewilayahan 30 Menit Perencanaan Kewilayahan

23 |Menyebarluaskan draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Draft Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan ) e
Kewilayahan kepada Stakeholder pembangunan :I Kewilayahan 60 Menit |Bukti Distribusi

24 [Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Kewilayahan . . .
berdasar masukan stakeholder Bukti Distribusi 300 Menit Hasil Koreksi Rancangan Akhlr

Dokumen Perencanaan Kewilayahan

25 |Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Kewilayahan . , . .
apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Penyusun ‘ g:f:n}f:z:z: izr\:;g;gir;:kh" Dokumen 60 Menit I§::ec::agnzna':|:(h;/vlﬁ2;:rr?a enn

26 |Memeriksa Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Kewilayahan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Dokumen
apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan kepada Kasubag Kewilavahan 30 Menit Perencanaan Kewilavahan
Program wiay wiay

27 |Menyebarluaskan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan R Akhir Dok P
Infrastruktur kepada stakeholders pembangunan di Kabupaten |:| Kanc.:langsn It okumen Ferencanaan 60 Menit [Bukti Distribusi
Kepulauan Selayar ewliayanan

28 |Menerima masukan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan
Kewilayahan dari stakeholders pembangunan di Kabupaten |:| Bukti Distribusi 30 Menit [Masukan Stakeholder

Kepulauan Selayar




29

Mengoreksi rancangan akhir Dokumen Perencanaan Kewilayahan
berdasarkan masukan stakeholder

Masukan Stakeholder

300 Menit

Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen
Perencanaan Kewilayahan

30 [Mengoreksi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Kewilayahan Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen 60 Meni Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen
apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan ke Tim Penyusun Perencanaan Kewilayahan enit Perencanaan Kewilayahan
31 (M iksa koreksi R Akhir Dok P
e”Te” sa Kore SI. ancangan 'T © umen. grencangan Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen ., |Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen
Kewilayahan apabila terdapat perbaikan/koreksi dikembalikan ; 30 Menit )
Perencanaan Kewilayahan Perencanaan Kewilayahan
kepada Kasubag Program
32 |Menetapkan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Kewilayahan Hasil koreksi Rancangan Akhir Dokumen 30 Menit Rancangan Akhir Dokumen
apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada Sekretaris Perencanaan Kewilayahan " |Perencanaan Kewilayahan
33 |Menyerahkan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Kewilayahan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Dokumen
kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati :l Kewilayahan 60 Menit Perencanaan Kewilayahan
34 |Menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan 30 Meni ; Kewilavah
Kewilayahan Tahun Rencana Kewilayahan enit [Perencanaan Kewilayahan
3525 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 92
Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

Nama SOP Daerah Bidang Kewilayahan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

1.

Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
- SOP Administrasi surat masuk; Komputer/Laptop;
- SOP Administrasi surat keluar; Printer;

- SOP Penyusunan Renja. Internet;
ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat terkendalanya kegiatan Asistensi Dokumen Perencanaan
Kewilayahan sehingga hasil akhir dokumen perencanaan tidak optimal

SK Tim Asistensi;
Jadwal Asistensi;
Dokumen Perencanaan Kewilayahan.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Ke i
pala . Tim . . .
Badan Kabid Asistensi Mitra Kerja | Penyelia Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menyusun SK Tim Asistensi
y GD) Komputer, Printer, ATK, Usulan Tim Asistensi 60 Menit [SK Tim Asistensi
2 |Menerima jadwal asistensi dari BPKPAD Bidang Anggaran I:l SK Tim Asistensi 15 Menit | Jadwal Asistensi
im Asistensi enit [Jadwal Asistensi
3 |Menyiapkan keperluan asistensi sesuai jadwal . )
enylapkan Keperian asistensi sestiafjadwa ] Jadwal Asistensi 300 Menit |Keperluan Asistensi siap tersedia
4 |Mengirim surat ke Bidang Teknis untuk mempersiapkan bahan ) ) ) .
dokumen perencanazn Kewiayahan (. Jadwal Asistensi 300 Menit [Surat Pemberitahuan
5 [Menentukan nama Tim Asistensi yang telah ditunjuk dan disepakati di ) ) . |Nama-nama Tim Asistensi sesuai yang
bawah koordinasi masing-masing Tim Asistensi T Jadwal Asistensi 60 Menit |\ o1 ditunjuk dalam SK
6 [Membuat jadwal pembahasan Tim Asistensi pada masing-masin
SKPDU jadwal p mas P ng-masing ] Jadwal Asistensi 60 Menit [Jadwal Pembahasan Tim Asistensi
7 |Membawa/menyiapkan dokumen perencanaan Kewilayahan
viap P y ] Jadwal Pembahasan Tim Asistensi 15 Menit |Dokumen perencanaan Kewilayahan siap
8 [|Memfasilitasi pembahasan asistensi dokumen perencanaan
Kewilayahan P P |:| Dokumen perencanaan Kewilayahan siap 300 Menit|Asistensi Dokumen Perencanaan
9  |Memverifikasi dokumen perencanaan Kewilayahan. ‘
Jika belum sesuai memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Asistensi Dokumen Perencanaan 30 Menit Hasil Verifikasi
10 [Melakukan Perbaikan dokumen perencanaan Kewilayahan oleh S .. |Perbaikan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah sesuai hasil verifikasi :l Hasil Verifikasi 300 Menit Kewilayahan
11 |Verifikasi ulang oleh penyelia, dokumen perencanaan Kewilayahan
akan diparaf jiEa sudzh s)(lesuai P y GD) Perbaikan dokumen perencanaan Kewilayahan 60 Menit [Dokumen perencanaan Kewilayahan
1500 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat :

Pembina

Nip : 19720204 200604 1 017







KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 93
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

Nama SOP Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.

Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Administrasi surat masuk;
SOP Administrasi surat keluar;
SOP Penyusunan Laporan.

Komputer/Laptop;
Printer;

Internet;

ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan monitoring, evaluasi dokumen perencanaan Kewilayahan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kewilayahan




tidak dapat berjalan dengan lancar

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
KepalaBadan | Kabid P2SIK F”'I‘(%S;f;zgt::'b Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1 [Menugaskan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kewilayahan
g 9 y D) SK Tim 30 Menit |Disposisi
2 |Memerintahkan Kasubid untuk menindaklanjuti Disposisi . . N .
|:| Disposisi 60 Menit [Disposisi
3 [Menginventarisir data kegiatan pembangunan di Kabupaten )
Kepulauan Selayar dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi . Disposisi, Komputer, ATK 60 Menit |P2t@ Kegiatan Perencanaan

maupun APBD Kabupaten

Kewilayahan dan Sumber Dana

Mengumpulkan Laporan Kegiatan dari Tahap, Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengawasan sesuai dengan Renja masing-masing
Perangkat Daerah

Data Kegiatan Perencanaan Kewilayahan dan Sumber
Dana

300 Menit

Data Kegiatan Perencanaan
Kewilayahan dan Sumber Dana

il

5 |Melaksanakan Monev serta menyusun Laporan Monitoring dan Data Kegiatan Perencanaan Kewilayahan dan Sumber . |Draft Laporan Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Pelaporan Perencanaan Kewilayahan Dana 1500 Menit Pelaporan Perencanaan Kewilayahan
6 |Memeriksa dan memparaf hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi ‘ Draft Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 300 Menit Draft Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan Perencanaan Kewilayahan Perencanaan Kewilayahan en Pelaporan Perencanaan Kewilayahan
7' |Memeriksa dan menandatangani hasil Laporan Monitoring dan ‘ Draft Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 30 Menit |-@POran Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Pelaporan Perencanaan Kewilayahan Perencanaan Kewilayahan " |Pelaporan Perencanaan Kewilayahan
8 |Menyimpan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan ) .
Perencanaan Kewilayahan () Perencanaan Kewilayahan 15 Menit |Arsip
2295 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.
Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 94
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN Nama SOP Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah;

4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Administrasi surat masuk dan keluar;
SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana;
SOP SKPD lingkup bidang Kewilayahan.

- Komputer/PC, Printer;

- RPJMD, Kebijakan Kepala Daerah, Renstra OPD, DPA OPD, Data BPS;
- Stempel;

- ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Apabila koordinasi lingkup Kewilayahan tidak dilakukan berakibat tidak sinerginya program/kegiatan pada sektor tersebut dalam arti luas

- Sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup Kewilayahan




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
Kepala Kabid p2si | Fungsional /Sub Staf Kelengkapan Waktu Output
Koordinator
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Mengidentifikasi Isu Strategis i
9 9 C) g:igzk%r;slgzzglf Daerah, Surat Edaran 40 Menit [Agenda koordinasi internal
2 |Kebijakan Pimpinan, Menerima disposisi Kepala tentang o .. [Rumusan Hasil koordinasi internal
koordinasi perencanaan Kewilayahan :l Agenda koordinasi intemal 1200 Menit kegiatan dari SKPD
3 |Melaksanakan analisis, kajian dan diskusi internal - Rumusan Hasil koordinasi internal 1600 Menit |Rumusan Hasil koordinasi ekstemal
kegiatan dari SKPD kegiatan dari SKPD
4 |Melaksanakan analisis, kajian dan diskusi eksternal i inasi
J |:| E:ngaLi:n Hasil koordinasi eksternal 2400 Menit |Rancangan rumusan
5 [Melaksanakan kegiatan rapat I:l Rancangan rumusan 120 Menit Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi
6 [Koordinasi terkait perencanaan infrastruktur |:| Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi 75 Menit CI?I;ar:t}?eoplzi;ngz fg:’g:::n telah dikoreksi
7 [Membuat draft laporan hasil rapat i i i i
p il rap Draft Dokumen Rumusan telah dikoreksi 40 Menit Draft pokumen Rumusan telah dikoreksi
oleh Kepala Sub Bidang dan diparaf
8 |Koordinasi terkait perencanaan Kewilayahan Draft Dokumen Rumusan telah dikoreksi . Draft Dokumeq Rumu§an olgh Kepala
|:| . ) 30 Menit |Bidang telah dicermati dan diparaf oleh
dan diparaf oleh Kepala Bidang )
Sekretaris
9 |Mengoreksi hasil koordinasi (draft rumusan kegiatan ‘ Draft Dokumen Rumusan yang telah 30 Menit |Pokumen Rumusan yang telah
koordinasi) untuk kemudian disampaikan pada kepala bidang dicermati dan diparaf oleh Sekretaris M | ditandatangani Kepala Badan
10 |Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Rumusan Kesepakatan, Nota Dinas,
.. |Dokumen Rencana Kerja SKPD, dIl
C) Dokumen Rumusan 60 Menit terdokumentasi dan terdistribusikan
untuk ditindaklanjuti
5595 Menit

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

M. SYUKRI SALLATU, S.T.

Pangkat : Pembina
Nip : 19720204 200604 1 017




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

95
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Nama SOP Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kepala : Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Fisipol, Ekonomi, Teknik;

Kepala Bidang : Eselon lIl.b, S1 — S2 diutamakan Pemerintahan/Administrasi
Negara/Publik, Fisipol, Pertanian, Perikanan, Pendidikan dan Kesehatan;

Fungsional : S1 - S2, diutamakan Sarjana Sosial Politik, Teknik dan Sarjana Pendidikan;
Penyiap data : SMU/SMK , S1 diutamakan Administrasi Negara/Publik, Fisipol, Hukum,
Pendidikan dan Komputer.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Administrasi surat masuk dan keluar;
SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana;
SOP SKPD lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

RPJMD;

Kebijakan Kepala Daerah;

ATK, Komputer, LCD, Printer, Stempel;
RKPD;

Renstra/Renja OPD;

Renstra/Renja Bappelitbangda.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

- Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyiapkan bahan Evaluasi kinerja Pelayanan Instansi Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Selayar

Pencapaian target-target Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan




dan sebagai bahan pengambilan Kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
StafBidang | Fungsional/Sub Kabid Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Koordinator
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Menyusun SK Tim Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Draft Surat Keputusan Kepala . .
C) Bappelitbangda 30 Menit |Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda
2 |Menugaskan staf menginventarisir unit pelayanan yang akan
diukur, menyusun instrumen survey (kuisioner), menentukan |:| Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda 10 Menit [Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda
besaran dan teknik pengunpulan sampel beserta
3 |Menginventarisir unit pelayanan yang akan diukur, menyusun
instrumen survey (kuisioner), menentukan besaran dan teknik . ., |Bahan pelaksanaan kegiatan
pengumpulan sampel beserta respondennya dan surat |:| Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda | 120 Menit pengukuran SKM
pengantar pengisian kuisioner
4 |Memeriksa dan meneliti bahan pengukuran IKM, apabila Bah lak kegiat Bah lak kegiat
setuju diparaf dan disampaikan pada Sekretaris, apabila tidak ‘ a ankpea ;&:(n';an egiatan 30 Menit a ankpe a ;T?laan egtlal ahn divaraf
setuju dikembalikan untuk diperbaiki pengukuran pengukuran SR yang telan dipara
5 Memenksa dan meqelltl bahan pengukuran IKM, apabila . Bahan pelaksanaan kegiatan ., |Bahan pelaksanaan kegiatan
setuju diparaf dan disampaikan pada Kepala Badan , apabila ‘ K SKM telah diparaf 30 Menit K SKM telah dioaraf
ficak setuju dikembalikan untuk diperbaiki penguikuran SEEM yang felah dipara pengukuran SN yang felah Cipara
e @ [ o o S
. P . o grap . y ; P . I pengukuran SKM yang telah diparaf en p_ 9 Y 9
ditandatngani, apabila tidak setuju dikembalikan untuk ditandatangani
7 |Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Survey DT PETaRSaTan Kegratan | PETRSAMTaIT REGrtd
Kepuasaan Masyarakat |:| pgngukuran SKM yang telah 30 Menit pfengukuran SKM yang telah
8 [Melaksanakan pengukuran IKM pada unit kerja yang menjadi ' ) )
responden |:| nggljgfrnsnKM yang telah 2100 Menit |Kuesioner SKM
S mg:gggmzzg :Ssg);er yang telah diisiresponden dan |:| Kuesioner SKM 180 Menit [Hasil Pengukuran SKM
10 [Menyusun Laporan dan menganalisa Hasil survey Kepuasan ) . |Konsep laporan dan hasil analisa
Masyarakat |:| Hasil Pengukuran SKM 180 Menit pengukuran SKM
11 |Menerima dan memeriksa konsep Laporan Pelaksanaan . . . .

. . . Konsep laporan dan hasil analisa . |Konsep laporan dan hasil analisa
survey Kepuasan Masyarakat, apabila setuju diparaf apabila K SKM 60 Menit K SKM telah diparaf
tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki pengukuran pengukuran St yang telah Cipara

12 |Menerima dan memeriksa konsep Laporan Pelaksanaan K | dan hasil anali K | dan hasil anali
survey Kepuasan Masyarakat, apabila setuju diparaf apabila onsep laporan dan hasll analisa 30 Menit onsep laporan dan hasfl analsa

tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki

pengukuran SKM yang telah diparaf

pengukuran SKM yang telah diparaf

te




¢4

13 [Menerima dan memeriksa konsep Laporan Pelaksanaan Konsen lanoran dan hasi analisa Konsep laporan dan hasil analisa
survey Kepuasan Masyarakat, apabila setuju ditandatangani piap . 30 Menit |pengukuran SKM yang telah
pengukuran SKM yang telah diparaf
apabila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki ditandatangani
14 |Memerintahkan staf untuk mengagendakan rapat evaluasi Konsep laporan dan hasil analisa
hasil pengukuran survey Kepuasan Masyarakat bersama unit | _|| pengukuran SKM yang telah 120 Menit |Notulen rapat
kerja di Bappelitbangda ditandatangani
- - - v
N E\iﬁ? :’aerrli)iri]kgis" rapatevalias menyusun Rencana Tindak D Notulen rapat 60 Menit |Rencana tindak lanjut perbaikan
3025 Menit

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,

NASRUDDIN T, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740719 201101 1 002




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 96
Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Februari 2024

Disankan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1002
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Nama SOP Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang

Teknologi dan Inovasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Kepala : Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Fisipol, Ekonomi, Teknik;

Kepala Bidang : Eselon Ill.a, S1 - S2 diutamakan Pemerintahan/Administrasi
Negara/Publik, Fisipol, Pertanian, Perikanan, Pendidikan dan Kesehatan;

Fungsional : S1 - S2, diutamakan Sarjana Sosial Politik, Teknik dan Sarjana Pendidikan;
Penyiap data : SMU/SMK , S1 diutamakan Administrasi Negara/Publik, Fisipol, Hukum,
Pendidikan dan Komputer.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPELITBANGDA,
SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPELITBANGDA;
SOP OPD Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan.

RPJMD;

Kebijakan Kepala Daerah;

Renstra BAPPELITBANGDA;

Renja BAPPELITBANGDA;

Alat Tulis Kantor, Komputer, LCD, Printer;
Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Ajang Kompetisi IPTEK merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menumbuh kembangkan dan meningkatkan kualitas Penelitian

dan Pengembangan IPTEK di Kabupaten Kepulauan Selayar

Pencapaian target-target Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan.




Pelaksana Baku Mutu
FUngsTormnar
No. Uraian Prosedur I/ Sub . .
Staf . Kabid | Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Koordinato
'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Mengidentifikasi Isu Strategis, Kebijakan Pimpinan, Menerima .

disposisi Kepala tentang Target dan Capaian Program dan Kebijakan (D Kebuakar? Kepglfa Daerah, Surat Edaran 30 Menit [Agenda koordinasi internal

IPTEK di Kabupaten Kepulauan Selayar Sekda, Disposisi
2. |Melaksanakan analisis, kajian, diskusi internal L i inasi i

J I:I Agenda Koordinasi interal 120 menit E:gr?aut:n Hasil koordinasi internal rencana

3. [Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rumusan Hasil koordinasi eksternal kegiatan .

Kegiatan Kompetisi IPTEK 360 Menit [Rancangan Rumusan
4. |Mempersiapkan Pelaksanaan Ajang kompetisi dan Publikasi Draft Rumusan Rencana Kegiatan pada tahun

I:l Rancangan Rumusan 120 Menit [berikutnya dan pelaksanaan kegiatan tahun
berjalan
5. |Menerima Pendaftaran Peserta i
|:| Eﬁzzgg:inemuan, Mobileur, Spanduk, 960 Menit |Kegiatan Workshop Siap untuk dilaksanakan
6. |Melaksanakan Technical Meeting Panitia, Peserta, Pemateri, Materi Workshop, .. |Peserta mengetahui Teknik Penulisan Karya
ATK 1440 Menit 1 -iah
7. |Melaksanakan Presentase dan Penjurian Hasil Karya Terapan dan Karya Tulis, Tim Juri . ) L
|:| dan Peserta ' 480 Menit [Hasil Presentasi dan Nilai Peserta
8. [Melaksanakan Pengumuman Pemenang dan Penyerahan Hadiah ) . ) )
Keputusan Juri 60 menit |Penyerahan Hadiah dan Piala
9. |Mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan i
9 |:| E:::Z:alrmze" Workshop, Kertas Foto, 90 Menit |Dokumen Pelaksanaan Kegiatan

10. [Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Kegiatan, Komputer, Printer dan
ATK

960 Menit

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

4620 Menit

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,

NASRUDDIN T, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740719 201101 1 002




Nomor 97

Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Nama SOP Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1. Pendidikan Minimal Lulusan Strata Satu (S-1);

2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi; 3. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Peraturann Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan

Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024; Pembangunan Daerah dan Kelitbangan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 5. Memahami Implementasi data dan informasi secara elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, 6. Penguasaan pemahaman tentang statistik, jurnalistik, iptek, keuangan, infrastruktur, tata kelola

tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka pemerintah, ketenagakerjaan, pasar, pendidikan, kesehatan, kelembagaan.

menengah daerah, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD & Renja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
SOP Administrasi surat masuk dan keluar - Komputer/Laptop;
ATK;
Internet;

Ruang Rapat dan Perlengkapannya.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat pelaksanaan kajian terkendala sehingga tidak mendapatkan hasil kajian yang - Kerangka Acuan Kerja (KAK);
optimal - Dokumen Hasil Laporan;

SK Tim Penyusun;



Laporan Akhir Dokumen.

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur i
Kepala Bidang Furll(%sol?(;‘;gt::jb Kepala Badan Tim Penyusun Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja dan Jadwal (:) ) ) - ) )
Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Data dan informasi pra kondisi 1500 Menit |Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2 |Melaksanakan Rapat Persiapan, Sosialisasi dan Koordinasi ) . ) o
Rencana Penyusunan Dokumen dengan SKPD terkait |:| Kerangka Acuan Kerja (KAK) 900 Menit |Persiapan dan Koordinasi
3 |Membentuk Tim Penyusunan Dokumen |:| Persiapan dan Koordinasi 900 Menit |[SK Tim Penyusun
4 |Melaksanakan pengumpulan data dan literatur dari berbagai
sumber, penyiapan serta pengolahan dari data dan informasi |:| SK Tim Penyusun 1500 Menit |Data primer dan sekunder
yang tersedia
5 [Melaksanak: lisis data dan inf i sert kaji
|itsr:tjfgr?tuinpzr;?/:slzn:na doiz:e(r)\rmaSI Sefta pengkayan I:l Data primer dan sekunder 1500 Menit |Draft Hasil Penyusunan Laporan
6 |Melaksanakan pertemuanirapat koordinasi |_| Draft Hasil Penyusunan Laporan 1500 Menit |Draft Hasil Penyusunan Laporan
7 |Melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka . . .
pengumpulan data dan informasi serta untuk penajaman |:| |:| Draft Hasil Penyusunan Laporan 1500 Menit |Draft Hasil Penyusunan Laporan
8 |Melaksanakan konsinyering untuk membahas dan
menyatukan persepsi atas suatu hal tertentu dengan seluruh |:| | Draft Hasil Penyusunan Laporan 1500 Menit |Draft Hasil Penyusunan Laporan
pemangku kepentingan
9 |Mempersiapkan pelaksanaan workshiop |:| Draft Hasil Penyusunan, Undangan 1500 Menit |Dokumen Hasil Penyusunan Laporan
10 |Mempersiapkan laporan akhir (@GD) Dokumen Hasil Penyusunan Laporan 1500 Menit |Laporan
13800 Menit

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,

NASRUDDIN T, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740719 201101 1 002
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Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Nama SOP Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;
Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 03 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kepala : Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Fisipol, Ekonomi, Teknik;

Kepala Bidang : Eselon Ill.a, S1 - S2 diutamakan Pemerintahan/Administrasi

Negara/Publik, Fisipol, Pertanian, Perikanan, Pendidikan dan Kesehatan;

Fungsional : S1 - S2, diutamakan Sarjana Sosial Politik, Teknik dan Sarjana Pendidikan;
Penyiap data : SMU/SMK , S1 diutamakan Administrasi Negara/Publik, Fisipol, Hukum, Pendidikan

dan Komputer.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPELITBANGDA; RPJMD;
SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPELITBANGDA; Kebijakan Kepala Daerah;

- SOP OPD Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Renstra / Renja OPD dan Bappelitbangda;

Alat Tulis Kantor, Komputer, LCD, Printer, Stempel;

RKPD;
RDTR Kecamatan.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabila koordinasi penelitian dan pengembangan daerah tidak dilakukan maka Kegiatan Penellitian dan Pengembangan Daerah

akan tumpang tindih/overlap dan tidak menyasar pada prioritas RKPD

Pencapaian target-target Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Fungsional ) i
Staf I Sub Kabid | Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Koordinator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Mengidentifikasi Isu Strategis, Kebijakan Pimpinan, Menerima .
disposisi Kepala tentang Koordinasi Penelitian dan Pengembangan (D) Kebijakan Kepala Daerah, Surat Edaran Sekda, 30 Menit |Agenda koordinas interal
Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Disposisi
2. |Melaksanakan analisis, kajian , diskusi internal o i inasi i i
I :l Agenda Koordinasi interal 120 menit Rumusan Hasil koordinasi internal kegiatan
dari SKPD
3. |Melaksanakan analisis, kajian , diskusi eksternal Rumusan Hasil koordinasi internal kegiatan dari 120 Ment Rumusan Hasil koordinasi eksternal kegiatan
SKPD M dari SKPD
4. |Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Rumusan Hasil koordinasi eksternal kegiatan dari .
1 SKPD 360 Menit |Rancangan Rumusan
5. |Membuat Draff Laporan hasil rapat koordinasi
P P 1 Rancangan Rumusan 120 Menit |Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi
6. |Mengoreksi hasil rapat koordinasi (draft Rumusan Kegiatan ) - .. |Draft Dokumen Rumusan telah dikoreksi oleh
Koordinasi) untuk kemudian disampaikan pada kepala bidang Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi 120 Menit kepala sub bidang
7. |Mengoreksi dan memaraf hasil rapat koordinasi Draft Dokumen Rumusan yang telah dikoreksi oleh 60 Menit Draft Dokumen Rumusan telah dikoreksi dan
kepala sub bidang en diparaf oleh kepala bidang
8. |Mencermati materi dan memaraf hasil rapat koordinasi Draft Dokumen Rumusan telah dikoreksi dan diparaf . |Draft Dokumen Rumusan telah dicermati dan
. 30 Menit | .. )
oleh kepala bidang diparaf oleh Sekretaris
9. [Membaca, mencermati dan menandatangani dokumen/kesepakatan Draft Dokumen Rumusan yang telah dicermati dan | Dokumen Rumusan yang telah ditandatangani
. ) - 30 Menit
hasil rapat diparaf oleh Sekretaris kepala
10. |Mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil rapat untuk Rumusan Kesepakatan, Nota Dinas, Dok.
ditindaklanjuti C) Dokumen Rumusan yang telah ditandatangani kepala 960 Menit |Rencana Kerja SKPD, dil yang telah
terdokumentasi
1950 Menit

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,

NASRUDDIN T, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740719 201101 1 002
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Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Nama SOP Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Inovasi Daerah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun

2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 03 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kepala : Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Fisipol, Ekonomi, Teknik;

Kepala Bidang : Eselon Ill.a, S1 - S2 diutamakan Pemerintahan/Administrasi Negara/Publik, Fisipol,

Pertanian, Perikanan, Pendidikan dan Kesehatan;

Fungsional : S1 - S2, diutamakan Sarjana Sosial Politik, Teknik dan Sarjana Pendidikan;
Penyiap data : SMU/SMK , S1 diutamakan Administrasi Negara/Publik, Fisipol, Hukum, Pendidikan

dan Komputer.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPELITBANGDA; RPJMD;
SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPELITBANGDA; Kebijakan Kepala Daerah;

- SOP OPD Lingkup Bidang Litbang dan Pengendalian Pembangunan.

Renstra / Renja OPD dan Bappelitbangda;

Alat Tulis Kantor, Komputer, LCD, Printer, Stempel;

RKPD;
RDTR Kecamatan.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabila Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Inovasi Daerah tidak dilakukan maka Kebijakan Nasional terkait Penguatan Inovasi Daerah

Pencapaian target-target Pembangunan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah




tidak dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Fungsional
Staf I Sub Kabid | Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Koordinator
1 2 3 4 6 7 8 9 10
1. |Mengidentifikasi Isu Strategis, Kebijakan Pimpinan, Menerima

disposisi Kepala tentang Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Inovasi
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

5
(G

Kebijakan Kepala Daerah, Surat Edaran Sekda, Disposisi

30 Menit |Agenda koordinasi internal

2. |Melaksanakan analisis, kajian , diskusi internal N . |Rumusan Hasil koordinasi internal Rencana
1 Agenda Koordinasi internal 120 menit )
Pelaksanaan kegiatan
3. |Melaksanakan analisis, kajian , diskusi eksternal Rumusan Hasil koordinasi internal Rencana pelaksanaan ., |Rumusan Hasil koordinasi eksternal kegiatan
1 . 120 Menit|,_.
kegiatan dari SKPD
4. |Menginventarisir Kegiatan Inovasi yang sudah berjalan maupun . o ) ) . o .
Inovasi yang direncanakan oleh SKPD 1 Rumusan Hasil koordinasi eksternal kegiatan dari SKPD 2400 Menit |Data Inventarisasi Kegiatan Inovasi SKPD
5. |Melaksanakan Identifikasi Kegiatan Inovasi Unggulan yang telah
berjalan minimal 2 (dua) tahug gguian yang 1 Data Inventarisasi Kegiatan Inovasi SKPD 480 Menit |Data Inovasi Unggulan SKPD
6. |Melaksanakan pengimputan data base Inovasi Daerah Kabupaten . . |Pengimputan Data Base Inovasi Daerah
Kepulauan Selayar :I Data Inovasi SKPD 2400 Menit Kabupaten Kepulauan Selayar
7. |Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Tim Penguatan Inovasi i inasi Ti
Daerah 9 P 9 ‘ Data Base Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 180 Menit E:%tizniz‘ifjF?;;gﬁrdmam Tim
8. Melaksalnlakan faf.ilitasi kgikutsertaan SKPD pelakf.ana Inovasi dalam Surat Penvampaian / undanaan dan Mekanisme Pelaksanaan SKPD pelaksana inovasi ikut serta dalam
Kompetisi Inovasi Pemerintahan / Pelayanan Publik yamp ndang 2400 Menit |Kompetisi Inovasi Pemerintahan / Pelayanan
serta Dokumen Inovasi dan Data Pendukung/Kelengkapannya Publik
9. |Melaksanakan / menghadiri undangan Koordinasi baik di Propinsi
maupun Pusat . ) T, .
Surat Undangan dan/atau Bahan Koordinasi 2400 Menit [Koordinasi baik di Provinsi maupun Pusat
10. [Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Dokumen berupa Surat, Data dan Informasi terkait Inovasi, Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan
C) baik yang direncanakan maupun yang telah dilaksanakan di 2400 Menit [Koordinasi dan fasilitasi Penguatan Inovasi
Kabupaten Kepulauan selayar Daerah
12930 Menit

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,

NASRUDDIN T, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740719 201101 1 002
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Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Nama SOP Pembinaan dan Pengembangan Teknologi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;

Kepala : Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Fisipol, Ekonomi, Teknik;

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 03 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kepala Bidang : Eselon Ill.a, S1 - S2 diutamakan Pemerintahan/Administrasi Negara/Publik, Fisipol,
Pertanian, Perikanan, Pendidikan dan Kesehatan;

Fungsional : S1 - S2, diutamakan Sarjana Sosial Politik, Teknik dan Sarjana Pendidikan;

Penyiap data : SMU/SMK , S1 diutamakan Administrasi Negara/Publik, Fisipol, Hukum, Pendidikan

dan Komputer.

Keterkaitan dengan SOP lain Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPELITBANGDA; RPJMD;
SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPELITBANGDA; Kebijakan Kepala Daerah;

SOP OPD Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Renstra / Renja OPD dan Bappelitbangda;

Alat Tulis Kantor, Komputer, LCD, Printer, Stempel;
RKPD;

RDTR Kecamatan.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabila Pembinaan dan Pengembangan Teknologi tidak dilakukan maka pemanfaatan maupun keberlanjutan Teknologi Tepat Guna

dengan segenap potensi SDM maupun SDA yang ada, tidak akan dapat dioptimalkan

Pencapaian target-target Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Funasional /
Staf QSub Kabid | Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Mengidentifikasi Isu Strategis, Kebijakan Pimpinan, Menerima - Kebijakan Kepala Daerah
disposisi Kepala tentang Koordinasi Penelitian dan Pengembangan (: - Disposisi 30 Menit [Agenda koordinasi internal
Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah - Surat Edaran Sekda
2. |Melaksanakan analisis, kajian , diskusi internal — . |Rumusan Hasil koordinasi internal Rencana
1 Agenda Koordinasi internal 120 menit Pelaksanaan Kegiatan
3. [Membuat Draf SK Pelaksana Kegiatan dan Narasumber Rumusan Hasil koordinasi internal Rencana .
) ) . |Draft SK. Pelaksana Kegiatan dan
Pelaksanaan kegiatan dan Referensi Peraturan 480 Menit
Narasumber
Perundang-undangan
4. |Membuat Surat Permintaan Narasumber - ATK
:l - Draft SK 120 Menit |Surat Permintaan Narasumber
- Kegiatan
5. |Mengkoordinasikan Rencana Pelaksanaan Kegiatan - Surat Permintaan Narasumber
I - Rencana Kerja 2400 Menit |Kesiapan Narasumber Kegiatan
- Draft SK. Kegiatan
6. [Finalisasi SK. Pelaksana Kegiatan dan Narasumber Identitas Narasumber dan Panitia Pelaksana serta 960 Menit SK. Bupati tentang Panitia Pelaksana dan
Hasil Koreksi Bagian Hukum SETDA €M [Narasumber
7. |Persiapan Pelaksanaan BIMTEK Rencana Kerja, SK. Panitia, Waktu dan Tempat X . . )
—/1 Pelaksanaan, serta nama peserta Bimtek 2400 Menit [Bimtek siap untuk dilaksanakan
8. [Pembuatan dan Pendistribusian Undangan / Persuratan ATK, Alamat Peserta, Surat Undangan dan 960 Menit Undangan disampaikan kepada peserta dan
: Kendaraan Dinas M |Narasumber
9. |Pelaksanaan BIMTEK )
ATK, Makan Minum, Spanduk, Tempat pelaksanaan, 960 Menit |Bimtek dilaksanakan sesuai jadwal
Peserta dan Narasumber
10. |Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan . . . . .
KAK, DPA dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 480 Menit [Hasil Evaluasi pelaksanaan kegiatan
11. |Penyusunan Draf Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan . . N . .
/1 Hasil Evaluasi, Realisasi Fisik dan keuangan 960 Menit |Draf Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan
12. |Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Teknologi inasi i
g 9 9 ‘ Surat Undangan dan / atau Bahan Koordinasi 2400 Menit Koordlna;l Pemb!naan dan Pengermbangan
Teknologi telah dilaksanakan
13. |Finalisasi Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan ATK, Draf Laporan Akhir dan Laporan Hasil ., [Dokumen Laporan Akhir Pelaksanaan
C) Koordinasi maupun konsultasi 1440 Ment Kegiatan
13710 Menit

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,

NASRUDDIN T, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740719 201101 1 002




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur :
Staf Fun%stnal ! Kabid | Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Nomor 101
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal Pembuatan {07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024
Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Nama SOP Pengusulan Inovasi Daerah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 03 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Kepala: Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Fisipol, Ekonomi, Teknik;

- Kepala Bidang : Eselon lll.a, S1 - S2 diutamakan Pemerintahan/Administrasi Negara/Publik, Fisipol,
Pertanian, Perikanan, Pendidikan dan Kesehatan;

- Fungsional : S1 - S2, diutamakan Sarjana Sosial Politik, Teknik dan Sarjana Pendidikan;

- Penyiap data : SMU/SMK , S1 diutamakan Administrasi Negara/Publik, Fisipol, Hukum, Pendidikan
dan Komputer.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPELITBANGDA;
- SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPELITBANGDA;
SOP OPD Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- Alat Tulis Kantor, Komputer, LCD, Printer, Stempel;

- Jaringan Internet.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Apabila tidak dilaksanakan dengan baik maka proses pengusulan Inovasi Daerah tidak akan berjalan dengan semestinya;

Terjadinya penyimpangan prosedur dalam pengusulan Inovasi Daerah.

- Surat usulan Inovasi Daerah;
- Lembar Disposisi;
- Surat penetapann Inovasi Daerah;

- Daftar Inovasi Daerah sebagai acuan dalam kompetisi IGA;




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur . | Fungsional /
Bupati Kepala Kabld Sub Kasubag Staf OPD Kelengkapan Waktu Output
Badan Litbang . Umpeghum Pengusul
Koordinator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. |Mengusulkan surat dan proposal usulan inovasi . .
daerah @ Disesuaikan |Surat dan proposal usulan
2. |Menerima surat dan proposal usulan inovasi daerah Suat d | usul 1440 ¢ |oi .
dan menyampaikan Kepala Badan I:l urat dan proposal usulan menit | LISposis!
3. [Menerima, menelaah dan mendisposisikan surat dan
proposal usulan inovasi daerah ke Kepala Bidang :l Surat dan proposal usulan 1440 Menit |Disposisi
Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. |Menerima dan menelaah surat dan proposal usulan
inovasi daerah dan disposisi dari Kepala Badan serta T .
memerintahkan Fungsional untuk memulai proses I:l Surat dan proposal usulan 1440 Menit |Disposisi, Surat dan proposal usulan
evaluasi usulan inovasi daerah
5. [Menerima instruksi Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan Daerah dan menelaah surat usulan .
inovasi daerah serta menjadwalkan rapat tim inovasi |:| Surat dan proposal usulan 1440 Menit - |Jadwal rapat
daerah
6. |Melaksanakan dan memimpin rapat evaluasi usulan
inovasi daerah pin rap :l Surat dan proposal usulan 180 Menit [Notulen rapat, Dokumentasi
7. |Menyusun konsep hasil rapat evaluasi usulan inovasi
daer);h P P |:| Notulen rapat 180 Menit [Konsep rekomendasi inovasi daerah
8. |Mengetik konsep hasil rapat evaluasi usulan inovasi
daergh P P |:| Konsep rekomendasi inovasi daerah 60 Menit |Draft rekomendasi inovasi daerah
S Memvelrlflka3|lha5|l pengetikan draft hasil evaluasi |:| Draft rekomendasi inovasi daerah 120 Menit [Draft rekomendasi inovasi daerah
usulan inovasi daerah
10. |Menyetujui hasil evaluasi usulan kerjasama |:| Draft rekomendasi inovasi daerah 60 Menit |Draft rekomendasi inovasi daerah
11. |Menandatangani dan menerbitkan rekomendasi
inovasi daerah. Jika setuju diserahkan kepada Bupati. ‘ Draft rekomendasi inovasi daerah 180 Menit [Rekomendasi inovasi daerah
Jika setuju dikembalikan kepada Kepala OPD
12.  |Menetapkan usulan inovasi daerah sebagai inovasi
daerah P 9 C) Rekomendasi inovasi daerah 30 Menit [Surat Keputusan Bupati

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,

NASRUDDIN T, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740719 201101 1 002




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

102
07 Februari 2024

07 Februari 2024

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Nama SOP Inovation Government Award (IGA)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan Teknolog;

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 03 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kepala : Eselon Il.b, S1 - S2 diutamakan Fisipol, Ekonomi, Teknik;

Kepala Bidang : Eselon Ill.a, S1 - S2 diutamakan Pemerintahan/Administrasi Negara/Publik, Fisipol,

Pertanian, Perikanan, Pendidikan dan Kesehatan;

Fungsional : S1 - S2, diutamakan Sarjana Sosial Politik, Teknik dan Sarjana Pendidikan;
Penyiap data : SMU/SMK , S1 diutamakan Administrasi Negara/Publik, Fisipol, Hukum, Pendidikan

dan Komputer.

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPELITBANGDA;

SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPELITBANGDA;

SOP OPD Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
SOP Pengendalian Arsip.

Alat Tulis Kantor, Komputer, LCD, Printer, Stempel;

Jaringan Internet;

Ruang rapat dan kelengkapannya.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Proses Penginputan harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan penyelenggara.

SK Tim;
Laporan IGA;

Laporan Rancang Bangun Inovasi;




Aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Kabid |Sekretaris | Kepala Kabag :
Staf . ' ! P Hukum Sekretaris Bupati Kelengkapan Waktu Output
Litbang Badan Badan Daerah
Setda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Administratif
1 |Menyiapkan draft Surat Kepala Daerah untuk ) . ) )
pembentukan tim pencarian dan pengumpulan data (: Komputer, ATK, Printer 30 menit [Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
2 |Memeriksa dan memparaf draft SK tim pencarian dan ‘ Draft SK Tim pencarian dan . ) .
pengumpulan data pengumpulan data 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
3 |Memeriksa dan memparaf draft SK tim pencarian dan Draft SK Tim pencarian dan . ) .
pengumpulan data ‘ pengumpulan data 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
4 |Memeriksa dan memparaf draft SK tim pencarian dan Draft SK Tim pencarian dan . ) .
pengumpulan data ‘ pengumpulan data 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
5 |Memeriksa dan memparaf draft SK tim pencarian dan Draft SK Tim pencarian dan ) ) )
pengumpulan data ‘ pengumpulan data 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
6 |Memeriksa dan memparaf draft SK tim pencarian dan ‘ Draft SK Tim pencarian dan . ) .
pengumpulan data pengumpulan data 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
7 |Memeriksa dan menandatangani draft SK tim Draft SK Tim pencarian dan . ) .
pencarian dan pengumpulan data ‘ pengumpulan data 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
Melaksanakan rapat koordinasi Tim pencarian dan SK Tim pencarian dan pengumpulan . .
8 pengumpulan data untuk penyamaan persepsi |:| data 60 Menit |Daftar Hadr
Teknis Operasional
9 |Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan
perquUSZn IGA 9 :l Perencanaan data tahun N 300 Menit |Data dan infromasi terkumpul
10  [Menentukan operator IGA
P :l Perencanaan data tahun N 15 Menit |Operator IGA
11 [Membentuk group WA
group |:| Perencanaan data tahun N 15 Menit |Grup WA
12 [Mengentri data
9 :l Data dan Informasi Operator IGA 300 Menit |Data terinput
13 [Melakukan verifikasi dan validasi data
:l Data terinput 30 Menit [Data verifikasi dan validasi
14 [Menganalisis data untuk perhitungan IGA
¢ Periing (| Data verifikasi dan valdasi 300 Menit [Analisis IGA
15 [Membuat video inovasi
1 Data verifikasi dan validasi 300 Menit |Analisis IGA
Manajerial
16 |Menyampaikan pertanggungjawaban/penerimaan Analisis IGA 60 Menit | Hasil Perhit IGA
hasil perhitungan inovasi I:l naiisis enit [nasi Fernitungan
17 [Melakukan pembahasan hasil Inovasi pada level
Pimpinan P P | | {1 | |:| |:| Hasil Perhitungan IGA 300 Menit |Pembahasan Perhitungan IGA
18 [Membuat perumusan dan strategi daya saing daerah
P grcay 9 I:l I:l I:I Pembahasan Perhitungan IGA 300 Menit |Rumusan Strategi IGA




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur ; ; Kabag :
Staf Kab'd Sekretaris | - Kepala Hukum Sekretaris Bupati Kelengkapan Waktu Output
Litbang Badan Badan Daerah
Setda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 [Menyusun laporan IGA |:| Rumusan Strategi IGA 60 Menit |Draft Laporan IGA
20 |Memeriksa laporan IGA |:| Draft Laporan IGA 15 Menit |Draft Laporan IGA
21 |Menyiapkan pengantar dan otentifikasi Kepala Daerah .
(analis sampai dengan Bupati) | | | | | | ] [ | | [ | | [ | | |Draft Laporan IGA 300 Menit |Draft Laporan IGA
Verifikasi dan Validasi
2 '&A:L?:Zk;nggarimm dengan penilai dan melapor ke |:| Draft Laporan IGA 1500 Menit |Draft Laporan IGA
23 |Mengidentifikasi berbagai perubahan data
Mekanisme verivali data dengan metode wawancara :I Draft Laporan IGA 300 Menit |Draft Laporan IGA
dan FGD, konfirmasi observasi serta pemutakhiran
24 |Memeriksa data terpadu dan hasil pemutakhiran ‘ Draft Laporan IGA 15 Menit |Draft Laporan IGA
25 |Memeriksa data terpadu dan hasil pemutakhiran ‘ Draft Laporan IGA 15 Menit |Draft Laporan IGA
26 |Menetapkan data perhitungan IGA baru yang lebih .
mutakhir, terpadu dan otentik dalam pengelolaan IGA :l Draft Laporan IGA 15 Menit - (Draft Laporan IGA
27 |Mempresentasikan ke Panitia Penilai Kemendagri Draft Laporan IGA 60 Menit |Draft Laporan IGA
Pelaporan
28 |Menyiapkan drait [aporan rancang bangun inovasi dan |:| Komputer, Printer, ATK 1500 Menit |Draft laporan rancang bangun inovasi
inovasi unggulan puter, ’ s g bang
29 |Memeriksa laporan rancang bangun inovasi ‘ Draft laporan rancang bangun inovasi 30 Menit |Draft laporan rancang bangun inovasi
30 |Memeriksa laporan rancang bangun inovasi ‘ Draft laporan rancang bangun inovasi 30 Menit |Draft laporan rancang bangun inovasi
31 |Memeriksa laporan rancang bangun inovasi ‘ Draft laporan rancang bangun inovasi 30 Menit |Draft laporan rancang bangun inovasi
32 |Memeriksa laporan rancang bangun inovasi ‘ Draft laporan rancang bangun inovasi 30 Menit |Draft laporan rancang bangun inovasi
33 [Memeriksa laporan rancang bangun inovasi 0 Draft laporan rancang bangun inovasi 30 Menit |Draft laporan rancang bangun inovasi
H IMengeIsahkan laporan rancang bangun inovasi dan ‘ Draft laporan rancang bangun inovasi 30 Menit [Laporan rancang bangun inovasi
inovasi unggulan
35 [Menyimpan, mengarsipkan dan mendistribusikan . . . T
sesuai keperluan C) Laporan rancang bangun inovasi 30 Menit [Arsip, distribusi

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,

NASRUDDIN T, S.E., M.Si.




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur ; ; Kabag :
Staf Kab'd Sekretaris | - Kepala Hukum Sekretaris Bupati Kelengkapan Waktu Output
Litbang Badan Badan Setda Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pangkat : Pembina

Nip : 19740719 201101 1 002




KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor 103

Tanggal Pembuatan |07 Februari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 07 Februari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Nama SOP Pelaksanaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional [lmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 03 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pendidikan minimal lulusan S-1

Memahami Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Memahami Implementasi data dan informasi secara elektronik

Penguasaan pemahaman tentang statistik, jurnalistik, iptek, keuangan, infrastruktur, tata kelola pemerintah,

ketenagakerjaan, pasar, pendidikan, kesehatan, kelembagaan

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPELITBANGDA;
- SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPELITBANGDA;
SOP Pengendalian Arsip.

Alat Tulis Kantor, Komputer, LCD, Printer, Stempel;
Jaringan Internet;

Ruang rapat dan kelengkapannya.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Proses Penginputan harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan penyelenggara.

Aplikasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
SK Tim Forum Data;

Laporan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur ; ; Kabag :
Staf Kab'd Sekretaris | - Kepala Hukum Sekretaris Bupati Kelengkapan Waktu Output
Litbang Badan Badan Daerah
Setda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Administratif
1 |Menyiapkan draft Surat Kepala Daerah untuk . ) . .
pembentukan tim pencarian dan pengumpulan data @ Komputer, ATK, Printer 30 menit [Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
2 [Memeriksa d f draft SK i ian d i i
peir;m:ja: zaT: e mpenearan e ‘ E;gusr:pz:rannze;rganan dan 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
3 [Memeriksa d f draft SK i ian d i i
peir;m:ja: zaT: P i pencaram can ‘ E;gusr:pz:rannze;rganan dan 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
4 [Memeriksa d f draft SK i ian d i i
peir;m:ja: zaT: mparetee i pencaran een ‘ E;gusr:p-::;nnzzqza"an dan 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
5 |Memeriksa dan memparaf draft SK tim pencarian dan i i
pengumpulan data g P ‘ E;gusr:pz:rannze;rganan dan 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
6 |Memeriksa dan memparaf draft SK tim pencarian dan i i
pengumpulan data P P ’ Eer?]gusn}](p-l::;nnzzganan dan 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
7 [Memeriksa d dat; i draft SK i i i
peir::rrilaiadainp?r;njmnpi;:%z:; ° " ‘ Eer?]gusn}](p-l::;nnzzganan dan 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
8 Melaksanakan rapat koordinasi Tim pencarian dan I:l SK Tim pencarian dan pengumpulan 60 Menit |Daftar Hadir
pengumpulan data untuk penyamaan persepsi data
Teknis Operasional
9 |Mengumpulkan data dan informasi
gump |:| Perencanaan data tahun N 300 Menit |Data dan infromasi terkumpul
10  [Menentukan operator IPKD
P |:| Perencanaan data tahun N 15 Menit |Operator IPKD
11 [Membentuk group WA
grovp |:| Perencanaan data tahun N 15 Menit |Grup WA
12 [Mengentri data
9 |:| Data dan Informasi Operator IPKD 300 Menit |Data terinput
13 [Melakukan verifikasi dan validasi data
|:| Data terinput 30 Menit [Data verifikasi dan validasi
14 [Menganalisis data untuk perhitungan IPKD
¢ periung 1 Data verifikasi dan validasi 300 Menit |Analisis IPKD
Manajerial
15 |Menyampaikan pertanggungjawaban/penerimaan . . ) .
hasil perhitungan IPKD I:l Analisis IPKD 60 Menit |Hasil Perhitungan IPKD
16 [Melakukan pembahasan hasil IPKD pada level
Pimpinan P P | [ 1] | :l |:| Hasil Perhitungan IPKD 300 Menit |Pembahasan Perhitungan IPKD
17  |Membuat perumusan dan strategi pengelolaan ) . )
Keuangan daerah I:l I:l :l Pembahasan Perhitungan IPKD 300 Menit |Rumusan Strategi IPKD




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur ; ; Kabag :
Staf Kab'd Sekretaris | - Kepala Hukum Sekretaris Bupati Kelengkapan Waktu Output
Litbang Badan Badan Daerah
Setda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 |Menyusun laporan |:| Rumusan Strategi IPKD 60 Menit |Draft Laporan IPKD
19 |Memeriksa laporan :l Draft Laporan IPKD 15 Menit |Draft Laporan IPKD
20 |Menyiapkan pengantar dan otentifikasi Kepala Daerah )

(analis sampai dengan Bupati) | | || [ | ] [ 1 || | [ | | |Draft Laporan IPKD 300 Menit |Draft Laporan IPKD

Verifikasi dan Validasi

21 %:tl)?(lj(zl:n;:;;:inasi dengan penilai dan melapor ke I:l Draft Laporan IPKD 1500 Menit |Draft Laporan IPKD
22 |Mengidentifikasi berbagai perubahan data

Mekanisme verivali data dengan metode wawancara :I Draft Laporan IPKD 300 Menit |Draft Laporan IPKD

dan FGD, konfirmasi observasi serta pemutakhiran
23 |Memeriksa data terpadu dan hasil pemutakhiran ‘ Draft Laporan IPKD 15 Menit |Draft Laporan IPKD
24 |Memeriksa data terpadu dan hasil pemutakhiran ‘ Draft Laporan IPKD 15 Menit |Draft Laporan IPKD
25 [Menetapkan data perhitungan IPKD baru yang lebih )

mutakhir, terpadu dan otentik dalam pengelolaan IPKD :I Draft Laporan IPKD 15 Menit |Draft Laporan IPKD

Pelaporan

26 |Memeriksa pelaporan hasil IPKD dan memberikan .

paraf jika menyeti ’ Draft Laporan IPKD 15 Menit |Draft Laporan IPKD
27 |Menandatangani pelaporan hasil IPKD |:| Draft Laporan IPKD 15 Menit |Laporan IPKD
28  [Membuat infografis d dukan Infografi

o mograls cengan memadukan egrels D) Laporan IPKD 2100 Merit |Infografis IPKD

IPKD
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Pangkat : Pembina
Nip : 19740719 201101 1 002
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BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disahkan Oleh KEPALA BAPPELITBANGDA,

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Nama SOP Pelaksanaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional [lmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 03 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pendidikan minimal lulusan S-1

Memahami Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Memahami Implementasi data dan informasi secara elektronik

Penguasaan pemahaman tentang statistik, jurnalistik, iptek, keuangan, infrastruktur, tata kelola pemerintah,

ketenagakerjaan, pasar, pendidikan, kesehatan, kelembagaan

Keterkaitan dengan SOP lain

Peralatan/Perlengkapan

- SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPELITBANGDA;
- SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPELITBANGDA;
SOP Pengendalian Arsip.

Alat Tulis Kantor, Komputer, LCD, Printer, Stempel;
Jaringan Internet;

Ruang rapat dan kelengkapannya.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Proses Penginputan harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan penyelenggara.

Aplikasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD);
SK Tim Forum Data;
Laporan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur ; ; Kabag :
Staf Kab'd Sekretaris | - Kepala Hukum Sekretaris Bupati Kelengkapan Waktu Output
Litbang Badan Badan Daerah
Setda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Administratif
1 |Menyiapkan draft Surat Kepala Daerah untuk . ) . .
pembentukan tim pencarian dan pengumpulan data @ Komputer, ATK, Printer 30 menit [Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
2 [Memeriksa d f draft SK i ian d i i
peir;m:ja: zaT: e mpenearan e ‘ E;gusr:pz:rannze;rganan dan 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
3 [Memeriksa d f draft SK i ian d i i
peir;m:ja: zaT: P i pencaram can ‘ E;gusr:pz:rannze;rganan dan 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
4 [Memeriksa d f draft SK i ian d i i
peir;m:ja: zaT: mparetee i pencaran een ‘ E;gusr:p-::;nnzzqza"an dan 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
5 |Memeriksa dan memparaf draft SK tim pencarian dan i i
pengumpulan data g P ‘ E;gusr:pz:rannze;rganan dan 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
6 |Memeriksa dan memparaf draft SK tim pencarian dan i i
pengumpulan data P P ’ Eer?]gusn}](p-l::;nnzzganan dan 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
7 [Memeriksa d dat; i draft SK i i i
peir::rrilaiadainp?r;njmnpi;:%z:; ° " ‘ Eer?]gusn}](p-l::;nnzzganan dan 15 Menit |Draft SK Tim pencarian dan pengumpulan data
8 Melaksanakan rapat koordinasi Tim pencarian dan I:l SK Tim pencarian dan pengumpulan 60 Menit |Daftar Hadir
pengumpulan data untuk penyamaan persepsi data
Teknis Operasional
9 |Mengumpulkan data dan informasi
gump |:| Perencanaan data tahun N 300 Menit |Data dan infromasi terkumpul
10  [Menentukan operator IDSD
P |:| Perencanaan data tahun N 15 Menit |Operator IDSD
11 [Membentuk group WA
grovp |:| Perencanaan data tahun N 15 Menit |Grup WA
12 [Mengentri data
9 |:| Data dan Informasi Operator IDSD 300 Menit |Data terinput
13 [Melakukan verifikasi dan validasi data
|:| Data terinput 30 Menit [Data verifikasi dan validasi
14 [Menganalisis data untuk perhitungan IDSD
¢ periung 1 Data verifikasi dan validasi 300 Menit[Analisis IDSD
Manajerial
15 |Menyampaikan pertanggungjawaban/penerimaan . . ) .
hasil perhitungan IDSD I:l Analisis IDSD 60 Menit |Hasil Perhitungan IDSD
16 [Melakukan pembahasan hasil IDSD pada level
Pimpinan P P | [ 1] | :l |:| Hasil Perhitungan IDSD 300 Menit |Pembahasan Perhitungan IDSD
17 |Membuat perumusan dan strategi daya saing daerah Pembah Perhit DSD 300 Menit |R Strateqi IDSD
| | | I:l embahasan Perhitungan enit |Rumusan Strategi




Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur ; ; Kabag :
Staf Kab'd Sekretaris | - Kepala Hukum Sekretaris Bupati Kelengkapan Waktu Output
Litbang Badan Badan Daerah
Setda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 |Menyusun laporan |:| Rumusan Strategi IDSD 60 Menit |Draft Laporan IDSD
19 |Memeriksa laporan :l Draft Laporan IDSD 15 Menit |Draft Laporan IDSD
20 |Menyiapkan pengantar dan otentifikasi Kepala Daerah )

(analis sampai dengan Bupati) | | || [ | ] [ 1 || | [ | | |Draft Laporan IDSD 300 Menit |Draft Laporan IDSD

Verifikasi dan Validasi

21 %:tl)?(lj(zl:n;:;;:inasi dengan penilai dan melapor ke I:l Draft Laporan IDSD 1500 Menit |Draft Laporan IDSD
22 |Mengidentifikasi berbagai perubahan data

Mekanisme verivali data dengan metode wawancara :I Draft Laporan IDSD 300 Menit |Draft Laporan IDSD

dan FGD, konfirmasi observasi serta pemutakhiran
23  |Memeriksa data terpadu dan hasil pemutakhiran ‘ Draft Laporan IDSD 15 Menit [Draft Laporan IDSD
24 |Memeriksa data terpadu dan hasil pemutakhiran ‘ Draft Laporan IDSD 15 Menit |Draft Laporan IDSD
25 |Menetapkan data perhitungan IDSD baru yang lebih )

mutakhir, terpadu dan otentik dalam pengelolaan IDSD :I Draft Laporan IDSD 15 Menit | Draft Laporan IDSD

Pelaporan

26 |Memeriksa pelaporan hasil IDSD dan memberikan .

paraf jika menyeti ’ Draft Laporan IDSD 15 Menit |Draft Laporan IDSD
27 |Menandatangani pelaporan hasil IDSD |:| Draft Laporan IDSD 15 Menit |Laporan IDSD
28  [Membuat infografis d dukan Infografi

i imograls cengan memadutan g els D) Laporan IDSD 2100 Menit |infografis IDSD

IDSD

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,

NASRUDDIN T, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina
Nip : 19740719 201101 1 002
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